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Pengantar

Penelitian yang melandasi buku ini dimulai tak lama setelah beberapa
anggota tim penelitinya menerbitkan buku yang berjudul Politik
Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis (2022). Se-
bagaimana halnya buku itu, buku ini juga merupakan hasil kolaborasi
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Indonesian Consortium
for Religious Studies, dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya,
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

Kami senang karena buku tersebut memperoleh sambutan cukup
baik, termasuk dari sebagian pembaca yang mengkritiknya, baik di
forum-forum diskusi buku atau dalam komentar tertulis. Bahkan
Kemenag RI, yang merupakan akar program moderasi beragama,
mengadakan diskusi khusus mengenai buku tersebut, yang sebetulnya
kritis terhadap program itu, dan karenanya amat kami apresiasi.

Sambutan tersebut memang sudah dapat diduga sebelumnya.
Sebab, bagaimanapun juga, gagasan tentang “Moderasi Beragama”
memegang peranan sentral sebagai kebijakan pemerintah tentang tata
kelola hidup keberagamaan, terutama sejak 2019. Kita tahu bahwa ga-
gasan itu menjadi salah satu strategi pembangunan karakter dalam
rangka pembangunan sumber daya manusia, seperti tampak pada
RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2019-
2024.

Setelah penerbitan buku itu, ada beberapa pertanyaan lanjutan
yang mencuat di antara tim peneliti. Dalam buku itu kami melihat
setidaknya ada tiga paradigma pengelolaan keagamaan yang berpusat
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pada ide-ide berbeda: kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB),
kerukunan (umat) beragama (KUB), dan paling akhir adalah moderasi
beragama (MB). Dua yang terakhir sebetulnya tidak dapat dikatakan
saling bersaing, karena dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah
biasanya moderasi beragama diposisikan sebagai jalan untuk mencapai
kerukunan beragama. Bahkan tujuan itu berulang kali ditegaskan
dalam dokumen RPJMN, yang menyebut moderasi beragama sebagai
upaya strategis dalam rangka “Penguatan harmoni dan kerukunan
umat beragama,” sementara kebebasan beragama tidak muncul di sana.

Membaca dokumen RPJMN dan buku Moderasi Beragama terbitan
Kemenag itu, salah satu gambaran yang muncul dalam benak kami
adalah betapa sentralnya paradigma kerukunan umat beragama dan
betapa kuatnya ia bertahan dalam politik agama Indonesia. Padahal,
di sisi lain, istilah itu secara eksplisit tidak pernah muncul dalam
Konstitusi kita, sejak 1945 hingga hari ini, setelah Indonesia melalui
beberapa periode sejarah penting dan beberapa upaya perubahan
konstitusi.

Buku ini terutama dimotivasi oleh pengamatan awal tersebut:
Mengapa ide kerukunan beragama bertahan dan tampak berakar
kuat sebagai prinsip normatif utama dalam tata kelola keagamaan
di Indonesia? Dan, sebaliknya, mengapa gagasan KBB kurang mem-
peroleh perhatian, atau bahkan sering dituduh sebagai “pengaruh
Barat yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa”? Padahal, sejak 1945,
gagasan kemerdekaan beragama telah ada dalam UUD, dan setelah
Amandemen Konstitusi di masa reformasi, jaminan konstitusional
KBB sangat kuat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28E UUD 1945:

“(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tem-
pat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta
berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
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Pengamatan itu menimbulkan serangkaian pertanyaan lanjutan:
Apakah ada ketegangan antara kedua ide itu, yakni antara KBB dengan
KUB? Apakah ide kebebasan dan kerukunan menempati posisi
yang berbeda dalam tata kelola keagamaan kita? Ataukah keduanya
bersaing? Apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kerukunan?
Konsep-konsep lain apa yang terkait dengan itu? Demikian pula dengan
kebebasan: Bagaimana ia muncul dalam debat-debat di Indonesia?
Memandang kaitan kebebasan dan konsep tentang hak yang terkait,
adakah perdebatan di Indonesia merujuk pada ide serupa yang muncul
di negara-negara lain dan, sejak 1948, pada Deklarasi Universal tentang
Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM)? Apakah ada pemaknaan berbeda
dalam konteks debat di Indonesia? Dan, akhirnya, bagaimana kaitan
antara ide dan kebijakan terkait kerukunan dan kebebasan? Apakah
ada ketegangan di antara keduanya? Atau, dapatkah dibayangkan
semacam konvergensi di masa depan?

A. Fokus dan Metode Penelitian

Buku ini tidak menjanjikan jawaban memuaskan untuk semua
pertanyaan diatas. Apa yang dikerjakan oleh tim peneliti, yang dibentuk
berdasarkan kerja sama antara PGI (Persekutuan Gereja-gereja di
Indonesia) dengan ICRS (Indonesian Consortium for Religious
Studies), lebih merupakan upaya penjajakan awal guna membedah
rangkaian problematik di atas.

Untuk itu, kami harus berjalan ke belakang, mencoba memahami
debat-debat mengenai posisi agama dalam negara dan masyarakat di
dalam konteks perumusan dan pencapaian cita-cita bangsa Indonesia,
sejak masa awal proses kemerdekaannya pada tahun 1945. Adakah
ide-ide di masa awal itu yang menjadi landasan dari debat yang terus
berlangsung hingga kini?

Kami ingin bertolak dari pertanyaan-pertanyaan di atas, yang
semuanya berpusat pada ketegangan antara gagasan “kebebasan”
dengan kebijakan “kerukunan.” Untuk memahami hal itu, dibutuhkan
pelacakan secara sistematis bagaimana kedua gagasan tadi muncul
dalam diskursus negara melalui dokumen-dokumen resmi, entah

Xi
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dalam bentuk perdebatan Konstitusi yang berulang kali terjadi,
maupun dalam praktik kebijakan, peraturan, dan putusan peradilan.
Penelitian kami lebih merupakan upaya untuk memahami bagaimana
kedua diskursus itu berkembang dalam konteks sosio-historis yang
melatarinya, ketegangan-ketegangan yang muncul (jika memang ada),
luas cakupan masing-masing diskursus dalam penerapannya secara
konkret, serta kemungkinan-kemungkinan perkembangannya di masa
depan.

Satu catatan penting perlu disebut di awal. Kami meyakini,
“kerukunan” (atau dapat juga disebut “harmoni”) merupakan
konsekuensi tak terelakkan bagi suatu masyarakat yang sangat majemuk
seperti Indonesia. Beragam latar belakang dan kesalingkaitan, yang
tak hanya melibatkan ranah agama atau kepercayaan, secara dinamis
telah membentuk sejarah bersama negara ini sejak zaman dulu kala. Di
situ persoalan tentang tata kelola keragaman menjadi persoalan paling
krusial. Sudah tentu, semua orang mengharapkan kehidupan bersama
yang “harmonis” atau “rukun.” Dalam sejarah panjang terlihat jelas ba-
gaimana kesalingkaitan antarkelompok masyarakat, yang berangkat
dari aneka perbedaan, mampu membentuk jalinan dan serat-serat
budaya yang menekankan tenggang rasa, saling menghormati, dan
membentuk masyarakat yang “rukun” Kita masih dapat melihat
praktik-praktik “kerukunan” dalam masyarakat di banyak tempat di
pelosok Indonesia.

Problem utama yang diangkat dan didedah dalam penelitian ini
bukan pada praktik “kerukunan” pada ranah masyarakat itu. Fokus
kajian ini adalah upaya-upaya negara untuk membentuk—atau bahkan,
dalam banyak kasus, “memaksakan”—kerukunan. Yang dikhawatirkan
adalah bahwa upaya semacam itu, alih-alih membangun “kerukunan”
yang genuine, justru kerap menghambat atau membatasi “kebebasan”
secara berlebihan.

Mengingat luasnya cakupan penelitian yang berusaha melacak
perkembangan gagasan “kebebasan” dan “kerukunan” pada tahapan
sosio-historisnya, maka penelitian ini mengambil tiga pendekatan
sekaligus. Pertama, pendekatan historis guna menempatkan dan
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memahami diskursus kedua hal itu dalam konteks sosial-politis yang
melatarinya. Untuk itu, para peneliti memakai kerangka pembabakan
historis terpenting dalam sejarah Indonesia: periode Pra-Kemerdekaan
(terutama perdebatan saat perumusan UUD 1945); periode “Demokrasi
Terpimpin” (terutama perdebatan dalam Sidang Konstituante 1956—
59); periode “Orde Baru” yang sangat panjang dan sangat menentukan,
dan; periode “Reformasi” (terutama perdebatan dalam Amandemen
Konstitusi 1999-2002). Diharapkan melalui pendekatan ini diskursus
mengenai kedua model tata kelola keragaman itu dapat dicandra
dengan lebih baik.

Hasil-hasil dari kajian historis ini kemudian dilihat dalam bentuk
praktik konkretnya. Di sini, kami memakai pendekatan kedua,
yakni analisis kritis produk-produk legal. Kami mengumpulkan
aneka kebijakan, peraturan dan putusan legal yang relevan, dan
menganalisisnya untuk melihat sejauh mana gagasan-gagasan dasar
“kebebasan” dan “kerukunan” memengaruhi produk-produk legal
itu. Ketiga, setelah kedua pendekatan tersebut, kami memperkaya
kajian ini dengan analisis komparatif dengan beberapa negara di
Asia Tenggara. Langkah ini diambil mengingat kerap kali gagasan
tentang “kerukunan” (harmony) didaku sebagai “nilai-nilai Timur’
yang kemudian dipertentangkan secara diametral dengan gagasan
“kebebasan” yang dituduh datang dari Barat. Dengan mendedah
sejarah perdebatan “Nilai-nilai Asia” yang sempat populer pada tahun
1980-an, dan pengalaman tiga negara Asia Tenggara, yakni Singapura,
Malaysia dan Myanmar, kami melihat bagaimana gagasan tentang
“kerukunan” bertumbuh di negara-negara itu, apa yang melatarinya,
dan bagaimana perkembangannya hingga hari-hari ini.

B. Keterbatasan Penelitian

Mengingat luasnya cakupan penelitian dan babakan historis yang
dikaji, sudah sejak awal kami menyadari keterbatasan penelitian ini.
Keterbatasan pertama berkaitan dengan sifat penelitian ini. Apa yang
menjadi fokus kami adalah pada tataran diskursus, suatu analisis
konsep-konsep yang memainkan peranan penting dalam tata kelola
keagamaan, yakni gagasan tentang “kebebasan” dan “kerukunan” serta
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turunan dari konsep-konsep tersebut. Masih dibutuhkan penelitian
lanjutan yang melihat bagaimana konsep-konsep besar itu dipraktikkan
secara konkret dan dampaknya pada masyarakat, walau kami juga,
sampai tingkat tertentu, melihat aneka peraturan dan keputusan yang
dipengaruhinya.

Keterbatasan kedua menyangkut sumber-sumber penelitian
ini. Kami memang berupaya untuk mengakses sumber-sumber
primer, yakni dokumen-dokumen, risalah-risalah persidangan,
maupun peraturan dan putusan peradilan. Di luar sumber-sumber
primer tersebut, kami memakai aneka kajian para pakar, khususnya
yang sudah menjadi bahan bacaan baku bagi setiap peneliti sejarah
Indonesia. Proses pengumpulan dan upaya pembacaan bahan-bahan
itu merupakan bagian krusial dan berat dari penelitian ini. Akan
tetapi harus diakui dengan jujur, sumber-sumber primer, khususnya
yang menyangkut risalah-risalah persidangan (perdebatan pada masa
Sidang Konstituante, misalnya) masih sulit dijangkau. Begitu juga,
sudut pandang pembacaan kami mungkin akan menimbulkan hasil-
hasil yang masih dapat diperdebatkan.

Keterbatasan ketiga menyangkut luasnya cakupan penelitian.
Bahan-bahan yang mampu kami kumpulkan memberi kami bentangan
persoalan yang sangat luas dan pelik. Kekayaan rincian pada masing-
masing babakan historis maupun keragaman peraturan dan putusan
yang dikaji, membuat kami sadar bahwa penelitian ini tidak dapat
ditulis sebagai satu narasi yang utuh. Oleh karena itu, kami mengambil
langkah lain. Bab-bab buku ini secara umum ditulis secara independen
oleh orang-orang yang berbeda, dan kami tidak ingin memaksakan
kesepakatan para penulisnya dalam semua hal. Meskipun demikian,
kami tetap berupaya memadukan semua tema untuk menjawab
pertanyaan awal dan utama di atas. Hal itu dilakukan lewat diskusi
intensif di antara masing-masing penulis selama sekitar 10 bulan proses
penelitian dan penulisan buku, termasuk melakukan forum diskusi
pakar guna melihat sejauh mana pembacaan kami cukup mewakili
perkembangan pemikiran yang ada.
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C. Struktur Buku

Meskipun hasil penelitian ini dapat dipandang lebih merupakan
kumpulan tulisan dari masing-masing penulis, setiap bab dapat
diletakkan dalam kaitan dengan bab-bab yang mendahuluinya. Kami
sendiri mengelompokkan bab-bab itu dalam tiga kelompok besar
sesuai dengan beberapa pendekatan di atas: latar historis, kajian legal-
empiris, dan analisis komparatif, dengan memberikan porsi terbesar
pada yang pertama.

Setelah Pengantar ini, Bab I (ditulis oleh Trisno S. Sutanto),
memberi gambaran ringkas problem tata kelola keragaman yang
diistilahkan sebagai persoalan “politik kebinekaan.” Tulisan tersebut
diniatkan sebagai sketsa historis yang melatari kajian-kajian dalam bab-
bab berikutnya, dan mau menekankan bahwa persoalan “kerukunan”
merupakan konsekuensi tak terelakkan bagi masyarakat yang sangat
plural.

Bab II (ditulis oleh Maufur) mendedah latar belakang politik
keagamaan pada masa penjajahan Jepang yang menyediakan konteks
bagi perdebatan para pendiri bangsa dalam merumuskan UUD 1945
yang akan melandasi negara yang diproklamasikan kemerdekaannya.
Di situ diperlihatkan bagaimana gagasan “kebebasan” mulai bersemi
dan diharapkan akan bertumbuh subur serta menjiwai negara baru yang
didirikan. Pada periode itu pula, persoalan klasik tentang hubungan
agama dengan negara, yang nantinya akan mewarnai perdebatan-
perdebatan berikutnya, mulai kelihatan jelas.

Bab III (ditulis oleh Suhadi Cholil) melacak perdebatan posisi
agama dan gagasan tentang “kebebasan” dalam Konstitusi RIS (1949)
dan UUDS (1950) sebagai latar belakang untuk menyelami perdebatan
Sidang Konstituante (1956-59) yang penting, walau berakhir dengan
Dekrit Presiden 1959. Perdebatan Konstituante itu sangat penting
untuk dikaji, karena gagasan-gagasan HAM dan jaminan bagi KBB
tampak lebih kuat mewarnainya.

Bab IV dan Bab V (keduanya ditulis oleh Trisno S. Sutanto)
menelisik warisan rezim Orde Baru dan proses Amandemen Konstitusi

XV
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1999-2002 yang mengawali periode sejarah berikutnya. Periode
panjang Orde Baru sangat penting dikaji karena di situ tampak jelas
cetak biru “politik perukunan” yang ditengarai telah mewariskan
“mambang agama,” yaitu ketika “agama” menjadi bagian utuh politik
pengendalian masyarakat. Ketika rezim tersebut runtuh pada Mei 1998,
Indonesia mengambil jalan terjal demokratisasi dan melakukan proses
Amandemen Konstitusi. Walau hasilnya banyak mengundang decak
kagum, namun agaknya hasil amandemen masih ambigu di dalam
melihat persoalan “kebebasan.” Sebagian alasannya adalah kuatnya
“mambang agama” yang diwariskan Orba.

Bab VI (ditulis oleh Asfinawati) melanjutkan kajian historis di
atas sembari menyajikan analisis kritis terhadap berbagai peraturan
dan keputusan yang dihasilkan sejak zaman Orde Baru sampai
Reformasi. Berbagai peraturan dan putusan yang berhasil dikumpulkan
memperlihatkan wajah konkret gagasan-gagasan tentang “kebebasan”
dan “kerukunan.” Satu hal yang pasti, kajian kritis terhadap berbagai
peraturan dan putusan tersebut memperlihatkan peran “agama” yang
sangat kuat sebagai alat pengendali kehidupan masyarakat.

Bab VII (ditulis oleh Zainal Abidin Bagir dan Thsan Ali-Fauzi)
melihat debat “Nilai-nilai Asia” yang kental dengan ide kerukunan,
dilanjutkan dengan secara ringkas membandingkan pengalaman di
tiga negara, yakni Singapura, Malaysia, dan Myanmar dalam mengelola
kemajemukan mereka. Di situ tampak juga bagaimana gagasan
“kerukunan” (harmony) tampil mengemuka karena alasan-alasan yang
berbeda, sekaligus evolusinya dalam perkembangan masyarakat.

Bab Epilog yang ditulis berdasarkan diskusi-diskusi di antara para
peneliti berusaha menemukan titik-titik singgung masing-masing
bab, sekaligus membuka ruang diskursus baru yang, berangkat dari
pergulatan wacana ini, diharapkan dapat memberi prospek bagi kajian
lebih lanjut.

Belajar dari pengalaman historis selama ini dan dari negara-negara
lain, kami melihat bahwa “kerukunan” dan “kebebasan” tampaknya
harus selalu dilihat dalam ketegangan dialektis keduanya. Pada satu
sisi, “kerukunan” jelas sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang
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majemuk; tanpa itu, masyarakat dapat jatuh ke dalam konflik yang
tak berkesudahan. Akan tetapi, pada sisi lain, “kerukunan” juga harus
mengakui dan menghargai “kebebasan” setiap orang; tanpa itu, yang
tersisa hanyalah dominasi mayoritas dan penafian hak-hak kelompok
minoritas yang jelas akan mencederai kehidupan demokratis.

Apakah di masa depan akan terjadi konvergensi keduanya?
Harapan kami, publikasi ini telah memulai percakapan untuk
menjawab pertanyaan itu dan memperkaya wacana kita tentang tata
kelola keagamaan di Indonesia.
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BABI

Politik Kebinekaan:
Di antara Kebebasan dan Kerukunan

Trisno S. Sutanto

Jika orang mempertimbangkan fakta dan kondisi kemajemukan
Indonesia yang mencengangkan, lalu melihat bentangan peta NKRI
(Negara Kesatuan Republik Indonesia), memang sulit rasanya
membayangkan ada satu negara yang mampu menampungnya. Fakta
dan kondisi kemajemukan itu sungguh sulit dicari bandingannya.
Bagaimana tidak. Indonesia merupakan suatu negara dengan
penduduk lebih dari 250 juta orang, yang terdiri atas 18.000 pulau,
1.300 kelompok etnis dan lebih dari 300 bahasa. Terbentang dari barat
ke timur sepanjang lebih dari 5.000 km dan melintasi tiga zona waktu,
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

Tetapi konon, seperti ditulis Robert Cribb dalam esainya perihal
bangsa yang menarik, Soekarno justru melihat lain. Bagi proklamator
kemerdekaan Indonesia itu, “kesatuan Indonesia bukanlah suatu
anomali; itu sudah ditakdirkan. Ia suka berkata bahwa dengan
memandang peta saja, seorang anak pun dapat melihat betapa
wajarnya integritas fisik Republik Indonesia ini” (Cribb, 2001, h. 3).
Untuk menemukan alasannya dan menjawab keheranannya sendiri,
Cribb menelusuri sejarah yang membentuk kawasan Nusantara sejak
masa sangat purba, ketika kaum migran Austronesia mulai berpindah
ke wilayah tersebut 5.500 tahun lampau.
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Tulisan ini tidak memiliki ambisi seperti Cribb. Sebagai bab awal
yang mengantar kajian-kajian lebih rinci dalam bab-bab berikutnya,
tulisan ini mau menyibak persoalan paling pokok yang memintal
seluruh uraian: bagaimana membangun tata kelola yang mampu
menjaga persatuan sekaligus menghormati keragaman yang ada?
Kemajemukan yang tadi digambarkan, mulai dari keragaman daerah,
etnis, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, agama, dan seterusnya,
merupakan fakta sosio-historis yang tak terbantahkan dari kepulauan
Nusantara. Namun pada saat bersamaan, paling tidak sejak Proklamasi
Kemerdekaan 1945 yang menciptakan negara Republik Indonesia,
atau sejak 17 Agustus 1950 setelah RIS (Republik Indonesia Serikat)
dibubarkan dan digantikan oleh NKRI, kemajemukan itu diwadahi
dalam satu negara-bangsa (nation-state) yang tunggal.

Di situlah muncul persoalan pokok dari apa yang disebut di sini
sebagai “politik kebinekaan” (lihat juga Sutanto, 2020), yakni soal
membangun tata kelola yang mempertimbangkan baik kesatuan
maupun kemajemukan. Tanpa kesatuan, maka kemajemukan hanya
akan melahirkan ketercerai-beraian, ketika masing-masing daerah
atau kelompok berdiri sendiri-sendiri. Sementara itu, pada sisi lain,
tanpa penghargaan pada kemajemukan maka hasilnya bukanlah
kesatuan, melainkan penyeragaman. Mencari titik keseimbangan yang
pas di antara dua tarikan yang saling berlawanan arah ini, yakni antara
tarikan sentrifugal untuk menghargai kemajemukan dan tarikan
sentripetal untuk membentuk kesatuan, merupakan tantangan pokok
“politik kebinekaan” Boleh jadi, tantangan soal ini akan terus kita
hadapi di masa mendatang.

Satu hal yang jelas, berhadapan dengan fakta dan kondisi
kemajemukan yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan
bersama itu, “kerukunan” atau kehidupan bersama yang harmonis
menjadi nilai-nilai dan cita-cita yang layak diperjuangkan. Alasannya
sederhana. Tanpa  “kerukunan” antarkelompok, keragaman
dan perbedaan yang ada punya potensi destruktif yang dapat
menghancurkan tatanan hidup bersama, maupun “kesatuan” yang
selama ini menjadi wadah keragaman. Apalagi jika perbedaan itu
menyangkut dimensi simbolik yang sangat penting dan dapat segera
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menyulut sentimen massa, seperti perbedaan agama atau keyakinan.

Problem itulah yang tampaknya terus menerus menghantui
perjalanan bangsa ini, dan membuat kerukunan menjadi semacam
obsesi hampir setiap rezim pemerintahan. Sering kali, obsesi tersebut
dipraktikkanlewatkebijakan yang, demi mempertahankan “kerukunan”
(dan, dengan itu, sekaligus “kesatuan” maupun “stabilitas”), membatasi
“kebebasan” Padahal tanpa kebebasan, sudah tentu, kemajemukan
tidak dapat bertumbuh subur. Yang tersisa adalah penyeragaman demi
mempertahankan stabilitas dan kerukunan. Bagaimana membangun
tata kelola yang mempertahankan kesatuan, dengan kerukunan sebagai
aspek pentingnya, tetapi sekaligus menghormati kemajemukan (dengan
kebebasan sebagai prasyarat terpentingnya), merupakan pergulatan
paling pokok kita, jika kita mau tetap setia dengan prinsip Bhinneka
Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara ini.

Bab-bab dalam buku ini akan mendedah persoalan tersebut dari
berbagai sudut dan dimensi. Bab ini sendiri berusaha menyajikan
sketsa historis yang melatari pergulatan itu, dengan mengambil titik
tolak proses pembentukan Negara Kesatuan Hindia Timur Belanda
(Pax Nederlandica). Periode ini penting dikaji karena setidaknya
dua alasan: pertama, kita tahu bahwa lingkup geografis dari negara
kesatuan itulah yang nantinya membentuk NKRI; dan, kedua, periode
tersebut menjadi latar panggung gerakan nasionalisme yang nantinya
meruntuhkan kolonialisme dan membangun negara merdeka.

Oleh karena itu, bab ini akan melalui tiga tahapan. Pertama,
kita akan menengok sejenak proses penyatuan yang pada akhirnya
membentuk Pax Nederlandica dan dampak-dampaknya. Bertolak dari
latar itu, pada bagian kedua kita akan menelusuri “polifoni ideologis”
yang membentuk gerakan nasionalisme. Bagian terakhir memberikan
ringkasan perkembangan lebih lanjut yang nantinya akan didedah
lebih rinci dalam bab-bab berikutnya.

A. Prasyarat Nasionalisme

Sebagai suatu wilayah kepulauan, sebenarnya Nusantara tidak
memiliki identitas bersama sampai sebelum terbentuknya negara
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Hindia Timur Belanda pada dekade permulaan abad ke-20. Dalam
karya klasiknya mengenai sejarah Nusantara, Bernard H. M. Vlekke
mengingatkan, sampai kira-kira pertengahan abad ke-19, pulau-pulau
diluar Jawa tidak terlalu menarik perhatian bagi pemerintahan kolonial
Belanda (lihat Vlekke, 2008, h. 333 dst.).

Keterlibatan pemerintah kolonial Belanda dengan pulau-pulau
luar Jawa sejak 1840 memang punya alasan yang beragam. Salah satunya
soal menjaga pelayaran di berbagai wilayah yang kerap diancam oleh
para perompak. Ada juga ambisi pribadi beberapa pejabat Belanda
untuk naik jabatan dan memperoleh kehormatan sehingga mereka ikut
campur tangan dalam persoalan-persoalan lokal. Atau juga, karena
persaingan bangsa-bangsa Eropa guna memperoleh daerah jajahan
yang memuncak pada abad ke-19, Belanda merasa wajib menetapkan
hak mereka terhadap daerah-daerah guna mencegah masuknya
kekuatan negara Eropa lain.

Apa pun alasannya, proses yang kerap dikenal sebagai “pasifikasi
daerah-daerah luar Jawa” itu berlangsung pada paruh kedua abad ke-19
sampai awal abad ke-20 (lihat Ricklefs, 2005, terutama Bab 13, h. 284-
315 yang melukiskan proses tersebut). Kadang prosesnya berlangsung
cepat, terutama sejak 1898 lewat mekanisme Korte Verklaring
(Pernyataan Singkat) yang ditandatangani pemerintahan raja-raja
lokal, yakni pernyataan bahwa mereka memberikan kekuasaan mereka
kepada administrasi kolonial. Vlekke melukiskan, lewat proses itu,
“Lebih dari 250 penguasa, di antaranya ada pemerintah wilayah besar,
ada juga yang hanya kepala desa atau daerah kecil, menandatangani
pernyataan itu dan dengan demikian sepenuhnya takluk kepada
pemerintah Batavia” (Vlekke, 2008, h. 369).

Jadi, pada sekitar tahun 1910, sebuah “negara kesatuan” Hindia
Timur Belanda terbentuk dengan cakupan wilayah yang meliputi
batas-batas yang nantinya menjadi wilayah Indonesia. Inilah penyatuan
horizontal yang mencakup begitu banyak wilayah yang berbeda, baik
kondisi sosial-ekonomi, budaya, sejarah, etnis, bahasa maupun agama.
Keragaman yang menjadi ciri khas Nusantara sejak berabad-abad, kini
diletakkan di dalam wadah “negara kesatuan” Pax Nederlandica. Pada
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kurun waktu yang kira-kira bersamaan dengan proses di atas, ada dua
proses penyatuan lain yang berjalan dan berdampak sangat mendalam.

Pertama, proses penyatuan vertikal lewat kesamaan mata uang,
sistem administratif, transmigrasi yang disponsori pemerintah,
maupun perbaikan sarana transportasi. Di Jawa, pada 1870, jalur kereta
api pertama di Hindia sampai pada Vorstenlanden (wilayah kerajaan)
Surakarta dari Semarang pertama-tama untuk mengangkut produksi
gula. Namun pada 1895, lebih dari 5 juta penumpang diangkut dan
terus naik menjadi lebih dari 9 juta pada awal abad ke-20, dan mencapai
42,5 juta penumpang pada 1915 (berdasarkan data dari Tabel 1 dalam
Shiraishi, 1997, h. 11). Sementara pada 1888, perusahaan pelayaran
Belanda, Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) didirikan
dan melayani pelayaran hampir ke seluruh pelosok. Misalnya, jika
didasarkan pada buku panduan pariwisata tahun 1930-an, jadwal
KPM sudah meliputi pelayaran teratur ke Ambon, Ternate, Banda,
semua kepulauan Sunda Kecil, bahkan Aru dan Tanimbar disinggahi
seminggu atau dua minggu sekali (berdasarkan deskripsi Lombard,
1996, h. 12). Dengan pelayaran teratur ini, maka tidak ada lagi daerah
yang terpencil dan terisolasi di wilayah Hindia Timur Belanda, dan
perjumpaan antarkelompok masyarakat yang berbeda-beda makin
sering dan gampang terjadi.

Proses kedua jauh lebih penting: penyatuan budaya lewat
persebaran pendidikan dan media cetak. Pada 17 September 1901,
Ratu Belanda Wilhelmina yang masih sangat muda (baru 21 tahun),
menyampaikan pidato kerajaan yang terkenal. “Sebagai kekuasaan
yang diilhami kekristenan,” kata Ratu, “Nederland merasa wajib
terhadap Hindia Belanda untuk mendorong timbulnya kesadaran,
yang tercermin dalam seluruh kebijakan pemerintah, bahwa
Nederland memikul beban moril terhadap penduduk negeri itu” Ratu
menambahkan, “Oleh karena itulah saya memberi perhatian yang
luar biasa besarnya terhadap kesengsaraan penduduk Bumiputra di
Jawa. Saya mengharapkan agar dilakukan penelitian mengenai sebab-
musababnya” (dikutip dari Simbolon, 1995, h. 179-80). Pidato tersebut
dikenal sebagai pernyataan resmi yang memulai awal pelaksanaan
kebijakan Politik Etis (Etische Politiek) di “negara” Hindia Timur
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Belanda yang berdampak sangat luas. Kabarnya, istilah itu berasal dari
tulisan Pieter Brooshooft, Die Etische Koers in de Koloniale Politiek
yang terbit pada 1901.

Fajar baru segera menyingsing di Hindia Timur Belanda. Shiraishi
mencatat, bagaimana kata-kata yang menandakan “kemajuan,” seperti
vooruitgang, opheffing, ontwikkeling (perkembangan) dan opvoeding
(pendidikan), menjadi kosakata yang makin banyak bertebaran
bersama bervoedering van welvaart (memajukan kesejahteraan). Ini
sungguh-sungguh zaman yang sedang bergerak! (Shiraishi, 1997, h.
35). Dari “trilogi” program Politik Etis yang terkenal, yakni educatie,
irigatie, dan emigratie (Pendidikan, Irigasi, dan Transmigrasi), tidak ada
yang pengaruhnya lebih mendalam pada tumbuhnya rasa kebangsaan
daripada program pendidikan. Di tangan Mr. ]. H. Abendanon yang
menjabat sebagai Direktur Pendidikan, Agama dan Industri (1900-
5), sekolah untuk anak-anak Eropa dibuka juga untuk anak-anak
Bumiputra, terutama dari kalangan “priayi”

Memang jumlah murid Bumiputra masih sangat sedikit. Mereka
yang mampu akan menyekolahkan anak-anak mereka ke Europeesche
Lagere Scholen (ELS, Sekolah Dasar Eropa), dan setelah tamat dapat
melanjutkan ke sekolah lanjutan seperti Hollandsche Burger Scholen
(HBS, Sekolah Menengah Belanda), School tot Opleiding van Inlandsche
Arts (STOVIA, Sekolah Pendidikan bagi Dokter Bumiputra) atau
Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA, Sekolah
Pendidikan bagi Pegawai Bumiputra). Dalam perkiraan Shiraishi,
jumlah murid yang ditampung di sekolah-sekolah “Barat” itu hanya
sebagian kecil dari seluruh penduduk. Menurut Sensus 1920, persentase
orang yang dapat membaca di Jawa hanya 2,74 persen (943.000 orang)
dalam bahasa daerah dan 0,13 persen (87.000 orang) dalam bahasa
Belanda (Shiraishi, 1997, h. 38-39).

Tetapi, agaknya, jumlah itu cukup sehingga, dalam kurun waktu
yang kurang lebih sama, penerbitan media cetak juga melonjak cepat.
Begitu juga orang-orang yang menerjunkan diri dan aktif di dunia
penerbitan. Data yang dikemukakan Shiraishi memperlihatkan hal itu.
Jika pada 1890 tercatat hanya 8 penerbitan dalam bahasa Melayu dan
daerah, jumlahnya menjadi 18 pada 1905 dan 36 pada 1910. Golongan
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Indo adalah kelompok pertama yang aktif dalam jurnalisme, seperti
H.C.O. Clockener Brousson dari Bintang Hindia yang berpengaruh,
disusul kelompok Tionghoa, lalu Bumiputra.

Pada 1903 muncul R. M. Tirtoadhisoerjo, tokoh yang menginspirasi
figur “Minke” dalam tetralogi Pramoedya Ananta Toer yang terkenal.
Ia sudah menjadi wartawan sejak usia sekitar 21 tahun dan memimpin
surat kabar Soenda Berita, surat kabar pertama yang dibiayai, dikelola,
dan disunting sendiri oleh orang Bumiputra. Pada 1907, ia menerbitkan
mingguan baru Medan Prijaji yang, menurut Shiraishi, menjadi surat
kabar terkemuka dengan 2.000 pelanggan (Shiraishi, 1997, h. 42-44).
Kita juga tidak boleh melupakan surat kabar Retno Dhoemillah yang
terbit tiga kali seminggu dalam bahasa Jawa dan Melayu yang, sejak
1901, dipimpin “dokter Jawa” Wahidin Soedirohoesodo.

Di dalam ketiga proses penyatuan itu—penyatuan horizontal,
vertikal dan budaya—kita menemukan prasyarat-prasyarat penting
bagi tumbuh dan berkembangnya gerakan nasionalisme yang berusaha
menemukan dan memberi bentuk suatu identitas keindonesiaan. Pada
satu sisi, proses penyatuan tersebut memungkinkan pembentukan
negara kesatuan dengan seluruh struktur administratifnya yang,
sebagian besar, akan diwarisi oleh negara baru Republik Indonesia. Pada
sisi lain, proses penyatuan itu, terutama penyatuan budaya, memberi
wahana tempat identitas baru keindonesiaan dibayangkan, digumuli,
diperbincangkan, dan dirumuskan. Ini merupakan proses penemuan
“bangsa” (nation), suatu konsep modern par excellence seperti
diingatkan Benedict Anderson (Anderson, 2001) yang, salah satunya,
diperantarai oleh perkembangan dan persebaran media cetak (print
capitalism). Lewat ruang-ruang media itulah “komunitas-komunitas
terbayang” (imagined communities) terbentuk yang melandasi ikatan
sebagai suatu bangsa.

Akan tetapi, selain ketiga proses penyatuan yang sudah disebut
di muka, kita juga perlu melihat sekilas dua proses historis lain pada
kurun waktu yang hampir bersamaan, yang ikut menyumbang pada
pergulatan identitas keindonesiaan. Proses pertama, akibat dibukanya
Terusan Suez (1869), pelayaran niaga makin efisien. Vlekke mencatat
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akibatnya: “Biaya transportasi jatuh, dan pasar untuk produk tropis
meluas dengan sendirinya, karena harga dapat turun. Hubungan antara
Asia Timur dan Eropa menjadi lebih dekat” (Vlekke, 2008, h. 348).

Namun akibat yang lebih mendalam adalah makin terbukanya
jalur pelayaran ke Tanah Suci bagi umat Islam yang ingin menunaikan
ibadah haji. Jumlah jemaah haji pun mengalami peningkatan karena
pelayaran yang makin efisien. Seperti dicatat M.C. Ricklefs, berdasarkan
catatan statistik kolonial abad ke-19 yang “tidak selalu dapat dipercaya,”
pada 1850 tercatat hanya ada 48 orang dari daerah-daerah yang
penduduknya berbahasa Jawa pergi haji. “Pada 1858, jumlah itu naik
menjadi 2.283. Pada tahun-tahun selanjutnya di abad tersebut sampai
awal abad ke-20, adalah biasa bahwa antara 1.500 hingga sekitar 4.000
orang pergi untuk menunaikan ibadah haji tiap-tiap tahunnya, dengan
7.600 orang dari wilayah-wilayah di mana penduduknya berbahasa
Jawa serta Madura berangkat naik haji pada 1911 (Ricklefs, 2013, h.
46).

Ini membawa dampak sangat mendalam. Pada satu sisi, mereka
yang pergi menunaikan ibadah haji (tentu saja, hanya kelas menengah
yang mampu membiayai perjalanan ini), ketika kembali, menjadi
saluran dari pembaruan Islam yang melanda Timur Tengah pada
sekitar pertengahan abad ke-19. Ide-ide pemikiran dan desakan untuk
pembaruan Islam, seperti dikembangkan Jamal al-Din al-Afghani,
Rasyid Rida, dan terutama Muhammad Abduh serta Mohammad
Igbal, maupun gerakan puritanisme Wahabi di Arab Saudi, diserap oleh
jemaah haji dan dibawa pulang ke tempat asal mereka. Arus reformisme
Islam modernis pun memasuki Hindia Belanda yang, pada gilirannya,
menimbulkan gejolak dan dinamika, bahkan mendorong polarisasi
antara kaum “putihan” (para guru agama yang kembali dari Mekkah)
dan “abangan” (guru agama, kebatinan dan mistik “lokal”). Kita tidak
akan memasuki lebih jauh proses historis ini (untuk gambaran lebih
rinci, lihat Ricklefs, 2007).

Pada sisi lain, yang lebih terkait dengan tema kita, jemaah haji itu
juga mengalami apa yang disebut oleh Michael Francis Laffan sebagai
“ekumenisme Islam” (Laffan, 2003). Mereka bertemu dengan sesama
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jemaah dari berbagai belahan dunia, termasuk dari berbagai daerah
di Indonesia. Pengalaman perjumpaan antarkelompok masyarakat
dari berbagai daerah di kepulauan Hindia Timur Belanda itulah
yang memberi mereka bentuk konkret dari “komunitas-komunitas
terbayang” dan perasaan senasib sepenanggungan yang kemudian
mengikat mereka.

Apa yang dialami komunitas jemaah haji itu juga dialami oleh
komunitas sejumlah kecil mahasiswa Hindia yang menempuh
pendidikan lanjut di negara penjajah, Belanda. Ini adalah proses kedua
yang sangat penting bagi pertumbuhan gagasan tentang suatu “bangsa”
Walau jumlahnya sangat kecil—pada 1909 diperkirakan hanya 23
orang—dan sebagian besar dari kelas ningrat “priayi baru” Jawa,
namun banyak pula yang berasal dari Sumatera Barat. Pengalaman
hidup bersama dengan orang-orang dari berbagai daerah sebagai
sesama mahasiswa perantauan di negara asing, sekaligus pengalaman
langsung hidup di negara yang sungguh-sungguh “modern,” terbuka
dan tanpa terlalu banyak beban prasangka maupun pembedaan rasial
mencolok, sangat memengaruhi cara pandang dan penilaian mereka.
Perlahan-lahan, suatu gagasan samar mengenai negara “modern,” yang
mengakui dan menjamin kebebasan serta kesetaraan setiap kelompok,
menjadi cita-cita yang ingin mereka perjuangkan.'

Panggung pergulatan “nasionalisme” kini sudah tersedia. Bagian
berikut akan meninjau identitas keindonesiaan yang dibayangkan dan
diperjuangkan.

B. Polifoni Ideologis

Tentu tidak mungkin di sini menelusuri secara lengkap sejarah
nasionalisme Indonesia yang bertumbuh subur pada dekade-dekade
awal abad ke-20, sebagai unintended consequence penyatuan yang
sudah disinggung di atas. Lagi pula, seperti diingatkan Elson, “tidak
pernah ada satu narasi gagasan Indonesia, apa Indonesia itu, yang
tunggal, lengkap dan selalu jaya—kadang agama dipakai menjadi alat
pembangun jati diri, terkadang suku, terkadang gagasan kesadaran

! Dokumentasi dan analisis yang lengkap mengenai para pelajar Hindia yang belajar di
Belanda dapat ditemukan dalam buku suntingan Harry A. Poeze. Lihat Poeze, 2008.
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kelas yang samar” (Elson, 2009, h. 64).

Peneliti dari Prancis, Romain Bertrand, juga menegaskan hal
serupa. “Di luar rumusan resmi asal-usul kelahirannya, ‘nasionalisme
Indonesia’ sama sekali bukan ideologi tunggal,” tulisnya. “Sedari kurun
peralihan di tahun 1910-an, ia memayungi beragam ide atau gagasan
politik, dan kerap kontradiktif” (Bertrand, 2017, h. 115). Karena
alasan itu, dalam esainya ia menawarkan istilah yang akan dipakai di
sini, yakni suatu “polifoni ideologis” (ibid, h. 127) guna memerikan
aneka bentuk gerakan dan “suara” nasionalisme yang memintal sejarah
Indonesia.

Bagian ini berusaha merekonstruksi tahapan awal alur-alur suara
yang membentuk polifoni tersebut walau secara sketsais, sebagai latar
belakang dari kajian lebih rinci pada bab-bab berikutnya.> Dari berbagai
upaya rekonstruktif para sejarawan, paling tidak kita dapat menemukan
empat alur pemikiran yang membentuk identitas keindonesiaan yang
sangat berpengaruh. Keempatnya memang memperjuangkan suatu
negara modern yang merdeka demi masa depan yang lebih baik, akan
tetapi visi tentang negara baru yang dikembangkan berbeda-beda dan
kerapbertolakbelakang. Secararingkas, keempatvisiituadalah, pertama,
suatu negara yang “sekuler dan humanis” yang mampu mengatasi afiliasi
kesukuan maupun agama; kedua, suatu identitas keislaman sebagai tali
pengikat utama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan nantinya
akan menjadi dasar dari negara yang merdeka; ketiga, visi Marxisme
yang mau memperjuangkan pembebasan rakyat dari cengkeraman
kapitalisme global; dan akhirnya, keempat, visi negara kekeluargaan
yang mendaku berakar dari tradisi asli (Timur) sebagai alternatif
terhadap individualisme Barat. Sudah tentu, masing-masing sebutan
yang dipakai merupakan ruang yang selalu diperebutkan maknanya
dan karena itu harus dilihat dalam konteksnya. Tanpa bermaksud

* Apa yang disajikan di sini hanyalah sketsa-sketsa ringkas berdasarkan rekonstruksi
para sejarawan. Analisis yang lebih rinci dapat ditemukan dalam berbagai kajian klasik
yang sudah menjadi “kanon” dalam kajian sejarah dekade-dekade awal abad ke-21
yang sangat menentukan bagi perkembangan sosial-politik di Indonesia, seperti Van
Niel, 1984, tentang Politik Etis; Benda, 1980, tentang masa pendudukan Jepang; Noer,
1985, tentang sejarah gerakan Islam modern; Korver, 1985, mengenai Sarekat Islam;
Nagazumi, 1989, mengenai Boedi Oetomo; Ingleson, 2018, dan Ingleson, 1983, tentang
Perhimpunan Indonesia, dan lainnya.
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membuat narasi tunggal, mari kita melihat bagaimana keempat visi itu
bertumbuh dan bertanding dalam memaknai “Indonesia”

Tahun 1908 perlu dicatat sendiri sebagai salah satu tahun
menentukan dalam perkembangan gagasan mengenai “Indonesia.” Kita
tahu, pada tahun itu di Hindia Timur Belanda berdiri organisasi pribumi
pertama, Boedi Oetomo (BO), yang dipelopori oleh “dokter-dokter
Jawa” lulusan STOVIA. Sampai sekarang kita masih memperingati
hari kelahiran BO (20 Mei 1908) sebagai titik awal “kebangkitan
nasional” Pada tahun yang sama di negeri Belanda, karena dorongan
Mr. J. H. Abendanon, pensiunan Direktur Pendidikan, Agama dan
Industri Hindia yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama Politik
Etis, kelompok mahasiswa dari Hindia yang melanjutkan studi di
negeri itu membentuk kelompok sosial Perhimpunan Hindia (Indische
Vereeniging, atau IV).

Menarik sekali, kedua organisasi awal itu, sejak berdirinya,
langsung berhadapan dengan persoalan bagaimana menghadapi
kemajemukan kelompok yang ada. Tujuan utama IV, seperti dilaporkan
R.M Noto Soeroto, tertera dalam Pasal 2 Anggaran Dasarnya: “Tujuan
utama perhimpunan adalah memajukan kepentingan bersama
orang Hindia di Negeri Belanda, dan menjaga hubungan dengan
Hindia Timur Belanda. Yang dimaksud dengan orang Hindia adalah
penduduk Pribumi Hindia Timur Belanda” (dikutip dari Poeze, 2008,
h. 68). Namun, seperti dicatat Poeze, Soeroto ingin mempertahankan
ikatan dengan Belanda yang diharapkan “memberi bimbingan kepada
Hindia” Dalam artikel yang dimuat oleh Indische Gids 1911, Soeroto
bahkan menampilkan polemik antara seorang Jawa “berpikiran
rasional” (yang mendukung gagasannya) dengan orang Jawa lain yang
menghendaki berakhirnya kekuasaan Belanda. Lagi pula, Soeroto
masih membayangkan suatu “emansipasi Jawa” yang, baginya, sama
dengan Hindia (lihat artikelnya dalam Poeze, 2008, h. 67 dst.).

Problem yang mirip juga harus dihadapi BO sejak berdirinya:
siapa kelompok-kelompok yang ingin dicakup BO? Untuk apa BO
didirikan? Ketika berlangsung Kongres pertama BO di Yogyakarta
pada 3-5 Oktober 1908, persoalan itu menjadi debat ramai gara-gara

11



12

Ketegangan Kebebasan dan Kerukunan Beragama di Indonesia

usulan berani Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo agar BO tidak terbatas
sebagai organisasi sosial bagi orang Jawa saja, tetapi menjadi partai
politik berdasarkan “persaudaraan nasional tanpa pandang bangsa,
kelamin, atau kepercayaan” (Simbolon, 1995, h. 234). Tjipto sendiri
tokoh yang sangat dihormati oleh banyak orang. Sebagai “dokter Jawa”
lulusan STOVIA, ia pernah menerima penghargaan dari pemerintah
Belanda karena jasanya dalam memberantas penyakit pes di Malang—
penghargaan yang nantinya ia kembalikan saat pemerintah membuang
dirinya dan dua rekannya ke Belanda karena aktivitas politik mereka.

Akan tetapi usulan Tjipto terlalu maju bagi zamannya.
Bagaimanapun juga, BO memang didirikan oleh para priayi baru
Jawa yang masih ingin mempertahankan hubungan baik dengan
pemerintahan kolonial dan menjaga warisan Jawa, seperti juga IV dan
Soeroto. Oleh karena itu, BO enggan masuk ke dalam ranah politik
yang nanti dapat berbenturan dengan pemerintah. Yang paling jauh
dapat disepakati adalah bahwa BO “tampil sebagai organisasi sosial,
tetapi bila perlu akan menempuh cara politik untuk mencapai cita-
citanya” (Simbolon, 1995, Ibid. Lihat juga Ricklefs, 2005, h. 344-345).
Ketika Anggaran Dasar BO berhasil dirumuskan kira-kira setahun
kemudian, para pengurus BO hanya menambahkan Madura ke dalam
cakupan BO, sehingga BO ditujukan untuk “menggalang kerja sama
guna memajukan tanah dan bangsa (sic!) Jawa dan Madura secara
harmonis” (lihat Pasal 2 Anggaran Dasar BO, dimuat sebagai Lampiran
IV dalam Nagazumi, 1989, h. 272, cetak miring ditambahkan).

Sebenarnya pendirian BO dan problem yang harus dihadapinya
mencerminkan situasi zaman pada masa itu. Seperti dicatat Ricklefs,
pada masa sekitar 1909, di seluruh wilayah Hindia Timur Belanda
banyak bermunculan organisasi-organisasi baru di kalangan elite
terpelajar, dan sebagian besar didasarkan pada afiliasi etnis atau
kesamaan identitas suku. Misalnya, untuk menyebut beberapa, selain
mendirikan BO, para mahasiswa STOVIA juga mendirikan Tri Koro
Dharmo (1915) yang nantinya, pada 1918, menjadi Jong Java (Pemuda
Jawa). Di Sumatera lahir Jong Sumatranen Bond (Perserikatan Pemuda
Sumatera, 1917), di Minahasa muncul Studerenden Vereeniging
Minahasa (Perserikatan Mahasiswa Minahasa, 1918), di Ambon
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berdiri Jong Ambon (Pemuda Ambon, 1918). Begitu juga, dari Sunda
lahir Pasundan (Tanah Sunda) pada 1914, yang dimaksudkan semacam
BO untuk orang Sunda. Ini semua, tulis Ricklefs, “mencerminkan
kuatnya identitas-identitas kesukuan dan kemasyarakatan yang terus
berlangsung. Konsep tentang suatu identitas untuk seluruh Indonesia
(Hindia Timur Belanda saat itu—ed.) masih belum mempunyai
pendukung berarti” (Ricklefs, 2005, h. 350, cetak miring ditambahkan.
Bdk. juga Simbolon, 1995, h. 254-255).

Selain afiliasi kesukuan, alur lain proses pembentukan identitas
keindonesiaan yang kuat datang dari afiliasi keagamaan, khususnya
Islam. Pada 1909, seorang lulusan OSVIA bernama R.M. Tirtoadisurjo
yang memimpin surat kabar pertama yang dibiayai dan disunting
sendiri oleh orang Bumiputera, mendirikan Serikat Dagang Islamiyah
(SDI) di Batavia, dan setahun kemudian disusul pendirian organisasi
yang sama di Buitenzorg (Bogor). Mulanya, SDI didirikan untuk
menggalang dukungan bagi para pedagang muslim yang terdesak oleh
para pedagang etnis Cina. Organisasi ini berkembang pesat terutama
sejak Haji Samanhudi bersedia menjadikan SDI sebagai koperasi
pedagang batik di Jawa, dan munculnya figur H.O.S. Tjokroaminoto
yang memimpin cabang organisasi itu di Surabaya. Pada 1912, SDI
berganti nama menjadi Sarekat Islam (SI) dan Tjokroaminoto tampil
sebagai pimpinan. Sebagai seorang figur karismatik, walau menurut
Ricklefs “tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang
Islam” (Ricklefs, 2005, h. 348), Tjokroaminoto berhasil membawa SI
mencapai puncak kejayaannya. Pada 1919, SI mendaku punya anggota
sekitar sembilan juta orang, walau Ricklefs menduga jumlahnya hanya
setengah juta (Ricklefs, 2005, ibid).

SI memang tidak berumur panjang. Namun organisasi itu tampil
sebagai perwujudan harapan milenaristis, dan bagi masyarakat
pedesaan, Tjokroaminoto bahkan sempat dianggap sebagai “ratu adil”
sehingga mampu menyedot massa luas. Persis karena itu, SI dianggap
sebagai ancaman bagi tatanan rust en orde yang dijaga pemerintah
kolonial. Apalagi SI dituduh menjadi latar belakang kerusuhan anti-
Cina yang melanda Jawa pada 1913-1914, yang bermula dari aksi
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boikot terhadap para pedagang batik Cina di Surakarta.’ Tetapi pukulan
yang jauh lebih mematikan adalah perpecahan ideologis di dalam SI,
karena menguatnya pengaruh gerakan sosialis-radikal yang dibawa
masuk Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) bentukan
H.J.EM Sneevliet pada 1914. Kita akan kembali pada soal ini di bawah.

Selain SI yang memberi pengalaman pertama organisasi berbasis
massa dengan cakupan hampir seluruh wilayah Hindia Timur
Belanda waktu itu (walau masih berpusat di Jawa), alur penting
identitas keindonesiaan yang berdasarkan Islam datang lewat angin
pembaruan dari Timur Tengah. Di atas kita sudah melihat dampak
fundamental yang terjadi sejak dibukanya Terusan Suez. Efisiensi
pelayaran memudahkan orang naik haji dan mengalami “ekumenisme
Islam.” Para jemaah haji tidak saja berjumpa dengan jemaah lain dari
berbagai pelosok Hindia, tetapi juga dari berbagai negara. Pertukaran
pengalaman, perasaan maupun pemikiran pun berlangsung intensif.
Arus pembaruan Islam yang melanda Timur Tengah kini memperoleh
pintu masuk ke dalam wilayah Hindia. Seperti dicatat Ricklefs (2013, h.
54), pada masa itu orang Jawa dan Madura yang naik haji sudah sangat
banyak, jumlahnya mencapai 8.000-15.000 orang per tahun antara
1912 dan 1930. Melalui mereka, gagasan reformasi Islam yang kerap
disebut “Modernisme” masuk ke Hindia dan menyebabkan polarisasi
yang tajam antara golongan “putihan” dengan “abangan”*

Di sini menarik sekali pengamatan Ricklefs. Sejarawan besar itu
melihat, dalam artian tertentu, Jawa pada abad ke-19 sampai awal

* Dalam esainya yang memikat, Takashi Shiraishi menganalisis peristiwa tersebut. Akar-
akar kerusuhan tersebut jauh lebih mendalam dan luas ketimbang sekadar bentrokan
karena persaingan dagang batik antara SDI dan SI dengan persatuan pedagang batik
Cina di Surakarta. Lihat Shiraishi, 1997a. Mengenai kerusuhan yang terjadi, lihat juga
Korver, 1985, khususnya Bab V1.

* Ricklefs mencatat, polarisasi ini tidak sekadar mencerminkan pemahaman dan
praktik keagamaan, tetapi juga status dan kelas sosial. Golongan “putihan” lebih kaya,
aktif dalam bisnis, mengenakan pakaian lebih baik dan rumah lebih besar; sementara
“abangan” umumnya lebih miskin, tidak terlibat dalam perdagangan dan kurang
terdidik. “Keduanya memiliki dunia yang terpisah satu dari yang lain dan jurang di
antara mereka terus melebar,” tulis Ricklefs. “Mereka berbeda dalam hal gaya beragama,
kelas sosial, pendapatan, pekerjaan, cara berpakaian, pendidikan, perilaku, kehidupan
budaya serta cara membesarkan dan mendidik anak” (Ricklefs, 2013, h. 51).
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abad ke-20 merupakan teater pertarungan antara dua arus globalisasi
dan modernisasi yang masing-masing menawarkan visinya sendiri-
sendiri. Arus pertama, sudah tentu, datang dari “Barat” yang, dalam
konteks Hindia Timur Belanda, mengambil bentuk kebijakan Politik
Etis. Kita sudah menyinggung di atas bagaimana kebijakan itu,
terutama lewat trilogi programnya yang terkenal (Pendidikan, Irigasi
dan Transmigrasi), menawarkan “jalan untuk menjadi modern” (lihat
kajian Van Niel, 1984, yang memberi gambaran lebih utuh mengenai
periode ini). Kalangan elite priayi yang memiliki akses pada jalur
pendidikan itu dengan segera menyambutnya. Menurut Ricklefs,
kalangan ini “sebagian besar lebih memilih modernitas gaya Eropa
daripada reformasi Islam,” dan bahkan punya “sentimen anti-Islam,”
sehingga yakin bahwa “kunci kepada modernitas yang sesungguhnya
terletak pada penggabungan pengetahuan modern ala Eropa dengan
restorasi kebudayaan Hindu-Jawa” (Ricklefs, 2013, h. 52-53). Kisah BO
dan cita-cita “emansipasi Jawa” Soeroto di atas mencerminkan arus ini.

Arus kedua datang dari angin reformasi Islam di Timur Tengah
yang dibawa masuk oleh para jemaah haji, yang kerap disebut sebagai
gerakan “Modernisme Islam” Bagi kalangan modernis ini, empat
aliran hukum (mazhab) Sunni bukanlah pedoman otoritatif dalam
memahami Islam, dan bahkan dianggap sumber obskurantisme abad
pertengahan yang membuat Islam tertinggal dalam perkembangan
dunia modern. Oleh karena itu, menurut mereka, Islam harus kembali
pada sumber-sumber otentik awalnya, yakni Qur'an dan Hadis. Pada
1912, organisasi Islam modernis yang paling penting, Muhammadiyah,
didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Kabarnya ia pernah masuk BO
pada 1909 untuk mendakwahkan ide-ide pembaruan Islam, tetapi
ditolak dan diminta para pendukungnya mendirikan organisasi lain
(Ricklefs, 2005, h. 356).

Gerakan Muhammadiyah lebih banyak berpusat di daerah
perkotaan, lewat pendirian sekolah, panti asuhan, dan balai-balai
kesehatan guna melawan usaha misionaris yang menyebarkan ke-
kristenan lewat jalur-jalur yang sama. Sepeninggal Ahmad Dahlan,
khususnya setelah Muhammadiyah berhubungan dengan dunia Islam
Minangkabau yang dinamis, organisasi ini bertumbuh sangat pesat.
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Ricklefs bahkan menyebut, “sejarah Islam modernis di Indonesia
sesudah tahun 1925 adalah sejarah Muhammadiyah” (Ricklefs, 2005,
h. 357). Sementara itu, kaum muslim di pedesaan yang berada di
bawah pengaruh para kiai tradisional sama sekali tidak tersentuh
oleh arus pembaruan itu. Bahkan, dalam pengamatan Ricklefs, para
kiai tradisional itu melihat gerakan modernis sebagai ancaman karena
dianggap sama dengan Wahabisme yang akan menyingkirkan mazhab
Syafi’i. Oleh karena itu, K.H. Wahab Chasbullah dengan dukungan K.H.
Hasjim Asjari, pada 1926 mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) untuk
memperjuangkan Islam tradisionalis yang mereka yakini (Ricklefs,
2005, h. 369).

Maka, mengikuti gambaran Ricklefs, masyarakat Jawa pada abad
ke-19 dan permulaan abad ke-20 adalah suatu masyarakat yang sedang
mengalami polarisasi dan penggumpalan identitas yang berbeda-
beda dan saling berlawanan. Arus-arus yang menerpa masyarakat itu,
bagi Ricklefs, sudah mencerai-beraikan apa yang disebutnya sebagai
“sintesis mistik” yang selama ini mampu menyatukannya (untuk kajian
menyeluruh tentang tema ini, lihat Ricklefs, 2007). Apalagi, pada waktu
yang hampir bersamaan, ada varian lain dari modernisasi Barat yang
membawa visi lebih radikal: gerakan komunis yang memperjuangkan
kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda yang, bagi mereka,
diyakini merupakan akibat dari perkembangan kapitalisme global.

Visi tersebut mulai masuk bersamaan dengan kedatangan H.J.EM.
Sneevliet, tokoh buruh Belanda, di Hindia pada 1913. Walau mulanya
seorang aktivis mistik Katolik, ia kemudian beralih ke ide-ide sosial-
demokrat dan aktivisme serikat buruh. Bersama rekan-rekannya,
pada 1914 ia mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging
(ISDV) di Surabaya, suatu perserikatan sosial-demokrat Hindia yang
hampir semua anggotanya adalah orang Belanda. Pengaruh ISDV
meningkat pesat, terutama sejak Semaoen, seorang buruh kereta api
dan anggota SI cabang Surabaya, pindah ke Semarang. Di kota itulah
ia terlibat dalam Vereeniging voor Spoor en Tramweg Personel (VSTP,
Serikat Buruh Kereta Api dan Trem) tempat Sneevliet aktif bekerja.
Semaoen pun masuk ISDV pada 1915 dan berhasil memengaruhi
sikap SI ke arah yang lebih radikal sehingga menimbulkan perpecahan
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pandangan. Menurut Ricklefs, Tjokroaminoto yang merasa khawatir
bahwa perpecahan itu dapat menimbulkan gejolak internal, setuju pada
gagasan-gagasan kiri dan melontarkan kecaman terhadap kapitalisme
yang “berdosa” (Ricklefs, 2005, h. 360). Nantinya, pada 1919, Semaoen
bersama Darsono memegang kendali ISDV yang sebagian besar
anggotanya kini Bumiputra. Pada Mei 1920, ISDV resmi berganti nama
menjadi Perserikatan Komunist di Hindia, lalu pada 1924 menjadi
Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sebelum ISDV, sebenarnya gagasan tentang “kemerdekaan”
Hindia dari Belanda, walau masih samar-samar, sudah mulai di-
bayangkan oleh tiga tokoh yang sangat visioner pada zamannya: Tjipto
Mangoenkoesoemo, Soewardi Soerjaningrat (kelak lebih dikenal
sebagai Ki Hadjar Dewantara) dan E.EE. Douwes Dekker (kelak di-
kenal sebagai Setiabuddhi), keponakan Multatuli, pengarang roman
“Max Havelaar” yang terkenal karena kritiknya terhadap sistem Tanam
Paksa. Ketiganya—biasa dijuluki sebagai “Tiga Serangkai”—adalah
tokoh-tokoh awal yang, menurut Elson, mampu merumuskan gagasan
tentang keindonesiaan yang “paling padu secara intelektual, plural, dan
kentara modern” (Elson, 2009, h. 64) sebelum nantinya disempurnakan
oleh mahasiswa-mahasiswa Hindia di Belanda dengan tokoh utama
Mohammad Hatta. Mari kita menelisiknya lebih dalam.

Kita sudah melihat di atas bagaimana usulan Tjipto untuk
memperluas basis BO ditolak. Keputusan itu membuat dia dan Soewardi
berang. Mereka mengundurkan diri dari BO dan, bersama Douwes
Dekker, pada 6 September 1912 di Bandung, mendirikan Indische
Partij (IP), partai politik pertama di Hindia Timur Belanda.’ Tentu saja,

* Peran E.EE. Douwes Dekker, seorang Indo-Eropa yang lahir di Pasuruan dan
wartawan het Bataviaasch Nieuwsblad, sangat besar dalam pergerakan nasionalis
awal, termasuk dalam pendirian BO. Menjelang terbentuknya BO, para siswa
STOVIA sering meminta pendapatnya. Ia juga memberitakan pembentukan BO lewat
korannya. Soetomo mengenang, “Pada waktu mula-mula berdirinya Boedi Oetomo itu,
dapatlah kita bantuan yang bukan sedikit harga dan pengaruhnya dari tuan Douwes
Dekker, yang sebagai redacteur suratkabar Bataviaasch Niuwsblad telah menyebar-
nyebarkan semangat kita. Perhubungan saya dan tuan Douwes Dekker rapat dan erat
pula, sehingga karenanya, rumahnya senantiasa terbuka bagi kedatangan saya. Tuan
Douwes Dekker tinggal tetap dan setia membantu kita di dalam suratkabarnya, meski
pun cita-citanya yang kelak kemudian berwujud dalam partainya, tidak mendapat
tempat di dalam kalangan kita” (dikutip dari Simbolon, 1995, h. 534. Bdk. Tsuchiya,
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langkah ini boleh dibilang sangat berani pada masanya. Apalagi tujuan
pendiriannya dirumuskan dengan terang benderang: “membangkitkan
patriotisme semua orang Hindia terhadap tanah air yang memberi
makan mereka, agar mereka bekerja sama atas dasar kesetaraan
politis (semua ras) untuk membuat tanah air Hindia berkembang dan
bersiap merdeka demi rakyatnya” (sebagaimana dikutip Elson, 2009,
h. 26, cetak miring ditambahkan). Douwes Dekker meyakini, “yang
membentuk negara bukanlah kesatuan ras, kepentingan, ataupun
bahasa, melainkan kesatuan hukum yang mengatur bentang negara”
Hanya saja, dalam situasi terjajah, “hubungan antara penguasa dan
yang dikuasai membuat kesatuan hukum mustahil terjadi, karena
hubungan antar mereka berdasarkan ketidaksetaraan di mata hukum.
Oleh karena itu, baginya, “parlemen di negeri jajahan kiranya hanyalah
parlemen bohongan dan tidak mirip sama sekali dengan parlemen
sejati selain pada namanya.” (Elson, 2009, h. 25). Itu alasannya mengapa
slogan yang diusung IP adalah: “Hindia yang bebas dari Nederand”
(Indié los van Nederland)!®

Tidak mengherankan jika pendirian IP segera membangkitkan
kecurigaan pada pemerintah kolonial. Apalagi, pada saat bersamaan,
pemerintah kolonial Belanda juga mulai gelisah melihat perkembangan
pesat SI. Sekalipun, menurut rekonstruksi Shiraishi, keanggotaan IP
lebih banyak orang peranakan Indo (dari seluruh anggotanya yang
berjumlah7.000 orang pada 1913, hanya sekitar 1.500 orang Bumiputra),
namun kehadiran IP sungguh menyentak. IP yang mula-mula memakai
teknik vergadering (reli-reli politik) penggalangan massa yang nanti

2019, h. 36). Ia juga, sejak 1 Maret 1912 di Bandung, menerbitkan suratkabar de Expres
di mana Soewardi sering menulis dan akhirnya bergabung. Kajian lengkap biografi
dan pemikiran Douwes Dekker dapat ditemukan dalam Van der Veur, 2006, atau esai
ringkasnya dalam Van der Veur, 1958, yang jadi sumber bagian ini.

¢ Dalam esai rekonstruktifnya, Paul van der Veur memperlihatkan bagaimana gagasan
“lepas dari Nederland” itu sudah lama digumuli oleh E.EE. Douwes Dekker. Jejaknya
bisa ditelusuri sampai novel karyanya Het Boek van Siman de Javaan dan rangkaian
tulisan dalam Nieuwe Arnhemsch Ceourant (1908). Bagi Douwes Dekker, seperti
dikutip van der Veur, “satu-satunya cara di mana Hindia dapat menghindari kekacauan
politik bukanlah lewat pendidikan, irigasi, migrasi dan desentralisasi—slogan-slogan
dari kebijakan Politik Etis—namun oleh pemerintahan sendiri” (lihat Van der Veur,
1958, h. 552). Gagasan ini nantinya dituangkan dalam pasal 2 Anggaran Dasar parpol
pertama itu (ibid, h. 556).
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ditiru oleh SI. Dan bahasa yang dipakai IP menjungkirbalikkan
slogan-slogan Politik Etis tentang kemajuan yang dipopulerkan
pemerintah. Misalnya saat vergadering di Bandung, Douwes Dekker
mengumumkan bahwa berdirinya IP adalah “pernyataan perang” yaitu
“sinar yang terang melawan kegelapan, kebaikan melawan kejahatan,
peradaban melawan tirani, budak pembayar pajak kolonial melawan
negara pemungut pajak Belanda” (lihat Shiraishi, 1997, h. 79 dst.).”

Sikap radikal IP membuat parpol itu tidak bertahan lama.
Sepanjang Maret 1913, tiga kali pemerintah kolonial menolak
mengakui IP sebagai badan partai politik yang tujuannya menentang
pemerintah. Maka berakhirlah eksperimen IP, dan Douwes Dekker
mendorong anggota-anggota IP bergabung ke perkumpulan lain,
seperti Insulinde, sebuah perkumpulan non-politik yang didirikan pada
1907 dan didominasi orang-orang Indo. Tetapi bukan berarti visi “Tiga
Serangkai” itu pudar. Lewat cara masing-masing, tokoh-tokoh itu tetap
menyuarakan visi mereka tentang persatuan semua penduduk Hindia
“atas dasar kesetaraan politis” Soewardi Soerjaningrat, misalnya,
ketika berbicara dalam kongres SI di Surakarta pada 25 Maret 1913
mendesak agar syarat “muslim” dihilangkan bagi anggota SI karena
alasan tersebut (Shiraishi, 1997, ibid). Usul itu ditolak.

Pada 19 Juli 1913, Komite Boemipoetra, sebuah organisasi yang
diprakarsai Tjipto dan Soewardi untuk ikut rencana perayaan 100
tahun kemerdekaan Nederland dari Prancis November tahun itu,
menerbitkan artikel Soewardi yang masyhur, Als ik eens Nederlander
was (Seandainya saya orang Belanda) di surat kabar De Expres. Artikel
tersebut (terjemahan utuhnya dilampirkan dalam buku Scherer, 1985,
Lampiran I, h. 314-319) merupakan sindiran tajam bahwa, seandainya
Soewardi seorang Belanda, ia tidak akan merayakan hari kemerdekaan
negerinya di tengah masyarakat Hindia yang terjajah. “Sesungguhnya
jika saya seorang Belanda,” tulis Soewardi, “saya tidak akan pernah
merayakan peringatan kemerdekaan di sebuah negeri yang masih

7 Shiraishi juga mencatat, kosakata yang dipakai IP itu merupakan kebalikan dari
kosakata bahasa kelompok Etis yang melihat “kemajuan” sebagai cahaya peradaban
Barat yang menerangi rakyat Bumiputra yang hidup dalam kegelapan, seperti
tercermin dalam judul yang diberikan Abendanon pada kumpulan surat-surat Kartini,
Habis Gelap Terbitlah Terang.

19



20

Ketegangan Kebebasan dan Kerukunan Beragama di Indonesia

sedang dijajah. Pertama saya akan memberikan rakyat yang masih kita
jajah itu kemerdekaan mereka, dan kemudian merayakan kemerdekaan
kita” (dikutip dari Scherer, 1985, h. 319). Oleh karena itu, Komite
Boemipoetra mengirim telegram kepada Ratu Belanda agar mencabut
aturan yang melarang organisasi politik dan secepatnya membentuk
parlemen di Hindia Belanda. Kritik tajam Soewardi dan usulan Komite
tersebut ditanggapi dengan keras: pada 1 Agustus 1913, atas restu Raad
van Nederlandsch-Indié, “Tiga Serangkai” dibuang ke Belanda (lihat
Simbolon, 1995, h. 256-257; bdk. Tsuchiya, 2019, h. 40-53).

Namun langkah pembuangan tersebut menghasilkan konsekuensi
yang tak dibayangkan sebelumnya (unintended consequence). Seperti
direkonstruksikan John Ingleson, kehadiran ketiganya di Belanda justru
membuat gagasan tentang Indié los van Nederland dan pembentukan
sebuah negara Hindia yang dikuasai oleh rakyatnya sendiri tersebar
di lingkungan mahasiswa-mahasiswa asal Hindia di sana (Ingleson,
2018, h. 1). Dalam hal ini, Soewardi memainkan peran penting. Di
Belanda ia tidak saja mendirikan semacam “biro pers Indonesia”
(Indonesische Persbureau) di Den Haag,® tetapi juga memimpin jurnal
bulanan IV, Hindia Poetra yang menyuarakan visinya tentang negara
baru Indonesia.

Setelah sempat terhenti, Hindia Poetra kembali diterbitkan pada
Agustus 1918 di bawah panji “Perkumpulan Mahasiswa Indonesia”
(Indonesisch Verbond van Studeerenden — IVS) yang beranggotakan
14 organisasi dan 668 orang. Boleh jadi, seperti dicatat Elson, ini untuk
pertama kalinya sebutan “Indonesia” dipakai oleh sebuah organisasi
(Elson, 2009, h. 36). Di tangan Soewardi, Hindia Poetra tidak hanya
sekadar memperjuangkan “kemakmuran Indonesia dan rakyatnya,”

® Data ini diragukan Kenji Tsuchiya. Menurut Tsuchiya, tidak ada sumber lain
membahas soal pendirian “biro pers” itu selain tulisan restropektif Soewardi,
karenanya “biro itu agaknya diciptakan Soewardi pada tahun-tahun kemudian untuk
memberikan nama kepada kegiatan-kegiatannya masa itu” (Tsuchiya, 2019, h. 58).
Tetapi Poeze mendiskusikan soal “biro pers” tersebut, termasuk rencana penerbitannya
yang cukup “ambisius” berdasarkan pemberitaan di Kolonial Weekblad (14 November
1918). Sayangnya hanya dua dari 17 rencana penerbitan yang berhasil diterbitkan,
sisanya terbengkalai karena Soewardi kembali ke Hindia “justru ketika kewibawaan
Soewardi sebagai ahli tentang Hindia sedang mencapai puncaknya” (lihat Poeze, 2008,
h. 132-136).
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seperti visi sebelumnya, tetapi kini lebih memiliki visi politis yang jelas.
Bagi Soewardi, anggota-anggota IVS “semuanya kelak akan bekerja
sama membangun negara Indonesia pada masa depan, yang saat ini
masih menjadi jajahan Belanda” Apa yang dipikirkan adalah gagasan
lama IP yang, menurut Soewardi,

“berbeda dengan perkumpulan politik lain, yang hanya
beranggotakan orang Indonesia, IP mencoba memahami
bahwa orang Hindia atau Indonesia adalah siapa pun
yang menganggap Hindia atau Indonesia sebagai tanah
airnya, tanpa peduli apakah dia orang Indonesia totok, atau
keturunan Tionghoa, Belanda, atau Eropa. Siapa pun warga
negara Indonesia adalah orang Indonesia” (sebagaimana
dikutip Elson, 2009, h. 37-38, cetak miring ditambahkan).

Kedatangan “Tiga Serangkai” itu memang mendorong perubahan
penting pada organisasi IV. Apalagi sejak awal 1920 datang juga tokoh-
tokoh pergerakan komunis, seperti Semaoen, Darsono, dan Abdoel
Moeis. Mereka dengan cepat mendominasi IV dan memengaruhi secara
mendalam para mahasiswa yang baru tiba di Belanda, salah satunya
Mohammad Hatta. Pada Januari 1923, seperti dituturkan Ingleson,
ketua baru IV yang sudah diorganisasikan ulang, Iwa Kusumasumantri,
berpidato dan menjelaskan tiga asas pokok dari organisasi IV yang
baru: Pertama, Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri; Kedua,
agar dapat menentukan nasibnya sendiri, bangsa Indonesia harus
mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri; dan, Ketiga, dengan
tujuan melawan Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu (Ingleson,
2018, h. 5).

Semangat dan arah baru ini tercermin jelas pada perubahan
nama IV, dari Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia) menjadi
Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia, atau PI). Jurnal
yang diterbitkan juga berubah, dari Hindia Poetra menjadi Indonesia
Merdeka pada Maret 1924. Sudah sejak kata pengantar edisi baru jurnal
itu, situasi penjajahan di Hindia disamakan dengan penjajahan Belanda
oleh Spanyol. Sama seperti dulu orang Belanda tidak mau menyebut
negara mereka Nederland-Spanyol, maka kini para mahasiswa tidak
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lagi mau menyebut Hindia-Belanda, melainkan Indonesia. Untuk
kemerdekaan Indonesia itulah mereka akan bekerja. Tapi apa arti kata
“merdeka” itu? Dengan tegas, jurnal tersebut menjabarkan,

“Dalam kata ‘Merdeka’ terkandung ungkapan tentang tujuan
dan usaha keras kami, dan mulai sekarang dan seterusnya,
‘Indonesia Merdeka akan menjadi semboyan perjuangan
Pemuda Indonesia. ‘Merdeka  adalah cita-cita umum semua
umat manusia; setiap bangsa mempunyai keinginan kuat
untuk hidup merdeka. Gagasan tentang kemerdekaan tidak
berbeda dari satu bagian dunia ke bagian dunia lainnya.
‘Kemerdekaan® adalah cita-cita umat manusia dan bukan cita-
cita Barat; seluruh bumi ini adalah kuil kemerdekaan” (dikutip
dari Ingleson, 2018, h. 7, berdasarkan terbitan Indonesia
Merdeka, Maret 1924).

Maka benih-benih yang ditabur PI dengan Indié los van
Nederland dan semangat kalangan sosialis-komunis untuk menuntut
kemerdekaan, kini memperoleh sintesisnya dalam cita-cita yang lebih
radikal ketimbang keduanya. Seperti direkonstruksi Ingleson, tokoh
utama PI sejak 1923 dan seterusnya adalah Mohammad Hatta. Ia bukan
saja perintis dan organisator untuk hampir semua kegiatan, tetapi juga
“aktor intelektual” yang dengan piawai meramu gagasan-gagasan yang
berkembang saat itu menjadi ideologi nasionalis yang padu. Mengutip
hasil kajian Ingleson, ada empat aspek ideologi PI guna mencapai
kemerdekaan sebagai tujuan politik utama:

“Kesatuan nasional, yakni mengesampingkan perbedaan
khas dan bersifat kedaerahan serta membentuk suatu front
kesatuan melawan Belanda untuk menciptakan suatu negara
kebangsaan Indonesia yang bersatu dan merdeka. Solidaritas
merujuk pada upaya menghindarkan perbedaan antar-
orang Indonesia sendiri, menyadari besarnya pertentangan
kepentingan antara penjajah dan yang terjajah, dan perlunya
kaum nasionalis mempertajam konflik antara ras kulit sawo
matang dan ras kulit putih. Nonkooperasi, artinya perlu
menyadari bahwa kemerdekaan tidak dapat diberikan
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secara cuma-cuma oleh Belanda, tetapi harus direbut oleh
bangsa Indonesia dengan mengandalkan kekuatan dan
kemampuan sendiri. (...) Terakhir adalah swadaya, yaitu
menolong diri sendiri dengan mengandalkan kekuatan
sendiri mengembangkan suatu alternatif struktur nasional,
sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang kuat berakar da-
lam masyarakat pribumi dan sejajar dengan pemerintah ko-
lonial—suatu gagasan negara dalam negara” (Ingleson, 2018,
h. 15-16).

Kita tahu nantinya, setelah Hatta pulang ke Indonesia, gagasan-
gagasan dasar itu menjadi ideologi gerakan nasionalis yang berkembang
subur di tanah air karena kehadiran “singa podium” Soekarno. Humus
untuk gagasan dan gerakan itu tersedia karena peristiwa penting:
pemberontakan komunis di Hindia Belanda.

Pada 1925-1926 meletus pemberontakan PKI yang dengan mudah
dipadamkan oleh pemerintah kolonial. Partai itu mati terkubur, dan
harus menanti hampir dua dekade sebelum bangkit kembali. “Sekitar
13.000 orang ditangkap; beberapa orang ditembak,” tulis Ricklefs.
“Kira-kira 4.500 orang dijebloskan ke dalam penjara, dan 1.308 orang
dikirim ke kamp penjara yang terkenal mengerikan di Boven Digul,
Irian, yang khusus dibangun pada 1927 untuk mengurung mereka”
(Ricklefs, 2005, h. 372).

Pemberontakan dan kegagalan PKI itu punya arti penting. Dengan
ditumpasnya PKI, partai yang paling progresif dan revolusioner pada
masa itu, maka ada semacam kekosongan ideologis yang melanda
kalangan pergerakan. Gagasan apa yang kini dapat menyatukan semua
kelompok guna mengusir penjajah? Di dalam konteks itu, apa yang
dirumuskan Hatta dan kawan-kawan PI di Belanda, memperoleh
humus yang tepat. Apalagi muncul sang “singa podium,” Soekarno,
tokoh muda yang dengan gaya oratorisnya mampu menyihir massa.
Dari tangannya, pada Juli 1927, lahir PNI (Partai Nasional Indonesia)
yang dengan cepat menjadi kekuatan massa. Konon anggotanya nyaris
mencapai 10.000 pada akhir 1929. Ke dalam arus besar inilah Hatta
dan kawan-kawan PI bergabung. Boleh dibilang, sejak saat itu gerakan
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dan visi nasionalis menjadi kekuatan utama.

Kita tidak akan masuk lebih jauh ke soal itu, yang sudah menjadi
subjek kajian para pakar (sebagai gambaran menyeluruh, lihat
Ingleson, 1983). Bagi kita, lebih menarik untuk melihat sisi lain:
lenyapnya PKI membuat tiga alur yang membentuk polifoni ideologis
di atas, kini tinggal dua: visi nasionalisme yang lebih “sekuler,” seperti
dikembangkan IP, PI, dan PNI pada satu sisi, dan visi Islam sebagai
kekuatan pemersatu yang dicerminkan dalam PSII (Partai Sarekat Islam
Indonesia, berdiri 1929 pengganti SI) pada sisi lain. Romain Bertrand
mencatat, “Manakala para pemimpin PSII berniat mengajukan ajaran
Al-Quran sebagai landasan roda kehidupan negara, Soekarno justru
menunjukkan kekagumannya pada negara-negara seperti Mesir atau
Turki, yang melakukan pemisahan fakta dan hukum antara negara dan
ranah keagamaan” (Bertrand, R., 2017, h. 123).

Namun masih ada alur keempat yang sampai sekarang belum
disinggung. Berbeda dengan ketiga alur lainnya yang muncul gegap
gempita lewat saluran partai atau organisasi massa, dengan teknik
vergadering yang pertama kali diperkenalkan IP, alur keempat ini
justru bergerak lewat “jalan sunyi” dan lebih merupakan gerakan
kultural. Di akhir esainya, Romain Bertrand menyebut tentang
beberapa tokoh priayi yang “memilih cara yang kurang lazim untuk
melibatkan diri dalam perjuangan anti-kolonial” (Bertrand, R., 2017, h.
126). Ia menyebut, misalnya, Sosro Kartono, kakak R.A. Kartini, yang
sudah mengukir prestasi besar di Eropa. Ketika kembali ke Jawa pada
pertengahan 1920-an, Kartono justru memilih “menyingkir ke hutan,”
menjadi resi pertapa, dan mengumpulkan banyak pengikut.

Tokoh lain yang disebut lebih legendaris dan punya pengaruh
besar pada gerakan nasionalis: putra Hamengku Buwana III, Ki Ageng
Suryomentaram, yang meninggalkan istana dan hidup sebagai petani
biasa. Lewat permenungannya, ia mengembangkan ilmu “kawruh beja”
dan menjadi pengasuh “Paguyuban Selasa Kliwon,” sebuah paguyuban
kepercayaan tempat Soewardi Soerjaningrat (sejak 1922 mengganti
namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara) ikut serta. Dari paguyuban
itulah suatu visi tentang Indonesia sebagai “negara kekeluargaan®
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muncul dan disebarluaskan lewat pendirian gerakan Taman Siswa
(lebih jauh, lihat Bonneff, 2012, Tsuchiya, 1975, dan Tsuchiya, 2019).

Ada banyak istilah yang dipakai untuk memerikan visi yang
berkembang dari paguyuban tersebut, seperti paham “negara
integralistik” (Simandjuntak, 2003), “negara organis” (Bourchier,
2007), “negara korporatis” (Reeve, 1990, Porter, 2005), dan “ne-
gara kekeluargaan” (Reid, 2018, dan Bourchier, 2015). Apa pun pe-
nyebutannya, visi itu mau merujuk, seperti ditulis Anthony Reid, pada
semacam ‘gagasan negara sebagai sebuah keluarga yang disatukan
secara organis dalam cinta, dan diatur oleh seorang kepala keluarga
yang paling mengerti kebutuhan anggota keluarganya” (Reid, 2018, h.
243). Biasanya para pendukung visi itu mendaku bahwa visi mereka
mencerminkan “nilai-nilai dan pengalaman asli” masyarakat tradisional
di Indonesia, atau bahkan “nilai-nilai Asia” (Asian values) dan menjadi
alternatif dari paham “Barat”. Jika paham “Barat” terlalu mendewa-
dewakan kebebasan individu, rasionalisme dan tuntutan pada
pemenuhan hak, sebaliknya “nilai-nilai Asia” mau mengedepankan
kerukunan (harmoni), spiritualitas, dan pemenuhan kewajiban.

C. Di Ambang Kemerdekaan

Seperti sudah ditegaskan di muka, uraian dalam Bab ini memang
bersifat sketsais dan bukan narasi yang utuh tentang polifoni ideologis
yang memintal perjalanan sejarah kita. Langkah ini diambil sebagai
latar belakang untuk kajian lebih rinci dalam bab-bab yang akan datang.

Satu hal yang tampak jelas, persoalan bagaimana mengelola
keragaman yang mencakup begitu banyak aspek kehidupan, tak hanya
agama, sudah menjadi persoalan pokok yang menghantui Indonesia
sejak terbentuknya Pax Nederlandica pada awal abad ke-20. Haji
Agoes Salim, salah satu tokoh muslim mantan pejabat yang kemudian
menjadi tokoh pergerakan nasionalis terkemuka, sudah menyadari
persoalan ini sejak lama. Dalam artikelnya di surat kabar Neratja (18
April 1919) ia menandaskan, “di bawah pemerintahan Belanda, Hindia
telah menjadi satu, bukan terbagi-bagi menjadi ratusan ... kerajaan
kecil ... saat ini ada kesatuan, yang membuat gerakan rakyat pribumi
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menjadi makin kuat” (sebagaimana dikutip Elson, 2009, h. 49). Apa
“kesatuan” yang dirujuk Salim itu?

Di atas kita sudah melihat tekanan yang berbeda-beda tentang
“kesatuan” itu yang masing-masing membentuk alur melodi di dalam
polifoni ideologis yang memintal sejarah pergerakan nasionalis untuk
memperjuangkan kemerdekaan. Walau berbeda-beda tekanan dan
visi tentang negara “Indonesia” yang diperjuangkan, namun keempat
alur gagasan dalam polifoni itu mengarah pada tujuan yang sama:
berakhirnya penjajahan. Jadi ada semacam “musuh bersama” yang
membuat setiap kelompok harus mengupayakan “kesatuan-di-tengah-
kepelbagaian.” Persoalannya muncul ketika “musuh bersama” itu tidak
ada lagi: apa yang masih mampu menjadi ikatan yang menyatukan
semua wilayah yang sangat beragam? Tantangan ini menjadi sangat
konkret ketika pada 12 Maret 1942 pemerintah Belanda menyerah
tanpa syarat kepada Jepang.

Walau berusia pendek, seperti diperlihatkan oleh banyak peneliti
(lihat terutama Aziz, 1955 dan Benda, 1980), periode pendudukan
Jepang telah membawa dampak mendalam bagi masa depan Indonesia.
Initerutamaberkaitan dengan upaya Jepang merebut simpati kelompok-
kelompok pergerakan guna kepentingan mesin perang mereka. Dalam
waktu tak lama setelah pendudukan, guna merebut simpati umat
Islam, Kantor Urusan Agama (Shumubu) beroperasi,” Madjlisul Islamil
Alaa Indonesia (MIAI)) yang didirikan Muhammadiyah dan NU
(September 1937) direhabilitasi guna menggabungkan seluruh umat
Islam, dan Masjumi (Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia) dibentuk
pada November 1943, lengkap dengan milisi sipil (Laskar Hizbullah)
mereka sendiri. Tentu saja, langkah-langkah ini membawa perubahan
sangat mendalam bagi Islam di Indonesia. Seperti diulas M.A Aziz

° Harry J. Benda melukiskan, berdasarkan laporan saat itu Shumubu sudah beroperasi
menjelang akhir Maret 1942, tak lama setelah Belanda menyerah (Benda, 1980, h.
142). Dua tahun kemudian, pada awal Maret 1944, kantor cabang yang mengurusi
masalah-masalah agama Islam (Shumuka) dibentuk. “Dengan didirikannya Shumuka
di daerah,” tulis Benda, “telah diletakkan dasar bagi pengawasan yang efektif terhadap
masalah-masalah agama di seluruh Jawa di perwakilan-perwakilan gerakan Islam.
Tambahan pula, kontak di kalangan pejabat-pejabat ini dan antara mereka dengan
Kantor Urusan Agama di Jakarta diadakan secara teratur” (Benda, 1980, h. 201). Lihat
juga Bab II di bawah.
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dalam disertasinya, “Praktik pemisahan antara agama dengan
negara (di masa kolonial Belanda—ed.) boleh dibilang berakhir.
Islam memperoleh privilese dalam sistem politik yang di dalamnya,
di samping administrasi sekuler, suatu aparatus keagamaan telah
diciptakan. Pendudukan Jepang karenanya membawa perubahan
fundamental pada cara tradisional pemerintahan dengan menambah
kekuasaan Islam” (Aziz, 1955, h. 206).

Aziz sendiri mengaku kesulitan menjelaskan alasan mengapa
Jepang melakukan perubahan fundamental itu. Orang hanya dapat
berspekulasi, misalnya, apakah langkah itu didasarkan pada praandaian
bahwa para pemimpin muslim jauh lebih mudah takluk dan tunduk
pada keinginan pemerintah Jepang ketimbang kalangan nasionalis-
sekuler didikan Barat? Atau pertimbangan bahwa untuk menguasai
Indonesia, sebagai bagian dari wilayah Timur yang sangat menghormati
tradisi, maka cara terbaik adalah lewat penguasaan pada para
pemimpin muslim ortodoks? Atau langkah itu merupakan kelanjutan
dari upaya Jepang sebelumnya di Tokyo, jauh sebelum perang, untuk
menggunakan Islam sebagai bagian dari rencana perangnya (tentang
hal ini, lihat uraian rinci Benda, 1980, h. 133 dst.)? Apa pun alasannya,
langkah Jepang sudah membawa perubahan fundamental pada Islam
di Indonesia.

Sementara itu, pada sisi lain, Jepang juga melakukan reorganisasi
kelompok-kelompok nasionalis sekuler lewat PUTERA (Pusat Tenaga
Rakyat), didirikan pada Maret 1943, yang merupakan gabungan
seluruh perkumpulan sosial-politik di Jawa dan Madura. Di situ, para
pemimpin nasionalis-sekuler seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hadjar
Dewantara, diberi mandat untuk membangun milisi sipil PETA
(Pembela Tanah Air). Pada Maret 1944, organisasi yang lebih luas
cakupannya, Djawa Hokokai yang dikepalai orang Jepang, didirikan
sebagai pengganti PUTERA guna mencakup kalangan Indo-Eropa,
Tionghoa, dan Arab. Soekarno dan Hatta ikut berperan penting, dan
bahkan kerap dituduh menjadi kolaborator Jepang demi kepentingan
pengerahan tenaga untuk romusha (kerja paksa).

Terlepas dari soal tuduhan itu, pengalaman tersebut memberi
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kesempatan pada para pemimpin nasionalis-sekuler untuk belajar ikut
mengendalikan pemerintahan—kesempatan yang tak pernah dibuka
oleh pemerintah kolonial Belanda sebelumnya, bahkan sampai akhir
kekuasaan mereka."” Soekarno, tokoh sentral pergerakan sesudah
dihancurkannya PKI, terutama memainkan peran yang sangat
strategis di sini: ia menjadi pemimpin Chuo Sang In (Badan Penasihat
Pusat), sebuah lembaga “perwakilan” Indonesia yang didirikan untuk
memberi saran kepada pemerintah Jepang; dan bersama tokoh-tokoh
lain menjadi anggota Sanyo Kaigi (Dewan Penasihat) bagi pemerintah
militer (Elson, 2009, h. 153).

Ketika kekalahan perang makin nyata, pemerintah Jepang makin
didesak untuk segera memberi kemerdekaan pada Indonesia, seperti
pernah dijanjikan dalam deklarasi Koiso (7 September 1944). Pada
1 Maret 1945, pemerintah militer Jepang akhirnya mengumumkan
berdirinya forum yang kemudian dikenal sebagai BPUPKI (Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang
diberi tugas untuk membicarakan persoalan-persoalan mendasar dari
pembentukan negara Indonesia merdeka. Seperti nanti akan dijelaskan
lebih rinci dalam bab berikut, benturan dua arus besar dalam
polifoni ideologis di atas segera mencuat pada saat membicarakan
problem “dasar negara” Namun di balik benturan itu, kita juga dapat
menengarai alur gagasan “negara kekeluargaan” yang ikut mewarnai
baik perumusan Pancasila maupun UUD 1945.

Kita tahu, benturan itu dapat ditengahi lewat sintesis cemerlang
Soekarno tentang Pancasila. Proklamasi Kemerdekaan Republik yang
baru dapat dilakukan pada 17 Agustus 1945 dan sehari setelah itu,
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) bersidang untuk

10 Seperti dituturkan Simbolon, menjelang berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda,
sebenarnya ada upaya pergerakan yang mengambil taktik kooperasi, yakni kerja
sama antara bangsa Indonesia dan Belanda. Upaya ini dilakukan GAPI (Gaboengan
Politik Indonesia) yang berdiri 21 Mei 1939. Namun usulan GAPI untuk membentuk
“parlemen” di Indonesia justru ditolak oleh Parlemen Nederland. Akibat penolakan itu,
tulis Simbolon, “Indonesia tidak berpeluang mengembangkan tradisi pemerintahan
yang Dbertanggung-jawab. Indonesia gamang dengan pelaksanaan kekuasaan
berdasarkan politik yang sejati, karena selama masa kolonial ia hanya diajar melihat
pemerintahan sebagai pengandal kekuasaan belaka dan penindas oposisi” (Simbolon,
1995, h. 363).
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mengesahkan UUD 1945. Lagi-lagi, di sini tarik-menarik tiga visi
tentang Indonesia—tawaran visi Islam, nasionalis-sekuler, dan gagasan
negara kekeluargaan—memainkan peranan penting. Lewat “manuver”
cerdik Hatta, usulan kelompok Islam untuk memasukkan “tujuh kata”
Djakarta Charter (dirumuskan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni)
dicabut guna menjaga persatuan negara yang baru merdeka. Langkah
ini terbukti menjadi “trauma sejarah” yang terus menggerakkan para
politisi Islam guna memasukkan kembali “tujuh kata® itu. Boleh
dibilang, sejak saat itu agama menjadi “mambang” yang akan terus
menerus menghantui perjalanan politik negara ini.

Seluruh proses politik yang sangat penting itu berlangsung
begitu cepat. BPUPKI sendiri bukanlah forum yang tepat untuk
mendiskusikan masalah-masalah yang sangat fundamental: me-milih
kerangka ideologis bagi negara yang baru. Jika sebelumnya polifoni
ideologis dapat berkembang bersama di dalam kerangka mem-
perjuangkan kemerdekaan, kini setelah merdeka orang harus memilih
salah satu. Tidak mungkin sebuah negara didasarkan pada ideologi
yang berbeda-beda dan bahkan kerap saling bertentangan. Soekarno
sangat menyadari soal itu. Dalam pidatonya pada 18 Agustus 1945,
ia menandaskan bahwa “Undang-undang Dasar yang telah dibuat
ini adalah undang-undang dasar sementara ... undang-undang dasar
kilat,” katanya. Ia juga menjanjikan, pada masa yang lebih tenang akan
disusun dokumen “yang lebih lengkap dan sempurna” (sebagaimana
dikutip Elson, 2009, h. 168, cetak miring ditambahkan).

Kesempatan untuk membicarakan itu tiba setelah republik
baru ini berhasil melaksanakan pemilu pertama yang dipuji sebagai
pemilu yang jujur dan adil. Lebih dari 39 juta orang (mewakili
95,1% dari pemilih yang terdaftar) memberikan suara pada pemilu
1955. Hasilnya mengejutkan: jumlah partai yang memperoleh kursi
bertambah (28 partai, dari sebelumnya 20), tetapi hanya empat partai
yang memperoleh lebih dari delapan kursi: PNI, Masyumi, NU, dan
PKI yang kembali bangkit secara mengejutkan setelah dihancurkan
lagi pada 1948 (Ricklefs, 2005, h. 496). Jelas, dengan komposisi seperti
itu, tidak mungkin bagi kalangan Islam politik untuk memaksakan
dimasukkannya lagi “tujuh kata” dari Djakarta Charter. Ini menjadi
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soal paling pelik dalam perdebatan Sidang Konstituante yang berlarut-
larut.

Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno, dengan dukungan
militer, membubarkan Konstituante dan mengembalikan posisi UUD
1945 lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membuka pintu bagi
rezim pemerintahan otoriter. Seperti diulas Rémy Madinier dalam
esai panjangnya, rezim otoriter yang dinamai “Demokrasi Terpimpin”
itu terbukti bertahan lama, karena rezim Orde Baru Soeharto yang
menggantikannya setelah pembantaian massal PKI pada 1965,
sebenarnya, menggali akar ideologisnya dari rezim sebelumnya
(lihat Madinier, 2017). Menurut Madinier, akar ideologis itu adalah
mengangkat kembali tradisi “organisatoris” nasionalisme Indonesia
(apa yang di atas disebut gagasan tentang “negara kekeluargaan),
dan merupakan “versi tropis dan mutakhir dari bentuk fasisme Italia
kurun 1920-an” Di situ, kehidupan politik “didasarkan bukan pada
individualisme Barat, melainkan pada prinsip kekeluargaan yang
diyakini sebagai identitas bangsa kita” (Madinier, 2017, h. 145-146,
cetak miring ditambahkan).

Kita akan melihat soal ini lebih jauh saat menelaah rezim Orde
Baru yang sangat penting. Pada rezim inilah dapat dicandra “politik
perukunan” (harmonising politics) yang obsesif dan masif, suatu bentuk
penyeragaman yang sering menafikan kemajemukan dan mencurigai
kebebasan yang, dalam banyak hal, masih terus diwariskan setelah
rezim itu tumbang.
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BABII

Melacak Pergulatan Kerukunan dan
Kebebasan Beragama: Masa Pendudukan
Jepang dan Perdebatan di BPUPKI

Maufur

A. Pendahuluan

Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah
dasar dari “kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia” Dari sudut
pandang hak asasi manusia, kebebasan dan kerukunan harus dibangun
di atas landasan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak
dasar manusia. Namun demikian, kebebasan dan kerukunan dalam
praktiknya tidak selalu identik, bahkan dapat saling menegasikan
satu sama lain. Sebagai contoh, banyak negara membatasi kebebasan
beragama atau berkeyakinan atas nama kerukunan beragama maupun
ketertiban sosial, sekalipun itu berarti melanggar hak-hak dasar
warganya (Bielefeldt dan Wiener, 2020, h. 65-66). Sebagai sebuah
norma dasar, kebebasan beragama lebih dari sekadar kerukunan.

Di atas kertas, Indonesia dapat dibilang memiliki landasan yang
kukuh dalam memberi jaminan bagi hak atas kebebasan beragama.
Pasal 29 UUD 1945 ayat 2 menyebutkan: “Negara menjamin ke-
merdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
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masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
Sebagai landasan legal-konstitusional, pasal ini menjadi sumber
rujukan utama setiap produk perundang-undangan dan peraturan
mengenai kehidupan beragama di Indonesia. Meski demikian,
kenyataan menunjukkan bahwa banyak regulasi terkait agama di
Indonesia justru berujung pada pembatasan-pembatasan yang
menjauh dari prinsip-prinsip utama kebebasan beragama, seperti non-
diskriminasi, kesetaraan, dan non-koersi. Hal ini menunjukkan bahwa
sekuat apa pun jaminan legal konstitusional mengenai kebebasan
beragama, implementasinya di lapangan akan sangat bergantung pada
“penerjemahnya” dan negosiasinya dengan seperangkat nilai lain yang
berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu kritik terhadap langgam kebebasan beragama di
Indonesia adalah kuatnya obsesi pada kerukunan alih-alih kebebasan
(Bagir, 2028). Meskipun sebagai sebuah konsep tatakelolaagama usianya
sepantar dengan republik ini, gagasan mengenai kebebasan beragama
kalah pamor dengan konsep-konsep lain seperti “trilogi kerukunan”
pada masa Orde Baru atau, yang terbaru, “moderasi beragama.”
Tiga puluh dua tahun Order Baru memberi bukti terang temarang
bagaimana rezim kekuasaan menenggelamkan wacana kebebasan
beragama melalui kerukunan—atau tepatnya “politik perukunan”™—
yang “didefinisikan, diterapkan, dijaga oleh dan demi langgengnya
rezim kekuasaan negara” (Sutanto, 2011, h. 117). Di tangan rezim
Soeharto, kerukunan menjadi alat untuk mengamputasi kebebasan
beragama atas dalih “ketertiban,” “ancaman disintegrasi,” “kerawanan
sosial,” maupun “kesuksesan pembangunan.” Paradigma kerukunan
yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru terus menentukan dan
mewarnai kebijakan keagamaan rezim-rezim berikutnya melalui
sejumlah regulasi keagamaan yang diskriminatif dan menjadi momok
bagi kebebasan beragama di Indonesia.

Wacana kebebasan beragama dan kerukunan di Indonesia
memasuki babak baru seiring dengan gerakan “moderasi beragama”
yang digelorakan oleh pemerintah sejak 2019. Pemerintah mengeklaim
bahwa moderasi beragama adalah keharusan demi menciptakan
toleransi dan kerukunan di bumi Indonesia yang multikultural
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dan multiagama. Namun demikian, konsep ini membonsai makna
kebebasan beragama dengan menarik batas tafsir keagamaan seperti
apa yang berterima sehingga memberi tiket kepada pemerintah untuk
membatasi kebebasan beragama atas nama kebangsaan, kerukunan,
perdamaian, ataupun konflik (Maufur, 2022, h. 152).

Tulisan ini berangkat dari pertanyaan tentang bagaimana
sebenarnya konstruksi kebebasan beragama di masa-masa awal pe-
rumusannya dan sejauh mana hal itu berkelindan dengan konsep
kerukunan. Dengan melacak konsep kebebasan atau kemerdekaan
beragama saat pertama kali dimasukkan dalam UUD 1945, tulisan ini
hendak menguji tesis utama bahwa kontestasi antara konsep kebebasan
dan kerukunan beragama dalam tata kelola agama di Indonesia sudah
mengemuka sejak proses pembentukan negara-bangsa ini.

Secara garis besar, tulisan ini dibagi ke dalam dua bagian. Bagian
pertama akan menelusuri konsep kebebasan dan kerukunan beragama
selama masa pendudukan Jepang dan perannya dalam upaya awal
pelembagaan kerukunan. Bagian kedua melacak perdebatan antara
kedua konsep ini selama sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, yang
menjadi tonggak awal dimasukkannya konsep kebebasan beragama
dalam konstitusi Indonesia.

B. Pendudukan Jepang dan Pelembagaan Kerukunan

Kekuasaan Jepang (Dai Nippon) di Indonesia, yang berlangsung
antara 1942-1945, sekaligus mengakhiri kolonialisme Belanda
yang bercokol selama beberapa abad. Meski sangat singkat, masa
pendudukan Jepang memiliki arti sangat penting karena menjadi
jembatan bagi kemerdekaan Indonesia. Layaknya kekuatan-kekuatan
imperial lainnya, Jepang menggunakan slogan-slogan untuk menarik
hati penduduk jajahannya seperti ‘The leader of Asia, “The protector of
Asia;” “The light of Asia’ atau yang lazim disebut Gerakan 3A. Benda
mengatakan bahwa pendudukan Jepang di Jawa dipahami sebagai
“rebirth of a Japan” di tanah nenek moyangnya di Selatan (Benda, 1965,
h. 238).

Menurut Kahin (2003), propaganda ini, yang diusung pertama
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kali oleh Jepang untuk membangun solidaritas Asia melawan
hegemoni Belanda, tidak banyak menarik perhatian orang Indonesia.
Pandangan Kahin ini mungkin hanya berlaku bagi sebagian elite priayi
maupun nasionalis. Bagi kelompok priayi, kehadiran Jepang menjadi
ancaman bagi posisi dan hak-hak istimewa yang mereka nikmati
dari kolonialisme Belanda. Bagi kebanyakan penduduk Indonesia,
kehadiran Jepang di Indonesia memberi harapan “pembebasan”
dari kolonialisme, kesulitan ekonomi, dan juga kebenaran ramalan
Joyoboyo tentang kedatangan “Ratu Adil” berkulit kuning dari utara
yang akan melepaskan mereka dari penderitaan (Kahin, 2003, h. 103).
Maka dapat dimengerti bila kehadiran tentara Jepang disambut dengan
gegap gempita oleh masyarakat sebagaimana tergambar dari memoar-
memoar Jepang (Nakamura, 1970).

Kolonisasi Jepang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari
ideologi “The Greater Asia Co-Prosperity Sphere”—dan juga “Asia
untuk Orang Asia”—sebuah konsep kolonisasi dan imperium di Asia
untuk mengontrol negara lain dan menggunakan sumber daya mereka
guna kepentingan perang; di bawah ideologi ini, Jepang bermaksud
menyatukan dan memimpin negara-negara koloni ini untuk melawan
hegemoni Barat (Dean, 2022). Maka tidak heran jika kebijakan Jepang
selama masa pendudukannya sedari awal memiliki dua prioritas
utama: menghapus pengaruh Barat serta mengeksploitasi sumber
daya ekonomi dan manusia Indonesia untuk tujuan perang (Beck,
2022). Untuk menggapai tujuan ini, Jepang menerapkan serangkaian
kebijakan yang turut memengaruhi perjalanan kebangsaan Indonesia
ke depan, meski masa ini juga menandai masa-masa kelam karena
kerja paksa, kelaparan, dan teror.

Ideologi “The Greater East Asia” juga mewarnai kebijakan agama
selama masa pendudukan Jepang. Menurut Grajdanzev, sejak awal,
agama menjadi bagian dari visi ini; ia lebih lanjut mengatakan bahwa
mula-mula Tokyo menganut prinsip pembiaran (toleration) dan tidak
melakukan persekusi atau kekerasan terhadap agama-agama setempat.
Namun, masih menurut Grajdanzev, sikap ini berubah seiring dengan
pandangan bahwa agama-agama non-Shinto juga dapat dimanfaatkan
untuk tujuan perang (Grajdanzev, 1934, h. 205). Tidak seperti Belanda
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yang memberlakukan pemisahan antara agama dan politik (Ropi,
2017, h. 47-53), Jepang melihat agama sebagai bagian dari penetrasi
ideologis di negara-negara koloninya. Bahkan menurut Benda, upaya
Jepang mendekati kaum muslim sudah dilakukan pada 1940 melalui
propaganda yang dibisikkan oleh para intelijen mereka tentang
kesamaan antara Shinto dan Islam, juga bayangan Jepang sebagai
penyelamat dari imperialisme Barat di Asia. Di Jawa dan Sumatera,
sejumlah kelompok perlawanan Islam anti-Belanda menirukan visi
Jepang untuk Asia Timur Raya dan berjanji untuk mendukung mereka
(Benda 1958, h. 104-105).

Menurut Kurasawa (1993), kebijakan Jepang di Indonesia
sejatinya adalah “kontrol” dan “mobilisasi” Dalam konteks agama,
Islam memperoleh perhatian khusus. Bagi Jepang, sejarah panjang
Islam bergumul dengan kekuatan kolonial membentuk gambaran
Islam sebagai kekuatan yang menjanjikan sekaligus menakutkan.
Di satu sisi, Islam sebagai agama mayoritas memiliki potensi yang
dapat dimobilisasi demi kepentingan perlawanan terhadap kekuatan-
kekuatan Barat; di sisi lain, Islam juga menyimpan ancaman perlawanan
jika tidak dijinakkan. Setelah enam hari menginjakkan kaki di Jawa,
Jepang mempropagandakan “respect for religion” dengan tujuan utama
menarik simpati kaum muslim (Yasuko, 1997, h. 76). Untuk me-
yakinkan mereka, pihak militer Jepang mengeluarkan edaran yang
menjamin bahwa tempat-tempat ibadah tidak akan menjadi pangkalan
militer. Beberapa anggota militer bahkan juga berpakaian layaknya
seorang haji dan bahkan turut berdoa di masjid-masjid.

Namun demikian, tidak semua kebijakan Jepang diterima oleh
kaum muslim. Mereka menolak dengan tegas kebijakan-kebijakan
Jepang yang dianggap memasuki ranah akidah, misalnya kebijakan
seikerei (gerakan menundukkan badan ke arah istana Jepang yang
sejatinya diadopsi dari ajaran agama Shinto) karena dianggap
menyerupai gerakan ruku’ dalam salat. Para ulama/kiai juga menentang
ajakan Jepang agar perang melawan Sekutu difatwakan sebagai “Perang
Suci” Menurut Yasuko, mengutip Nieuwenhuijze, kebijakan yang
akhirnya dibatalkan karena tidak menguntungkan bagi Jepang ini
dipicu oleh ketidakpahaman militer Jepang akan ajaran-ajaran Islam.
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Kerukunan menjadi bagian penting dari kebijakan dan propaganda
Jepang di Jawa. Jepang sadar betul bahwa kehidupan masyarakat Jawa
dibangun atas dasar prinsip-prinsip komunal seperti “gotong royong”.
Pada 11 Januari 1944, Jepang melembagakan filosofi hidup Jawa ini
ke dalam bentuk lembaga sosial tonarigumi (rukun tetangga) yang
membagi desa (buraku) ke dalam unit administratif berisi 10-20 rumah
tangga (Kurasawa, 1993, h. 198). Dalam pengumuman resminya,
tonarigumi salah satunya ditujukan untuk terus melanggengkan nilai-
nilai ke-Jawa-an dalam segala aspek kehidupan masyarakat:

“Roekoen Tetangga haroes berichtiar oentoek mendjalankan
kewadjiban bersama-sama, misalnja tolong-menolong,
bantoe-membantoe dsb. antara pendoedoek, berdasarkan se-
mangat gotong-rojong, jang hidoep dalam masjarakat Djawa
semendjak dahoeloe kala” (Kurasawa 1993: 198).

Melalui beragam kegiatan, pihak militer Jepang mengampanyekan
bahwa tonarigumi dibuat berdasar semangat gotong royong yang
telah lama menjadi tradisi orang Jawa, bukan sesuatu yang asing buat
mereka. Selain digembar-gemborkan sebagai nilai asli Jawa, lembaga
baru ini juga diberi pijakan keagamaan bahwa ia sangat bersesuaian
dengan ajaran Islam. Melalui mobilisasi, sejumlah kiai dalam satu
pertemuan di Jakarta yang disponsori oleh Jepang mengumumkan
keselarasan tonarigumi dengan Islam. Tonarigami punya peran penting
dalam menyatukan semangat kekeluargaan di kalangan penduduk,
menganggap semua tetangga seperti keluarga sendiri, persis seperti
yang dikehendaki Jepang (Kurasawa, 1993, h. 207). Sudah jadi anggapan
umum bahwa nilai-nilai yang mencerminkan semangat gotong royong
dan kekeluargaan telah mengendap lama dalam kehidupan penduduk
Jawa, akan tetapi pelembagaannya dalam sebuah unit sosial jelas
merupakan andil otoritas Jepang.

Menariknya, sebagaimana diungkap Koentjaraningrat, istilah
gotong royong sendiri bukanlah sebuah term yang sudah lama mapan
di masyarakat Indonesia (Bowen, 1986, h. 4), sekalipun semangat
tolong-menolong dan kerja kolektif memang sudah hidup di banyak
masyarakat pedesaan di Indonesia. Menurut Bowen, watak gotong
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royong di masyarakat berasosiasi dengan tiga pengertian: pertama,
tukar-menukar tenaga kerja secara sukarela dalam menggarap
pekerjaan pertanian, yang dikenal dengan berbagai istilah, seperti
sambatan atau gujuban di Jawa, pangolo di Aceh, atau bedurok di
Kalimantan; kedua, tolong-menolong secara umum dalam berbagai
peristiwa seperti pernikahan, kematian, bangun rumah, dan
sebagainya; ketiga, mobilisasi kerja berbasis status atau otoritas politik,
seperti membangun sistem irigasi atau jalan desa. Pada 1945 istilah
gotong royong menjadi istilah yang berkonotasi pada kewajiban untuk
terlibat dalam kerja-kerja sukarela (kerja bakti) atas perintah otoritas
desa seperti camat (Bowen, 1998).

Jika tonarigumi dijadikan kendaraan propaganda untuk
menanamkan nilai-nilai kerukunan di tingkat bawah, para kiai disasar
untuk mengambil hati umat Islam. Terkait dengan kebijakan Jepang
dalam urusan agama, pembentukan Kantor Urusan Agama baik di
tingkat pusat (shumubu) maupun tingkat lokal (shumuka) menjadi
lambang bagi pelembagaan pengelolaan urusan keagamaan, khususnya
umat Islam. Kehadiran dua lembaga ini bak mimpi lama yang menjadi
kenyataan bagi kalangan muslim karena memberi kebebasan kepada
mereka untuk menjalankan hukum-hukum Islam, yang sebelumnya
tidak pernah mereka nikmati selama pemerintah kolonial Belanda.
Namun bagi Jepang, shumubu dan shumuka bukan sekadar mengelola
urusan-urusan agama Islam, tetapi juga alat propaganda untuk
mengambil simpati kalangan muslim melalui kunjungan keagamaan
serta pelatihan-pelatihan bagi para kiai dan ulama.

Menurut Kurasawa, shumubu punya misi memperbaiki hubungan
yang tidak harmonis antara ulama dan priayi; sementara shumuka,
yang lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat pedesaan, terutama
punya arti penting bagi Jepang dalam melakukan mobilisasi dan
demobilisasi terhadap penduduk muslim (Kurasawa, 1998, h. 329-
287). Selain berperan sebagai penyambung antara pemerintah dengan
penduduk muslim dalam melakukan propaganda, peran lembaga
ini juga diarahkan untuk menjaga stabilitas di kalangan penduduk
pedesaan. “Kalau Jepang mendapati keresahan di kalangan rakyat,
maka shumuka mengirimkan kiai untuk mengimbau rakyat,” tulis
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Kurasawa. Dengan demikian, meskipun shumubu dan shumuka tidak
langsung terkait dengan pelembagaan kerukunan seperti tonarigumi,
kedua lembaga ini berkontribusi penting bagi upaya pemerintah
Jepang untuk menjaga stabilitas dan hubungan sinergis antara ulama
dan priayi.

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pasca-Kemerdekaan,
shumubu menjelma menjadi Kementerian Agama yang dibentuk pada
1946. Usulan pendirian kementerian ini juga sempat mengemuka
saat persidangan PPKI sebagai bentuk keistimewaan bagi umat Islam,
namun ditolak oleh Latuharhary karena khawatir menimbulkan bibit-
bibit perpecahan bangsa. Sejumlah kalangan berpendapat bahwa
kementerian ini adalah konsekuensi dari dihapuskannya “Piagam
Jakarta. Fogg berpandangan sedikit berbeda. Menurutnya, kementerian
ini terutama ditujukan untuk mewadahi aspirasi para ulama tradisional
yang menghendaki pengakuan peran agama di dalam masyarakat
sekaligus memberi peluang kerja pada mereka (Fogg, 2018, h. 100).

Pada awal-awal pendiriannya, kementerian ini sudah berurusan
dengan pendefinisian dan regulasi terkait agama, hanya saja
motivasinya bukan untuk mengontrol agama, tetapi untuk menjaga
kerukunan agama di masyarakat dan memastikan perbedaan agama
tidak menjadi penghalang bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia
yang baru beberapa bulan saja diproklamasikan. Motivasi yang lainnya
lebih bersifat ekonomi. Pendefinisian agama akan memberi mereka
otoritas tunggal bagi penyelenggaraan pencatatan pernikahan muslim
sehingga dapat menambah penghasilan (Fogg, 2018, h. 104). Namun
seiring perjalanan waktu, pada 1950-an, birokrasi kementerian ini
semakin gemuk dan cabang-cabangnya bermunculan di tingkat lokal,
sehingga upaya menjaga kerukunan agama semakin rumit. Kemenag
di tingkat lokal, misalnya, mulai menerima laporan dari masyarakat
terkait aliran-aliran yang dituduh telah melakukan penodaan agama,
salah satunya Partij Agama Ahlissunati-Waldjamaati Padjenekang di
Sulawesi Selatan. Kasus ini memperoleh perhatian luas dan sejak itu,
Kemenag semakin merasa ada kebutuhan mendesak untuk melakukan
pendefinisian terhadap agama (Fogg 2018, h. 105).
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C. Janji Kemerdekaan dan Pembentukan BPUPKI

Penghujung 1944 menjadi masa-masa suram bagi pendudukan
Jepang di Indonesia. Pada satu sisi, posisi Jepang semakin terdesak
seiring semakin menguatnya Pasukan Sekutu pada Perang Asia-Pasifik.
Pada sisi lain, perlawanan bersenjata terhadap Jepang semakin gencar
dilakukan oleh pejuang Indonesia demi menuntut kemerdekaan. Pada
7 September 1944, Jenderal Koiso mengiktibarkan janji kemerdekaan
bagi rakyat Indonesia, berharap memperoleh simpati dan dukungan.
Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para pemimpin muslim
di Masyumi; mereka menyeru agar muslim bersiap-siap untuk
membebaskan negeri sekaligus agama mereka dari kaum penjajah,
salah satunya dengan membentuk pasukan Hizbullah (Bolland, 1971,
h. 15-16).

Persoalan krusial yang turut menyertai janji kemerdekaan
Indonesia adalah persoalan posisi agama dalam negara Indonesia
yang akan merdeka nanti. Polemik mengenai ini mengemuka ketika
Pemerintah Militer Jepang (Gunseikanbu) menolak usulan Soepomo,
yang meminta agar pembahasan terkait hubungan agama dan negara
ditangguhkan sampai Indonesia benar-benar merdeka. Perdebatan
resmi terjadi dalam sidang-sidang Dewan Pertimbangan Agung (San’yo
Kaigi Jimushitsu), sebuah dewan yang dibentuk oleh Pemerintah Militer
Jepang dua bulan sebelum dibentuknya BPUPKI (Ichwan, 2012, h.
6). Pada 14 April 1945, dewan yang keanggotaannya didominasi oleh
kelompok nasionalis ini memberi sejumlah rekomendasi, di antaranya
pemisahan urusan agama dan negara demi memberikan jaminan bagi
kebebasan beragama karena setiap warga bebas menganut agama,
dan kewarganegaraan mereka tidak bergantung pada agama apa yang
mereka anut (Ichwan, 2012, h. 7).

Pada 1 Maret 1945, Pemerintah Militer Jepang membentuk Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI;
Dokuritsu  Junbi Chésakai) untuk membuktikan janjinya bagi
kemerdekaan Indonesia. Dewan ini beranggotakan 62 tokoh dengan
diketuai Dr. Radjiman Wedyodiningrat (Bolland, 1971, h. 15-16).
Melihat komposisi keanggotaan “golongan kebangsaan” dan “golongan
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Islam” yang tidak berimbang, sangat beralasan untuk mengatakan
bahwa pihak otoritas Jepang tidak menghendaki Indonesia dibangun
di atas dasar agama tertentu, khususnya Islam. Hal ini juga diperkuat
oleh pernyataan Soepomo ketika menolak gagasan tentang negara
Islam karena dianggap berlawanan arah dengan negara persatuan:
“oleh karena itu, cita-cita negara Islam itu tidak sesuai dengan cita-
cita negara persatuan yang telah diidam-idamkan oleh kita semuanya
dan juga telah dianjurkan oleh pemerintah Balatentara” (Bahar dan
Hudawati, 1998, h. 59).

Tugas utama badan ini adalah melakukan penyelidikan dan
pemeriksaan secara saksama mengenai soal-soal pokok terkait pen-
dirian Negara Indonesia Merdeka yang baru, termasuk soal agama
(“Nasihat Gunseikan,” ANRI 5645). Selama pembentukannya, BPUPKI
bersidang sebanyak dua kali, yaitu Sidang Pertama pada 29 Mei-1
Juni 1945 dan Sidang Kedua pada 10-17 Juli 1945, sebelum kemudian
tugasnya diambil alih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) pada 18-22 Agustus 1945.

Bagian berikut akan menelisik perdebatan dalam sidang-sidang
itu, khususnya menyangkut gagasan tentang “kemerdekaan” atau
“kebebasan” dengan “kerukunan’.

D. Antara Kemerdekaan dan Kebebasan

Dalam KBBI, semantik “kemerdekaan” (berasal dari akar kata
‘mardhika’, ‘murdhika’) dan “kebebasan” (‘freedom’, ‘liberty’) diartikan
sama; kemerdekaan adalah kebebasan, begitu juga sebaliknya. Demikian
pula, dalam banyak ungkapan lisan maupun tulisan, kedua istilah ini
dipakai saling bergantian. Misalnya, “kebebasan beragama” kadang
juga disebut “kemerdekaan beragama” Namun demikian, tak jarang
pula “kebebasan” dianggap sebagai konsep modern dari Barat yang
lebih menekankan pada kebebasan individual. Anthony Reid (2018),
dalam penelusurannya tentang akar kata ‘merdeka’ menunjukkan
bahwa kebebasan dalam artinya yang modern juga menjadi bagian
inheren dalam kultur bangsa Indonesia. Menurut penelusurannya,
sebelum pertengahan abad ke-20, kemerdekaan masih lekat dengan
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makna kebebasan personal; baru setelah itu maknanya identik dengan
tujuan nasionalisme dan kerap disandingkan dengan kosa kata baru
“Indonesia” oleh kelompok nasionalis (Reid, 2018, h. 149). Dengan
kata lain, mengatakan bahwa “kebebasan” adalah konsep Barat alih-
alih Indonesia tidaklah sepenuhnya benar.

Term “kebebasan” atau “bebas” tidak banyak ditemukan dalam
naskah sidang BPUPKI; lain halnya dengan “kemerdekaan” atau
“merdeka” Hal berbeda kita jumpai dalam UUD 1945 sesudah
Amandemen; “kebebasan” atau “bebas” banyak dipakai, sekalipun
“kemerdekaan” juga tetap dipertahankan. Sebagai contoh, rumusan
Pasal 28E UUD 1945 Amandemen, alih-alih menggunakan “ke-
merdekaan beragama,” menggunakan istilah “bebas memeluk agama”
(1) dan “kebebasan meyakini kepercayaan” (2), kemungkinan besar
demi menyesuaikan dengan bahasa-bahasa dalam dokumen-dokumen
HAM internasional. Masuknya kata kebebasan dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia juga senafas dengan makin
kencangnya suara hak asasi manusia dalam ruang publik maupun
pasal-pasal hukum di Indonesia.

Penelusuran terhadap penggunaan istilah “kemerdekaan” atau
“merdeka” dan “kebebasan” atau “bebas” dalam Risalah Sidang BUPKI
menunjukkan bahwa keduanya dipakai secara bergantian. Namun
demikian, pengertian “merdeka” dalam arti “bebas dari penjajahan”
atau “kemerdekaan politik” (political independence) dalam bahasa
Soekarno lebih banyak muncul. Baginya, syarat “merdeka” hanya perlu
ada “buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui
oleh salah satu negara lain” (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 89). Dalam
beberapa kesempatan, istilah “kemerdekaan” dipakai untuk menyebut
hak-hak kewargaan atau hak yang melekat pada individu, seperti
“kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran” atau “kemerdekaan
untuk memeluk agama?”

Soekarno menegaskan bahwa pernyataan Indonesia sebagai sebuah
bangsa merdeka lebih mendesak dari apa pun saat itu. Kemerdekaan
politik lebih penting dari segala bentuk kebebasan yang lain; tidak
perlu menunggu semua rakyat sehat atau lepas dari kemiskinan untuk
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dapat merdeka. “Kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan,”
kata Soekarno. Sarinem dan Samiun yang kawin dengan hanya
berbekal satu tikar satu periuk, belum tentu kalah bahagia dibanding
Sang Ndoro! “Jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 juta ini lebih dulu
harus merdeka di dalam hatinya ... sampai lebur kiamat kita belum
dapat Indonesia Merdeka!” ujarnya disambut riuh tepuk tangan para
anggota sidang (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 88). Di sini, Soekarno
mengontraskan kemerdekaan politik sebagai “kemerdekaan lahir”
yang lebih urgen ketimbang “kemerdekaan batin” Hal ini berbalik
dengan pendapat salah satu anggota yang lain, Soetardjo, yang
mengatakan, “pokok dasar, yang harus diutamakan, yang paling
kuat untuk menyusun negara yaitu memerdekakan batin ... ‘tidak
mementingkan diri sendiri’ atau yang lebih tinggi lagi ‘datang ke alam
kesurgaan™ (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 308). Baginya, merdeka
dalam arti ini berbeda dengan paham Barat yang lebih memaknainya
sebagai kemerdekaan lahir.

Penegasan Soekarno tentang makna kemerdekaan dipicu oleh satu
kekhawatiran: uraian dan debat mengenai bentuk dan dasar negara
yang dikemukakan oleh anggota sebelumnya akan menjadi penghalang
bagi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Aspirasi dan silang
pendapat tentang apakah “Indonesia Merdeka” harus didasarkan pada
kebangsaan atau Islam telah membelah anggota ke dalam dua kubu
utama: “Kebangsaan” dan “Islam” Soekarno khawatir pembahasan
mengenai perkara ini malah akan memicu perpecahan yang akan
menciutkan tekad untuk merdeka. Dia merasa perlu mengobarkan
kembali api kemerdekaan. “Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan
dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad
‘Merdeka, merdeka atau mati!}” pekik Soekarno di ujung pidatonya
(Bahar dan Hudawati, 1998, h. 88).

E. Kerukunan dan Lahirnya ‘Negara Integralistik’

Kata “kerukunan” atau “rukun” memang tidak banyak muncul
dalam persidangan BPUPKI. Ia hanya sesekali saja dipakai tapi dalam
artinya yang literal: “tiang” atau “pokok” seperti dalam ungkapan
“rukun Islam” atau “rukun kebudayaan” Namun demikian, sebagai
sebuah gagasan, kerukunan menyelinap dalam kosakata lain, seperti
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“persatuan,” “musyawarah-mufakat,” “kekeluargaan,” dan “gotong
royong” yang dibayangkan sebagai corak khas kebudayaan Indonesia.
Melalui gagasan-gagasan inilah para pendiri bangsa mengerangkeng
kebebasan.

“Persatuan” adalah kata kunci pertama yang terkait dengan
kerukunan. Tidak ada debat mengenai pentingnya persatuan bagi
lahirnya kemerdekaan Indonesia karena semua anggota BPUPKI
bersepakat bahwa “persatuan adalah kekuatan” Namun demikian,
silang pendapat mengemuka mengenai dasar apa yang akan menjahit
benang persatuan Indonesia itu. Bagi golongan Islam, persatuan harus
diikat dengan ajaran Islam yang mereka klaim tertanam kuat dalam
jiwa mayoritas penduduk Indonesia. “Tinggallah di desa-desa dan di
kampung-kampung untuk mengetahui keadaan jiwa dan kehidupan
rakyat ... Di situ, tuan-tuan nanti akan mendapati bahwa rakyat
yang terbanyak memang berjiwa Islam,” kata Hadikoesoemo, seraya
menegaskan bahwa banyak hukum Islam yang sudah menjadi adat-
istiadat bangsa Indonesia (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 45-46).

Di sisi lain, golongan nasionalis, meski mengakui peran sentral
agama, terutama Islam, berpandangan berbeda: mendirikan negara
Islam berarti menolak negara persatuan karena hanya akan menyatukan
golongan Islam saja dan menimbulkan persoalan di kalangan golongan
agama yang kecil. Soepomo mengatakan bahwa mendirikan Islam
akan menghambat terwujudnya negara persatuan; golongan-golongan
agama yang kecil, sekalipun hak-hak mereka dijamin, tidak akan
mempersatukan diri dengan negara Islam. Soepomo mengusulkan
berdirinya negara persatuan yang bersifat “totaliter” atau “integralistik,”
yaitu negara yang dibangun atas struktur dan cita-cita kesatuan dan
keseimbangan antara “dunia lahir dan batin,” “rakyat dan pemimpin,’
“individu dan kelompok”; menurutnya, inilah watak asli dari semangat
kebatinan dan ketatanegaraan Indonesia, yang hingga saat ini dapat
dilihat di desa-desa tempat rakyat dan pejabat bersatu-djiwa dalam
memegang persatuan dan keseimbangan:

<« L . .
Dengan sendirinya dalam negara yang bersatu ini urusan
negara akan terpisah dari agama ... dan dengan sendirinya
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dalam negara yang sedemikian seseorang akan merdeka
memeluk agama yang disukainya ... baik golongan agama
yang terbesar, maupun golongan yang terkecil, tentu akan
merasa bersatu dengan negara” (Bahar dan Hudawati, 1998,
h. 60).

Topik kemerdekaan agama turut mengiringi perdebatan antara
“golongan nasionalis” dan “golongan Islam” itu. Soekarno, Yamin, dan
Hatta, berargumen bahwa pembentukan negara Islam bertentangan
dengan negara kesatuan dan akan menimbulkan persoalan di kalangan
minoritas keagamaan. Di sisi lain, “golongan Islam,” di antaranya
Sanusi dan Hadikoesoemo, bersikukuh bahwa negara yang akan lahir
nanti harus didasarkan pada Islam. Alasan utama mereka adalah
karena mayoritas rakyat Indonesia berjiwa Islam; pengabaian terhadap
fakta ini dapat melukai perasaan dan membuat mereka pasif atas
kemerdekaan. Hadikoesoemo berkata:

“Maka, supaya negara Indonesia merdeka itu dapat berdiri
tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya mengharapkan
berdirinya negara Indonesia ini berdasarkan negara Islam.
Sebab, itulah yang sesuai dengan keadaan jiwa rakyat
Indonesia ... janganlah hendaknya yang 90 persen dari rakyat
itu diabaikan saja tidak dipedulikan” (Bahar dan Hudawati,
1998, h. 47).

Sementara itu, “musyawarah-mufakat” didapuk sebagai me-
kanisme khas Indonesia untuk mencapai persatuan. Menurut Yamin,
musyawarah merupakan sifat asli peradaban Indonesia dalam
pengambilan keputusan; mufakat atau kebulatan-bersama sudah
tertanam kuat di desa dan masyarakat sejak zaman dahulu, bahkan
sebelum Islam datang. “Dasar mufakat ... umurnya lebih panjang
daripada agama Buddha dan Hindu di tanah Indonesia,” kata Yamin.
Kehadiran Islam di desa-desa semakin mengukuhkan dasar mufakat
ini melalui konsep musyawarah dan keduanya memberi corak istimewa
pada peradaban Indonesia (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 60). Seperti
Yamin, Soekarno mengatakan bahwa musyawarah-mufakat adalah
syarat mutlak bagi terwujudnya Negara Indonesia yang kuat. Bagi
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Soekarno, musyawarah-mufakat harus dijalankan melalui semangat

“gotong royong,” “satu karyo, satu gawe” demi terciptanya masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur.

Soepomo memberikan muatan filosofis terhadap makna
persatuan. Dengan merujuk pada paham integralistik Spinoza, Adam
Miiller, dan Hegel, Soepomo mengatakan bahwa “negara adalah suatu
susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian,
segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan
masyarakat yang organis” (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 52). Gagasan
persatuan juga dikaitkannya dengan paham kekeluargaan yang men-
jadi dasar negara Dai Nippon. Menurut Soepomo, persatuan dan
kekeluargaan sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia. Dia
mengatakan:

“Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula
dengan corak masyarakat Indonesia ... Sebagaimana tuan-
tuan telah mengetahui juga, struktur sosial Indonesia yang
asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia, ialah buah
aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia.
Maka semangat kebatinan, struktur kerohanian dari bangsa
Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan
kawulo dan gusti, yaitu persatuan antara dunia luar dan batin,
antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan
pemimpin-pemimpinnya” (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 52).

Menurut Soepomo, ‘model negara integralistik” ini merupakan
sifat tata negara Indonesia yang asli dan pakemnya masih dapat
dijumpai dalam suasana pedesaan, baik di Jawa, Sumatera, maupun
kepulauan-kepulauan Indonesia yang lain. Dalam model negara seperti
ini, “pejabat negara ialah pemimpin yang bersatu-jiwa dengan rakyat
dan para pejabat senantiasa berwajib memegang teguh persatuan dan
keseimbangan dalam masyarakatnya,” ujarnya (Bahar dan Hudawati,
1998, h. 55).

Pembayangan Indonesia sebagai bangsa yang DNA-nya meng-
utamakan persatuan, musyawarah-mufakat, dan gotong royong
dikontraskan dengan gagasan-gagasan lain yang dianggap menjadi
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sumber utama perpecahan. Pendikotomian “Timur” vs. “Barat”
mengiringi proses identifikasi diri dalam pembentukan kebangsaan
(nation-building), dengan yang pertama dianggap sebagai diri “yang
baik,” sementara yang kedua sebagai liyan “yang jahat” Individualisme,
liberalisme, dan kapitalisme mesti ditolak karena tidak sesuai dengan
corak dan struktur sosial masyarakat Indonesia. Dalam serangannya
terhadap paham individualisme danliberalisme, Soepomo mengatakan:
“Sifat perseorangan ini, yang mengenai segala lapangan hidup ...
menimbulkan imperialisme dan ... membikin kacau-balaunya dunia
lahir dan batin” (Bahar dan Hudawati, 1998: 53).

Pada bagian sebelumnya sudah diterangkan bagaimana ke-
bebasan dan kerukunan tampil sebagai wacana yang berkembang
dalam persidangan BPUPKI. Terbukanya jalan menuju Indonesia
Merdeka memunculkan banyak gagasan mengenai kebebasan. Namun
demikian, semua gagasan ini—seperti akan tampak pada bagian
selanjutnya—berjumpa, berkontestasi, dan pada akhirnya bernegosiasi
dengan kerukunan, atau apa yang diklaim sebagai “nilai-nilai asli
Indonesia” Bagian berikutnya akan menjelaskan bagaimana dua
gagasan ini berdampak terhadap jaminan hak asasi manusia, khususnya
kemerdekaan agama.

F. Ruang Sempit bagi Hak-Hak Kewargaan

Tekanan arti kemerdekaan yang disampaikan oleh Soekarno
ternyata memberi efek luar biasa bagi sidang-sidang kedua BPUPKI.
“Merdeka selekas-lekasnya” menempati urutan teratas perkara yang
harus dibahas oleh Panitia Kecil; tekad ini juga menjadi salah satu
alasan beberapa anggota rela mengendurkan sikap dan pandangannya
agar keputusan segera dapat diambil. Hadikoesoemo, meski lebih
menyukai penggunaan kata “kedaulatan rakyat” ketimbang “republik”
dalam rancangan Preambul UUD 1945, menerima keputusan sidang
demi menghindari perbantahan yang dapat memberi kesan tidak
baik ke luar. Demikian pula, meski Latuharhary lebih sepakat dengan
bentuk negara federal, tetapi ia setuju saja dengan sidang karena tidak
mungkin membahas seluk-beluknya di tengah suasana genting saat itu.
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“Kemerdekaan politik” dalam persidangan BPUPKI mengacu
pada hak sebuah bangsa untuk merdeka atau berdaulat. Sementara,
“kemerdekaan individu” lebih dekat dengan apa yang dinamakan
hak-hak kewargaan (the rights of citizens; les droits de 'homme et du
citoyen), seperti hak untuk mengemukakan pendapat, bersidang
atau berkumpul, dan juga kebebasan beragama. Perdebatan tentang
hak-hak kewargaan mengemuka selama persidangan kedua BPUPKI
ketika membahas rancangan UUD 1945 yang sedang disusun mau
memasukkan jaminan hak-hak kewargaan dalam pasal-pasalnya. Bagi
sejumlah kalangan, perdebatan tentang hak-hak kewargaan ini menjadi
titik tolak sejarah hak asasi manusia di Indonesia.

Yamin beranggapan bahwa rancangan konstitusi yang sedang
disusun haruslah benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat dan
harus dituangkan secara tertulis dalam konstitusi. Karenanya, dia
mengusulkan selain ada “Pernyataan Kemerdekaan (Declaration of
Independence),” perlu juga dibikin “Pernyataan Hak-Hak (Declaration
of Rights)” (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 198). Supaya bersambung
dengan nasib rakyat dan disambut oleh mereka, Konstitusi juga perlu
mencantumkan pasal yang memberi jaminan atau janji tertulis bahwa
penguasaakan menjaminkesejahteraanrakyatnya. “Hendaklah didalam
hukum dasar itu diterangkan dalam satu pasal, yaitu yang berhubungan
dengan kesejahteraan, kesejahteraan rohani, kesejahteraan kebendaan,
dan ekonomi,” ujarnya (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 209).

Soekarno memberi sangkalan yang agak panjang mengenai usulan
ini, barangkali karena banyak anggota yang bertanya kepadanya perihal
les droits de 'homme et du citoyen, termasuk Ulfa Santoso, satu dari dua
perempuan dalam keanggotaan BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno
mengatakan bahwa semboyan hak kemanusiaan (determinasi-diri)
yang menggema selama perang dunia pertama dan perang sekutu
melawan Jerman hanyalah tipuan semata dari negara-negara imperialis
untuk membendung arus komunisme yang datang dari Rusia; “hak-
hak warga” yang bergema selama Revolusi Perancis menganut paham
individualisme dan liberalisme yang turut menyuburkan kapitalisme
dan imperialisme di Eropa dan Amerika dan juga penjajahan di Asia
(Bahar dan Hudawati, 1998, h. 278-279). “Saya minta dan menangisi...
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buanglah sama sekali paham individualisme itu,” ujarnya. Dari
paparannya, tampak bahwa Soekarno mengambil batas tegas antara
kedaulatan rakyat dan kedaulatan individu. Dia menegaskan “Tuan-
tuan dan Nyonya-nyonya yang terhormat! ... kedaulatan rakyat sekali
lagi, dan bukan kedaulatan individu!” (Bahar dan Hudawati, 1998, h.
278-279).

Di sisi lain, Hatta sependapat jika “hak-hak warga” (les droits de
Phomme et du citoyen) tidak dicantumkan. Alasannya, selain beraliran
individualisme, hak ini di tanah kelahirannya dimaksudkan untuk
melindungi hak seseorang dari kezaliman raja-raja di masa dahulu.
Menurutnya inilah alasan mengapa setelah revolusi Perancis banyak
negara memasukkan hak ini ke dalam konstitusinya. Hatta sependapat
bahwa Indonesia yang baru harus didasarkan pada gotong royong atau
usaha bersama. Namun demikian, ia mewanti-wanti jangan sampai hal
ini memberikan kekuasaan tak terbatas pada negara. Ia mengusulkan
perlunya pasal yang mengatur tentang hak untukberpikir, mengeluarkan
pendapat, berkumpul, dan bersidang untuk memastikan negara baru
nanti tidak menjelma menjadi Negara Kekuasaan. Dia sendiri sadar
usulannya ini agak berbau individualisme tapi menurutnya, “.. dalam
collectivism ada sedikit hak bagi anggota-anggota dari keluarga itu”
(Bahar dan Hudawati, 1998, h. 286-287). Dalam konsepsi Hatta, negara
yang akan didirikan nanti adalah “negara pengurus” (managerial
state), yaitu negara “yang melayani” bukan “yang menindas” rakyat.
Usulan Hatta dapat dimengerti karena ia memang dikenal lantang
membela kebebasan individu dan hak dasar warga negara. Bagi Hatta,
persatuan dalam wadah negara bukan berarti penyeragaman yang
“menghilangkan” atau “mematikan” perbedaan individu. Pada 1930-an,
misalnya, Hatta pernah memelesetkan gagasan “persatuan” Soekarno
dengan istilah “per-sate-an”:

“Apa yang dikatakan persatuan, sebenarnya tidak lain
dari persatean. Daging kerbau, daging sapi, dan daging
kambing dapat disate jadi satu. Akan tetapi kepahaman
rakyat dan kepahaman borjuis atau ningrat tidak dapat
disatukan. Persatuan segala golongan ini sama artinya dengan
mengorbankan asas masing-masing” (Suwignyo, 2020, h.
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127).

Penentangan terhadap usulan memasukkan hak-hak dasar
(grondrechten) juga datang dari Soepomo dengan mengemukakan
alasan yang lebih bersifat legalistik. Menurutnya, hak ini menentang
sistematika paham kekeluargaan dan, jika dimasukkan, akan
menimbulkan inkonsistensi sistemis dalam UUD 1945. Soepomo
meneruskan pembelaannya bahwa negara-negara di Amerika dan
Eropa Barat mencantumkan jaminan terhadap hak-hak individu,
termasuk kebebasan beragama, di konstitusi mereka sebagai reaksi
atas absolutisme raja dan juga paham liberalistis yang mereka anut.
Menurut paham ini, kepentingan negara selalu bertentangan dengan
kepentingan seseorang (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 299-300). Dalam
sistem yang berdasar pada kekeluargaan dan permusyawaratan, lanjut
Soepomo, jaminan hak-hak dasar seseorang tidak dicantumkan dalam
UUD karena paham ini tanpa ditulis pun sudah pasti menginginkan
kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi rakyat. Mengenai
kedudukan hak-hak ini dalam kaitannya dengan paham kekeluargaan
yang telah disepakati, dia berkata:

“Dalam sistem kekeluargaan, sikap warga negara bukan sikap
yang selalu bertanya: ‘apakah hak-hak saya?’, akan tetapi sikap
yang menanyakan: ‘apakah kewajiban saya sebagai anggota
keluarga besar, ialah Negara Indonesia ini?. Bagaimana
kedudukan saya sebagai anggota keluarga darah (familie)
dan sebagai anggota kekeluargaan daerah, misalnya sebagai
anggota desa, daerah, negara, Asia Timur Raya dan Dunia?”
(Bahar dan Hudawati, 1998: 299-300).

Pada akhirnya, perdebatan ini berakhir dengan kompromi yang
kemudian disepakati secara bulat. Soepomo, karena merespons
kekhawatiran Hatta di satu sisi dan demi keselarasan hukum,
mengusulkan suatu rumusan pasal “Hukum yang menetapkan
kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan sebagainya diatur dengan Undang-Undang” (Bahar dan Hudawati,
1998, h. 299-300). Usulan ini membuktikan kecakapan Soepomo
sebagai seorang ahli hukum yang paham betul mengenai seluk-beluk
perundang-undangan. Dengan pasal ini, dia bermaksud membersihkan
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UUD 1945 dari kalimat yang dipandangnya mengandung anasir-anasir
individualisme.

Catatan khusus perlu diberikan pada “kemerdekaan agama.
Pada satu sisi, kemerdekaan agama termasuk hak individual sehingga
sejatinya tidak perlu masuk dalam UUD jika hendak konsisten dengan
logika sistem hukum sebagaimana yang dipaparkan oleh Soepomo.
Pada sisi lain, hak ini dimasukkan oleh Panitia dalam UUD karena
mengikuti aliran zaman dan persoalan aktual yang dipikirkan dan
dibahas dalam sidang (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 302). Artinya,
dorongan untuk dimasukkannya pasal mengenai kebebasan beragama
berangkat dari kebutuhan empiris yang turut mendasari prasyarat bagi
kemerdekaan Indonesia, bukan sekadar perkara legal-konstitusional.

G. Kebebasan Beragama: Kompromi yang Tidak Mudah

Penentuan dasar negara memicu polemik hebat antara “golongan
kebangsaan” dan “golongan Islam” Pembahasan mengenai posisi agama
dalam negara yang akan dibentuk memang tidak mudah diputuskan,
bahkan dapat berujung pada perpecahan.

Hal ini sudah diprediksi oleh Hadikoesoemo. Ketika menegaskan
usulannya agar Indonesia Merdeka didasarkan pada Islam, dia
menuding agama, yang seharusnya menjadi pemersatu, telah mencerai-
beraikan akibat politik pecah-belah penjajahan Belanda selama
350 tahun. Menurutnya, agama yang seharusnya menjadi pengikat
persatuan, berubah menjadi “pangkal percekcokan dan perpecahan
bila perkara itu dibicarakan. Sehingga kebanyakan orang merasa kuatir
dan takut membicarakannya,” ujarnya (Bahar dan Hudawati, 1998, h.
38). Kesulitan mencari titik temu antara kubu nasionalis dan Islam saat
membahas mengenai agama dan negara juga terekam dari perkataan
Soekarno sebelum membacakan jalan keluar yang dihasilkan oleh
sebuah panitia kecil bikinannya (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 116).

Melaluiinsiatif Soekarno sendiri, persoalaninimasuk dalamagenda
yang dibahas oleh sebuah Panitia Kecil beranggotakan sembilan orang
selama masa reses persidangan antara 2 Juni-9 Juli 1945. Mereka adalah
Hatta, Muh. Yamin, Soebardjo, Maramis, Soekarno, Kahar Moezakir,
Wachid Hasjim, Abikoesno, dan Agoes Salim (Bahar dan Hudawati,
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1998, h. 116). Pada Sidang Kedua, 10 Juli 1945, dengan agenda utama
pembahasan mengenai bentuk negara, Soekarno menyampaikan hasil
pertemuan Panitia Sembilan. Dalam pidatonya, Soekarno mengaku
prakarsa dirinya mengadakan pertemuan ini keluar dari agenda atau
tata tertib persidangan; desakan agar kemerdekaan Indonesia selekas-
lekasnya dinyatakan dan makin dekatnya pasukan Sekutu adalah alasan
di balik keputusan itu. Dia mengatakan, “Apa arti formaliteit jikalau
kanan-kiri kita menggunturkan-menggeledek gempa-petir-halilintar
meriam, bom, dinamiet?” (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 114).

Walhasil, sebuah dokumen yang kemudian masyhur dengan nama
“Piagam Jakarta”—istilah ini berasal dari Yamin—disodorkan oleh
Soekarno, sembari berharap anggota sidang menyetujuinya sebagai
preambul UUD 1945. Berhubung rapat kali ini membahas bentuk
negara, arah pembicaraan sidang lebih pada apakah Indonesia akan
berbentuk republik ataukah federal. Menarik bila kita melihat respons
“golongan Islam.” Mengenai bentuk negara, mereka mengaku tidak
mempersoalkan antara republik atau monarki karena yang terpening
isinya. “Itu hanya soal etiket saja,” kata Soekiman, meski pada akhirnya
dia menyatakan lebih setuju dengan republik atau negara persatuan
karena menjadi bentuk akhir permulaan timbulnya hubungan negara
dan lebih menjamin kedaulatan rakyat (Bahar dan Hudawati, 1998, h.
142). Sepertinya, sikap Soekiman ini terkait dengan keputusan Panitia
Sembilan yang disebutnya sebagai Gentlemen Agreement. Namun
demikian, Sanoesi mengusulkan negara dipimpin oleh seorang “Imam”
dengan pertimbangan 95% penduduk Indonesia mayoritas Islam
(Bahar dan Hudawati, 1998, h. 142). Keputusan diambil melalui voting
dengan keunggulan telak kubu “republik.”

Perdebatan pertama mengenai kebebasan beragama mengemuka
saat pembahasan Rancangan UUD 1945 yang dilakukan oleh Panitia
Perancang Hukum Dasar pada 11 Juli 1945. Salah satu poin yang
memantik keberatan dari sejumlah anggota adalah kalimat dalam
“Piagam Jakarta” yang berbunyi “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” Keberatan
pertama datang dari Latuharhary: “Saya tidak setuju dengan semuanya,
yaitu dengan perkataan ke-Tuhanan” Menurutnya, kalimat ini
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menyimpan benih perpecahan, khususnya pada agama lain dan juga
dapat menimbulkan perasaan tidak senang kepada penganut Islam
sendiri. “Salah satu anggota mengatakan pada saya bahwa terhadap
pada adat-istiadat Minangkabau, rakyat yang menjalankan agama
Islam harus meninggalkan adat-istiadatnya,” lanjut dia (Bahar dan
Hudawati, 1998, h. 239).

Agoes Salim berusaha meyakinkan Latuharhary bahwa kalimat
ini tidak akan menimbulkan pertikaian. Dia mengemukakan dua
argumen: pertama, perbedaan hukum Islam dan hukum Adat di
Minangkabau sudah selesai. Pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan
tapi kekuasaan pemerintah diperlukan untuk memberi jaminan jikalau
muslim mau berpindah dari hukum adat ke hukum Islam. Kedua,
menjalankan syariat adalah kewajiban bagi muslim, tidak bergantung
pada ada tidaknya Indonesia Merdeka atau hukum dasar di dalamnya.
“Itu adalah satu hak bagi umat Islam yang dipegangnya,” ujar Salim.
Wongsonegoro mengusulkan penambahan “pemeluk-pemeluk agama
lain dengan jalan menurut agamanya masing-masing,” tapi segera
disela oleh Djajadiningrat: “apakah ini tidak menimbulkan fanatisme,
misalnya memaksa sembahyang, memaksa salat, dan lain-lain.”

Wachid Hasjim meneruskan bahwa jika nanti ada paksaan, maka
dapat diajukan dan diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dan
perwakilan. “Saya sudah mengemukakan bahwa ini hasil kompromis
yang kita peroleh, dan jika dijadikan lebih tajam, dapat menimbulkan
kesukaran,” tambah Hasjim sambil menyinggung ucapan Sanoesi yang
menganggap kalimat itu masih kurang tajam. Di akhir bantahannya,
dia bercerita kalau ada orang yang bertanya apakah dengan kalimat itu
“orang Islam sudah boleh berjuang menceburkan jiwanya untuk negara
yang akan kita dirikan ini,” kata Hasjim. Untuk mengakhir perdebatan,
Soekarno mengingatkan bahwa kalimat ini adalah kompromi untuk
menyelesaikan pertentangan yang terjadi. “Kompromi itu pun sudah
terdapat sesudah keringat kita menetes,” kata Soekarno (Bahar dan
Hudawati, 1998, h. 239-241). Perdebatan untuk sementara berhenti
dan pembicaraan sidang mengarah pada isu kewarganegaraan.

Perdebatan kedua terjadi dalam sidang lanjutan Panitia Perancang
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UUD pada 13 Juli 1945. Wachid Hasjim mengusulkan tambahan kata
“yang beragama Islam” pada Pasal 4 Ayat 2 tentang Presiden; selain
itu, dia juga meminta agar “Agama negara ialah agama Islam” dalam
Pasal 29 Tentang Agama: “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agama apa pun dan untuk beribadat menurut agamanya
masing-masing” Alasannya terkait dengan bela negara; “karena
menurut ajaran Agama, nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi
agama,” katanya (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 247). Agoes Salim,
mantan petinggi Sarekat Islam, mempertanyakan usulan Hasjim
karena mementahkan lagi kompromi yang sudah dibuat. “Apakah
artinya janji kita untuk melindungi agama lain,” tanya dia lebih lanjut.
Wongsonegoro, yang tercengang karena kompromi mentah lagi,
mengusulkan kata “kepercayaannya” dalam Pasal 29 Ayat 2 karena
khawatir ayat ini nanti ditafsirkan “negara boleh memaksa orang Islam
untuk menjalankan syari'at agama” (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 247).

Perdebatan ketiga terjadi dalam Sidang Kedua BPUPKI pada 14
Juli 1945 yang membahas tentang pernyataan kemerdekaan. Keberatan
datang dari Hadikoesoemo, salah seorang protagonis negara Islam. Dia
bersikeras agar kalimat “bagi pemeluk-pemeluknya” pada tujuh kata
“Piagam Jakarta” dibuang karena mengesankan akan ada dua peraturan:
satu untuk umat Islam dan satu bukan Islam. Untuk menguatkan
argumennya, Hadikoesoemo menyebut Budi Utomo yang merasa
terhina ketika ditanya bagaimana bila di Indonesia, laiknya di Amerika,
diberlakukan hukum larangan minuman keras bagi orang-orang Islam
saja. Soekarno mengingatkan kalau kalimat itu dibuang dapat diartikan
tiada kewajiban bagi orang Islam untuk menjalankan syariat Islam.
Hadikoesoemo tetap bersikukuh dan mengatakan, sebagai jawaban
atas Soekarno, kalau “Pemerintah tidak bisa menjalankan syariat Islam,
Pemerintah tidak boleh memeriksa agama” (Bahar dan Hudawati,
1998, h. 270). Karena mufakat sulit dicapai, Radjiman menawarkan
agar dilakukan pemungutan suara (disterm). Abikoesno menolak karena
cara itu akan memberi kesan adanya perpecahan pada dunia luar. Dia
meminta agar kompromi tetap dipertahankan demi persatuan. “Untuk
mengadakan persatuan, janganlah terlihat perbedaan paham tentang
soal ini dari steman,” ujarnya. Usulan ini diterima Hadikoesoemo dan
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para anggota sidang yang lain. (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 271).

Keesokan harinya, 15 Juli 1945, BPUPKI kembali menggelar
sidang lanjutan. Soepomo membacakan pokok-pokok pikiran pasal-
pasal yang dihasilkan oleh Panitia Pembentuk Undang-Undang Dasar,
termasuk Pasal 28: “1) Negara berdasar atas Ke-Tuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya; 2) Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama
lain dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-
masing” Soepomo mengingatkan semua anggota agar memegang
teguh pasal ini karena merupakan kompromi Gentlemen Agreement
antara “golongan kebangsaan” dan “golongan agama.” Dia mengartikan
kompromi sebagai sikap “memberi” dan “menerima,” dan kedua
pihak tidak boleh meminta lebih dari apa yang sudah disepakati. Dia
juga menjelaskan bahwa dengan permufakatan ini Negara Indonesia
memperhatikan keistimewaan mayoritas penduduk yang beragama
Islam karena mereka punya pengaruh besar dalam bidang apa pun
(Bahar dan Hudawati, 1998, h. 291).

Lagi-lagi penolakan datang dari Hadikoesoemo. Meski Radjiman,
sebagai ketua BPUPKI, berupaya mendorong agar persoalan ini tidak
diperpanjang lagi, Hadikoesoemo bersikukuh meminta penjelasan
mengenai “berdasar ke-Tuhanan dengan menjalankan syariat Islam
bagi pemeluknya” Dia menegaskan bahwa dirinya tidak mufakat
meski akan menerima apa pun keputusan sidang. Abdul Fatah Hasan
mempersoalkan Ayat 2 yang menurutnya dapat menyinggung perasaan
muslim karena “mengandung sedikit suggestie halus, yang menimbulkan
perkiraan bahwa dalam Negara Republik Indonesia, salah satu kaum
muslimin meninggalkan agamanya dan kembali kepada agama lain”;
dia mengusulkan kata “untuk” diganti “dan,” sehingga menjadi “tiap-
tiap penduduk yang memeluk agamalain” Soepomo meluruskan bahwa
maksud panitia dengan ayat ini adalah menghilangkan kekhawatiran
penganut agama lain tentang kemerdekaan agama mereka. Usulan
Abdul Fatah didukung Sanoesi tapi dimentahkan oleh Latuharhary
karena akan mengubah substansi ayat; “Sebab maksud Panitia, yaitu
menghormati agama, bukan menghormati orang yang memeluk
agama,” ujarnya sambil meminta agar bunyi ayat tetap seperti semula.
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Untuk mengatasi kebingungan Abdul Fatah, Dahler mengusulkan
redaksi diubah menjadi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk menganut agamanya dan akan beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya masing-masing” Usulan Dahler mem-
peroleh dukungan Abdul Fatah, Hatta dan Soepomo (Bahar dan
Hudawati, 1998, h. 364-365).

Suasana semakin memanas tatkala Hadikoesoemo kembali
mengungkit perihal Islam sebagai dasar negara. Mendukung usulan
Moezakir, dia melakukan zero-sum-game soal opsi antara Islam sebagai
dasar negara atau tidak: kalau tidak, maka sekalian netral saja pada
agama. “Itu terang-terangan saja, jangan diambil sedikit kompromis
seperti Tuan Soekarno katakan,” ujarnya. Hadikoesoemo mengatakan
bahwa kalau negara memilih netral, tidak usah lagi memasukkan
kata-kata Islam. Dia mengusulkan agar dilakukan pemungutan suara
siapa yang setuju atau tidak negara didasarkan pada agama. “Kalau
diputuskan tidak, habis perkara. Kalau masih ada pendapat, bagaimana
dasarnya, Kristenkah, Islamkah, Buddhakah, atau lainnya lagi; ini baru
bolehlah kita memilih; jadi, terang dan beres” Sadar situasi memanas,
Sanoesi meminta agar keputusan ditunda dan musyawarah dilakukan
dengan tenang dan kepala dingin (Bahar dan Hudawati, 1998, h. 376-
377).

Pada 16 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang terakhirnya
mengenai pembahasan Rancangan UUD 1945. Soekarno memulai
pidatonya dengan menekankan semangat persatuan dan pengorbanan
demi segera terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Dia meminta
kepada “golongan kebangsaan” untuk melakukan sebuah pengorbanan
(offer) dengan menerima keputusan bahwa “Presiden Republik
Indonesia haruslah orang Indonesia aseli yang beragama Islam.”
Soekarno melihat bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas Islam
merupakan kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Demikian pula,
Soekarno meminta agar Pasal 28 Ayat 1 dan 2 diterima secara bulat oleh
semua anggota sebagai bentuk pengorbanan, khususnya dari golongan
kebangsaan. “Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya
sukalah saudara-saudara menjalankan offer ini kepada tanah air dan
bangsa kita ... supaya Indonesia Merdeka bisa lekas damai,” ujarnya
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(Bahar dan Hudawati, 1998: 381-382).

BPUPKI berakhir pada 7 Agustus 1945, digantikan oleh badan lain
yang diberi nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Mandat utamanya adalah mempersiapkan pemindahan kekuasaan
dari Jepang dan juga menyusun segala hal yang terkait dengan ke-
tatanegaraan Indonesia Merdeka yang diproklamasikan pada 17
Agustus 1945. PPKI melakukan sidang pertamanya sehari setelah gema
kemerdekaan berkumandang, melanjutkan Rancangan UUD 1945
yang telah dihasilkan oleh BPUPKI. Perubahan penting terjadi selama
persidangan PPKI, khususnya terkait “Piagam Jakarta” dan pasal-pasal
tentang kebebasan beragama.

Pada 18 Agustus 1945, Hatta membacakan sejumlah perubahan
fundamental terhadap Rancangan UUD 1945. Tujuh kata dalam
“Piagam Jakarta” lenyap, menyisakan “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”
Demikian pula, pasal-pasal yang memicu debat panas mengalami pe-
rubahan signifikan; presiden tidak harus “yang beragama Islam,” cukup
“orang Indonesia asli” Pasal 29 Ayat 1 menjadi lebih ringkas: “Negara
berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa” Dalam memoarnya, Hatta
menjelaskan muasal perubahan itu: pada suatu sore setelah proklamasi
kemerdekaan, dia menerima laporan seorang opsir utusan Kaigun
(Angkatan Laut Jepang) yang dia sendiri lupa namanya. Katanya,
masyarakat Kristen di wilayah Timur memilih tidak bergabung dengan
Indonesia bila “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta masih dipertahankan
karena itu mendiskriminasi mereka. Hatta juga mengeklaim perubahan
itu adalah hasil kesepakatan dengan beberapa tokoh muslim
(Hadikoesoemo, Wachid Hasjim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku
Muhammad Hassan) dalam sebuah pertemuan singkat—sekitar lima
belas menit—sebelum sidang pertama BPUPKI (Hatta, 1969, h. 59).
Penghapusan tujuh kata dalam “Piagam Jakarta” masih menyimpan
misteri dan spekulasi; apakah keputusan ini murni didasari kepentingan
untuk menjaga persatuan Republik, ataukah hanya strategi “golongan
nasionalis” untuk mementahkan kompromi sebelumnya sekaligus
menghadang konfesionalisasi Islam dalam konstitusi dan sistem
ketatanegaraan Indonesia (Ropi, 2017, h. 72-73).
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Elson (2009, h. 123-126) mensinyalir setidaknya ada empat alasan
mengapa perubahan-perubahan yang dibacakan Hatta tidak memicu
perdebatan lebih jauh, terutama dari golongan Islam. Pertama,
komposisikeanggotaan golongan Islam dalam PPKIsemakin berkurang.
Hanya tiga orang, yaitu Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikoesoemo, dan
Kasman Singodimejo, yang benar-benar dapat dikatakan mewakili
suara Islam. Bahkan, dari sekian anggota perumus awal “Piagam
Jakarta’, hanya tiga saja yang hadir, itu pun tidak ada yang berasal
dari kubu Islam (Wachid Hasjim baru hadir rapat pada 19 Agustus
karena harus menempuh perjalanan dari Surabaya). Pertimbangan
menjaga persatuan di tengah situasi kritis sehari setelah kemerdekaan
mungkin menjadi alasan keduanya menerima usulan Hatta. Kedua,
rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” mampu meluluhkan kelompok
muslim, khususnya Kasman, karena sesuai dengan monoteisme Islam.
Ketiga, keberhasilan Hatta meyakinkan golongan Islam bahwa usulan
penerapan syariah Islam dapat diusulkan kembali ke parlemen setelah
Konstitusi disahkan. Keempat, dan ini alasan terkuat, keberhasilan
Kasman meyakinkan Hadikoesoemo akan kemenangan konstitusional
Islam saat pemilu diselenggarakan dan MPR dibentuk

H. Kesimpulan

Pada masa pendudukan Jepang, isu kerukunan sangat terkait
dengan kepentingan menggalang persatuan dan kerja sama rakyat
Indonesia demi kepentingan perang Jepang. Masa-masa pendudukan
Jepang punya peran besar dalam melembagakan kerukunan melalui
unit-unit sosial yang didirikan. Melalui unit rukun tangga, nilai-nilai
tradisional Jawa seperti gotong royong dan kekeluargaan mengatur
relasi sosial yang bahkan bertahan hingga sekarang. Kecenderungan
ini bergeser pada 1950-an ketika ada kepentingan bagi Kemenag untuk
memiliki definisi tegas tentang agama seiring bermunculannya aliran-
aliran yang dianggap menghina Islam.

Kontestasi antara kebebasan dan kerukunan (persatuan) meng-
emuka secara formal dalam debat-debat di persidangan BPUPKI.
Kerukunan, dalam artinya yang minimal, yaitu “situasi di mana tidak
ada konflik, atau konflik dapat diselesaikan dengan beradab, tanpa
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kekerasan” (Bagir, 2017, h. 8) memengaruhi bagaimana para pendiri
bangsa mengonstruksi kebebasan dalam bingkai nilai-nilai komunal:
kekeluargaan, musyawarah-mufakat, dan gotong royong. Kita melihat
bahwa relasi antara kebebasan dan kerukunan dalam konteks agama di
masa-masa awal perumusannya bersifat positif dan pragmatis. Artinya,
dorongan bagi keberadaan pasal tentang kebebasan beragama saat itu
tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kontrol terhadap
agama. Sebaliknya, ia diarahkan untuk memupuk persatuan dan
solidaritas demi melapangkan jalan menuju kemerdekaan Indonesia
yang dipandang mendesak saat itu.

Namun demikian, relasi positif antara kebebasan dan kerukunan
ini bukan tanpa ketegangan. Di satu sisi ia berperan positif bagi
terciptanya persatuan, tetapi di sisi lain ia mengancam kebebasan. Di
antara ketegangan tersebut adalah: penghapusan “tujuh kata” dalam
“Piagam Jakarta” karena alasan persatuan untuk sementara dapat
mengatasi pertentangan antara “golongan nasionalis” dan “golongan
Islam” Dengan menetapkan negara “Berdasarkan ke-Tuhanan Yang
Maha Esa,” yang sekaligus menjadi sila pertama Pancasila, Indonesia
menahbiskan diri sebagai “bukan negara sekuler, bukan pula negara
agama” Konsep “Tuhan” yang umum dan netral ini memberi ruang
bagi siapa saja yang menyembah Tuhan untuk masuk ke dalamnya
(Bolland, 1971, h. 78). Pilihan ini dapat dikatakan tepat untuk mengatasi
relasi buruk antar agama, terutama Islam dan Kristen, terkait dengan
proselitisasi yang sudah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan.
Namun demikian, sekalipun dapat menyatukan demi alasan
kemerdekaan, “Ketuhanan” ini juga punya daya untuk mengeksklusi
pihak liyan demi membangun solidaritas atau memunculkan apa
yang oleh Menchik (2016) disebut “intoleransi produktif,” khususnya
terhadap mereka yang tidak beragama atau berada di luar ortodoksi
keagamaan.
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BAB III

Suara Hak Asasi Manusia
dan Kebebasan Beragama dari
Persidangan Konstituante, 1956-1959

Suhadi Cholil

Bab ini mengkaji dinamika diskursus “Hak Asasi Manusia (HA M)”
dan “kebebasan beragama” pada satu sisi dan ketegangannya dengan
diskursus lain yang berkembang selama proses perumusan konstitusi
oleh Dewan Konstituante pada 1956 sampai 1959. ! Oleh karena itu,
pembahasan mengenai HAM menempati satu sub-bab, dan kebebasan
beragama dan berkeyakinan juga menempati satu sub-bab khusus.

Sejak awal, Soekarno menyadari rapuhnya konsensus yang terekam
di dalam UUD 1945 dan mengambil ancang-ancang untuk meng-
usulkan ruang perdebatan tentang ideologi negara dalam suasana yang
lebih tenteram dan sehat. Soekarno berpandangan bahwa Undang-
Undang yang ada saat itu adalah “undang-undang dasar sementara”
atau “undang-undang dasar kilat” (Yamin 1959, h. 410). Namun pada
kenyataannya, revolusi fisik masih terus berlangsung beberapa tahun

"' Babinibanyak mengutip dokumen darisidang Dewan Konstituante yang menggunaan
Ejaan Soewardi atau Ejaan Republik yang berlaku antara 1947 sampai 1972. Dalam
tulisan ini, kutipan yang menggunakan ejaan tersebut telah disesuaikan dengan Ejaan
Yang Disempurnakan yang biasa dipakai pada saat ini. Penulis mengucapkan banyak
terimakasih kepada Suheri, alumni CRCS UGM, yang membantu melakukan koding
data dari sebagian dokumen sidang Dewan Konstituante.
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setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Sebagaimana banyak dicatat dalam sejarah, kesempatan untuk
memperbincangkan kembali konstitusi yang lebih demokratis muncul
pasca-Pemilu pertama pada 1955, bersamaan dengan pembentukan
Dewan Konstituante pada 1956. Mandat pokok Dewan Konstituante
adalah menyusun dan memutuskan UUD yang lebih permanen. Pada
saat itu, konstitusi yang dimiliki Indonesia adalah Undang-Undang
Dasar Sementara (UUDS) 1950. Sebelumnya, UUD 1945 pada 27
Desember 1949 diubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat
(Konstitusi RIS) 1949 sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar
dengan Belanda di Den Haag. Usia Konstitusi RIS 1949 tidak lama,
kurang dari setahun. Setelah Konstitusi RIS 1949 tidak diberlakukan
lagi pada 17 Agustus 1950, konstitusi Indonesia diganti dengan
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang berlaku sampai
5 Juli 1959 (Ropi, 2017, h. 79).

Masa Dewan Konstituante ini dipilih karena pada era ini terdapat
polemik yang mendalam dan kaya mengenai diskursus HAM dan
kebebasan beragama atau berkeyakinan yang jarang terjadi dalam
perumusan konstitusi pada periode sebelum maupun setelahnya.
Dewan Konstituante yang dipilih oleh anggota DPR hasil Pemilu 1955
bertugas menyusun UUD baru pengganti UUDS 1950. Mereka terdiri
dari 544 anggota yang bersidang pertama kali mulai 10 November
1956. Meskipun pada akhirnya Dewan Konstituante tidak pernah
benar-benar menghasilkan UUD yang dapat disepakati bersama
sampai kemudian dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit
Presiden, namun polemik di dalamnya menarik dicermati sebagai
bahan perbandingan atas perkembangan diskursus “hak asasi manusia”
dan “kebebasan” pada era lain di buku ini.

A. UUDS 1950: Latar Polemik

Naskah UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.
Naskah itu tidak memuat secara spesifik bab Hak Asasi Manusia,
meskipun secara substansi terdapat banyak pasal mengenai hak asasi
manusia. Hak dalam bidang “agama” dan “kepercayaan” tertera di
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Pasal 29 yang kemudian banyak dikutip dalam berbagai perdebatan
di tahun-tahun setelahnya, bahkan hingga kini. Teks yang sama juga
tetap dipertahankan dalam Amandemen UUD 1945 di era Reformasi
1999-2002.

Pasal 29: (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
Esa” (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Satu hal yang penting digarisbawahi adalah pilihan kata
“kemerdekaan” di Pasal 2 tersebut. Sebagian sarjana memahami “ke-
merdekaan beragama” secara umum memiliki makna yang serupa
dengan “kebebasan beragama” Pandangan lain menyebutkan istilah
kemerdekaan beragama memiliki konteks kultural yang khas Indonesia
pada saat konstitusi tersebut disusun. Konteks kultural tersebut
adalah pentingnya menghormati harmoni sosial dan menghargai
perbedaan agama di Indonesia, daripada kebebasan dan otonomi
individu (Hosen, 2007; Crouch, 2016). Kemerdekaan beragama
mengedepankan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam persoalan
agama. Sementara itu, seperti nanti dapat kita lihat, baik dalam UUDS
1950 maupun perdebatan selama sidang-sidang Dewan Konstituante,
term “kebebasan beragama” banyak digunakan.

Berbeda dengan UUD 1945, UUDS 1950 memuat banyak sekali
bab, bagian, atau pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia. Bagian V dari
konstitusi tersebut bertajuk “Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar
manusia.” Bagian itu terdiri dari 28 pasal, yaitu dari Pasal 7 sampai Pasal
34. Dari sisi jumlah pasal, tampak perhatian UUDS 1950 terhadap
HAM sangat besar. Hak-hak yang diberikan jaminan di dalamnya
antara lain hak perlindungan diri, penolakan terhadap perbudakan,
siksaan, persamaan di depan hukum, jaminan terhadap kerahasiaan
pribadi, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul,
hak berdemokrasi, hak untuk mogok, hak politik, hak milik, hak
memperoleh pekerjaan, hak mendirikan serikat, hak mengajar dan
memperoleh pengajaran, dan lain-lain. Besarnya muatan HAM dalam
UUDS 1950 tampaknya tak lepas dari pengaruh keberadaan Konstitusi
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Republik Indonesia Serikat sebelumnya, hasil dari kesepakatan ne-
gosiasi Indonesia dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di
Den Haag pada 1949. Konstitusi tersebut merupakan rumusan Panitia
Urusan Ketatanegaraan dan Hukum Tatanegara yang beranggotakan
orang Indonesia dan Belanda (Butt dan Lindsey, 2018, h. 5).

UUDS 1950 memberikan porsi pembahasan mengenai agama
(baca: kebebasan beragama atau berkeyakinan) lebih besar dan detail
dibanding UUD 1945. Konstitusi RIS 1949 juga demikian, memuat
pasal agama atau kebebasan beragama lebih rinci dibanding UUD 1945.
Dalam disertasi yang kemudian diterbitkan, Ismatu Ropi menyusun
tabel perbandingan tiga konstitusi tersebut dalam membicarakan
agama atau kebebasan beragam dan berkeyakinan sebagaimana
dikutip di bawah ini (Ropi, 2017, h. 81). Setelah itu, tulisan ini lebih
banyak mengeksplorasi tabel menyangkut UUDS 1950 dan tidak UUD
RIS 1949. Meski demikian, dengan dimasukkannya pasal-pasal agama
dari Konstitusi RIS 1949 ke dalam tabel, pembaca diharapkan secara
bersamaan dapat mencermati perbandingan tiga konstitusi Indonesia
tersebut.



Tabel III-1. Pasal-pasal mengenai agama dalam tiga Konstitusi

Ketegangan Kebebasan dan Kerukunan Beragama di Indonesia

Indonesia
UUD 1945 Konstitusi RIS 1949 UUDS 1950
Pasal 29: Pasal 18: Pasal 18:
(1) Negara berdasar Setiap orang berhak Setiap orang berhak
atas Ketuhanan atas kebebasan pikiran | atas kebebasan
Yang Maha Esa. keinsafan batin dan agama, keinsafan

(2) Negara menjamin
kemerdekaan tiap-
tiap penduduk
untuk memeluk
agamanya masing-
masing dan untuk
beribadat menurut
agamanya dan
kepercayaannya itu”.

agama; hak ini meliputi
pula kebebasan bertukar
agama atau keyakinan,
begitu pula kebebasan
menganut agamanya
atau keyakinannya,
baik sendiri maupun
bersama-sama dengan
orang lain, baik di
muka umum maupun
dalam lingkungannya
sendiri dengan

jalan mengajarkan,
mengamalkan,
beribadat, menaati
perintah dan aturan-
aturan agama, serta
dengan jalan mendidik
anak-anak dalam

iman dan keyakinan
orang tua mereka.

batin dan pikiran.
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Pasal 41

(1) Penguasa memberi
perlindungan yang
sama kepada segala
perkumpulan dan
persekutuan agama
yang diakui.

(2) Penguasa
mengawasi supaya
segala persekutuan dan
perkumpulan agama
patuh-taat kepada
Undang-undang,
termasuk aturan-aturan
hukum yang tak tertulis.

Pasal 43

(1) Negara berdasar
atas Ke-Tuhanan
Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin
kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk
memeluk agamanya
masing-masing dan
untuk beribadat
menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.

(3) Penguasa memberi
perlindungan yang
sama kepada segala
perkumpulan dan
persekutuan agama
yang diakui. Pemberian
sokongan berupa apa
pun oleh penguasa
kepada penjabat-
penjabat agama

dan persekutuan-
persekutuan atau
perkumpulan-
perkumpulan agama
dilakukan atas

dasar sama hak.

(4) Penguasa
mengawasi supaya
segala persekutuan

dan perkumpulan
agama patuh-taat
kepada undang-undang
termasuk aturan-aturan
hukum yang tak tertulis.

Sumber: Ropi, 2017, h. 81.
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Pasal 3 ayat 3 UUDS 1950 memberikan penegasan terhadap
“perlindungan” terhadap “perkumpulan,” “persekutuan,” serta “pejabat
agama” Pernyataan yang penting digarisbawahi adalah bentuk “per-
lindungan yang sama” terhadap “agama yang diakui” Konstitusi era
itu sudah menyebut konsep agama yang diakui, ketika membicarakan
pemenuhan perlindungan. Ayat 4 menekankan aspek pengawasan
penguasa terhadap persekutuan dan perkumpulan agama. Di dalam
penjelasan Pasal 43 ayat 3 UUDS 1950, disebut secara eksplisit keterangan
bahwa, “dasar sama-hak yang harus diperhatikan oleh penguasa dalam
memberikan sokongan kepada pejabat-pejabat agama dan persekutuan-
persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama” Artinya, prinsip
persamaan bagi agama-agama yang berbeda memperoleh penekanan
yang sangat penting.

Satu ayat yang sangat kuat menurut perspektif HAM dalam UUDS
1950 adalah Pasal 18 dengan kata-kata yang cukup singkat sebagai
berikut, yaitu, “Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsafan
batin dan pikiran” Term yang dipilih dalam Pasal 18 tersebut sangat
tegas: hak “kebebasan agama” Pada 1950, sepertinya pembicaraan ten-
tang konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan belum menyebar
luas di masyarakat. Asal-usul pasal itu disebut dalam penjelasan UUDS
1950 bahwa Pasal 18 termasuk “sudah meliputi apa yang dimaksud
dalam pasal 18 Universal Declaration of Human Rights” Berarti, pasal ini
diakui diinspirasi oleh Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Satu pasal lagi mengenai hak beragama yang termaktub dalam UUDS
1950 Pasal 41 ayat 3 berbunyi sebagai berikut:

“Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang
diberikan atas dasar memperdalam keinsafan kebangsaan,
mempererat  persatuan  Indonesia, membangun dan
memperdalam perasaan perikemanusiaan, kesabaran, dan
penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap
orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran
untuk mengajarkan pelajaran agama sesuai dengan keinginan
orang-tua murid-murid”.
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Pasal 41 ayat 3 tersebut terkait dengan hak pengajaran atau
pendidikan agama. Sekilas ini tampak mirip dengan sebuah pasal di
dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang pada umumnya dipahami mewajibkan sekolah menyediakan
pendidikan agama bagi siswa sesuai agamanya dan diajarkan oleh guru
yang seagama dengan siswa.'? Pasal 41 ayat 3 tidak sampai mengandung
aspek pewajiban, tetapi menyerahkan pilihan kepada orang tua,
tampaknya termasuk jika orang tua tidak menghendaki anaknya ikut
pengajaran agama (Suhadi, 2014). Di pasal tersebut, dasar pengajaran
agama jelas, yaitu untuk memperdalam pemahaman kebangsaan,
untuk mempererat persatuan Indonesia, dan memperdalam perasaan
perikemanusiaan.

UUDS 1950 juga memperkenalkan konsep pembatasan hak atau
pembatasan kebebasan. Hal itu mengingatkan kita pada pembatasan
hak dalam Pasal 28] ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002,
sesuatu yang tidak ada dalam UUD 1945 (asli) sebelum amandemen.
Pasal tentang pembatasan hak dalam UUDS 1950 dituangkan dalam
Pasal 33.

“Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang
diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan
peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk
menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada
terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan
untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman,
kesusilaan, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang
demokratis”.

Selain memberikan pernyataan mengenai prosedur pembatasan,
yaitu harus melalui peraturan perundang-undangan, pembatasan ini
memberikan panduan dasar-dasar pembatasan yang diperbolehkan,
yaitu demi “ketenteraman”, “kesusilaan’, dan “kesejahteraan” dalam
konteks masyarakat yang demokratis. Dasar-dasar tersebut agak
berbeda dengan ketentuan Pasal 28] dalam UUD 1945 hasilamandemen

12 Soal ini pun sebenarnya dapat diperdebatkan, karena teks di dalam UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah hak. Dalam perspektif hukum, hak
memiliki pengertian boleh diambil maupun tidak diambil.
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1999-2002, yaitu atas dasar pertimbangan “moral’, “nilai-nilai agama’,
“keamanan’, dan “ketertiban umum”"’

B. HAM dalam Sidang Dewan Konstituante 1956-1959

Sebagai sebuah dewan yang dibentuk oleh anggota DPR hasil
Pemilu 1955, Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD
baru pengganti UUDS 1950 mencerminkan perkembangan faksi-
faksi politik yang berkembang dalam Pemilu 1955. Adnan Buyung
Nasution (2009, h. 49-51) menyebutkan terdapat tiga faksi atau blog
ideologi anggota Dewan Konstituante yang berkembang pada saat itu.
Pertama, Faksi Pancasila, yang menjadi penyokong rumusan Pancasila
dalam Pembukaan UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950.4
Anggota Dewan Konstituante yang tergolong di dalamnya adalah partai
nasionalis terbesar PNI (116 suara) dan sebagian partai nasionalis yang
lebih kecil seperti IPKI (8 suara) dan GPPS (5 suara); partai-partai
Kristen seperti Parkindo (16 suara) dan Partai Katolik (10 suara); partai
komunis seperti PKI (60 suara) serta partai-partai yang berafiliasi pada
partai komunis, yaitu Republik Proklamasi (20 suara) dan Acoma (1
suara); berikutnya PSI (10 suara) yang beraliran sosial-demokratis, dan
fraksi minoritas Cina seperti Baperki (2 suara). Seluruh faksi Pancasila
ini menguasai separuh lebih sedikit suara Dewan Konstituante.

Kedua, Faksi Islam, yaitu golongan politik Islam yang sebagian
tokohnya merupakan tokoh BPUPKI 1945. Kelompok politik ini
terdiri dari Masyumi (112 suara), NU (91 suara), PSII (16 suara), Perti
(7 suara), PTI (1 suara), dan satu partai kecil lain yang berafiliasi pada
faksi Islam yaitu GPS (1 suara). Mereka semua menguasai hampir
separuh suara Dewan Konstituante. Ketiga, Faksi Sosial-Ekonomi
yang memiliki concern utama untuk mengawal dasar sosio-ekonomi
Indonesia menurut asas kekeluargaan sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Faksi politik ini terdiri dari Partai Murba (4 suara) yang berkarakter

'3 Mengenai pembatasan dan kritiknya dalam formula UUD 1945 hasil amandemen
lihat Zainal Abidin Bagir, Asfinawati, Suhadi, dan Renata Arianingtiyas, Membatasi
Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Yogyakarta: CRCS
UGM, 2019.

4 Gila 1: Ketuhanan; Sila 2: Perikemanusiaan; Sila 3: Kesatuan atau Nasionalisme; Sila
4: Permusyawaratan atau Demokrasi; Sila 5: Keadilan sosial.
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Marxis, Partai Buruh, dan sebagian anggota perorangan di Dewan
Konstituante. Jumlah anggota faksi ini cukup sedikit.

Pada umumnya, menyangkut persoalan HAM, ketiga golongan
faksi politik di atas tidak memiliki perbedaan berarti. Mereka
memandang positif hak asasi manusia. Perhatian Dewan Konstituante
terhadap HAM dilatari oleh kritik mereka terhadap UUD 1945 yang
tidak memiliki perhatian memadai terhadap HAM. Seorang anggota
dewan menyatakan dalam sebuah sidang mengenai kekurangan UUD
1945, yaitu “.. tidak adanya Hak-hak Asasi Manusia menurut ke-
laziman Konstitusi modern ...” Pernyataan tersebut dilontarkan pada
saat pemerintah mulai memunculkan gagasan untuk kembali ke UUD
1945.

Menurut sebagian anggota dewan, “... kembali kepada Undang-
undang Dasar 1945 tanpa dilengkapi dengan Hak-hak Asasi Manusia
samalah artinya dengan pencabutan hak-hak rakyat yang telah
dimilikinya secara mutlak dan formil selama kurang lebih 10 tahun,
tidakkah ini juga suatu ciri yang nyata bahwa Undang-undang
Dasar 1945 mempunyai kekurangan-kekurangan dan ketinggalan
zaman.” Di situ tampak jelas kritik tentang minimnya perhatian UUD
1945 terhadap HAM. Padahal setelah proses sidang Konstituante
dihentikan oleh Dekrit Presiden pada 1959, UUD 1945 diberlakukan
lagi sebagai konstitusi Indonesia selama 40 tahun dan baru kemudian
diamandemen pada awal era Reformasi. Berarti selama puluhan tahun
itu juga Indonesia sebenarnya tidak memiliki konstitusi dengan basis
HAM yang memadai.

Para pendukung HAM di Dewan Konstituante mengadaptasi
pengertian HAM yang mereka maksudkan sebagaimana yang berlaku
secara umum di dunia internasional. Mereka mengartikan HAM
sebagai, “... memberikan Hak-hak Asasi itu dan menjaminnya atas
tiap-tiap Warga negara Indonesia sebagai manusia yang merdeka
dengan hak-hak yang pada hakikatnya tidak boleh diganggu-gugat”
Dengan kalimat lain, seorang anggota Dewan menjelaskan di dalam
sebuah sidang Konstituante sebagai berikut :

“Saudara Ketua, ‘Hak-hak Asasi Manusia® adalah hak-hak
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yang berakar dalam setiap oknum pribadi manusia, justru
karena kemanusiaannya yang tidak dapat dicabut oleh siapa
pun juga karena bila dicabut hilanglah juga kemanusiaannya
itu” (Risalah Perundingan Konstituante, 1959, Jilid II, h. 633).

Setelah menjelaskan hal itu, kemudian dia menyebutkan bahwa
negara yang meniadakan atau mencabut HAM hanyalah negara yang
“totaliter;” meskipun boleh jadi tetap menggunakan kedok demokrasi.
Meninggalkan HAM, menurut pandangannya, adalah sama dengan
melawan kodrat manusia itu dan bertentangan dengan “kedaulatan
rakyat” dan berlawanan dengan “semangat kemerdekaan bangsa
Indonesia sendiri yang menentang penjajahan Belanda.” Sebab Belanda
telah menginjak-injak hak-hak asasi manusia penduduk Indonesia.
Di sepanjang Risalah Perundingan Konstituante, banyak muncul
pemahaman bahwa usaha untuk menghilangkan hak asasi manusia
sama dengan upaya melanggengkan penindasan penjajahan.

Penerimaan terhadap hak asasi manusia yang luas di kalangan
anggota Dewan Konstituante diwarnai kesan umum bahwa hak asasi
manusia adalah harapan untuk melepaskan rakyat dari segala bentuk
penindasan. Hak asasi manusia juga memiliki pengertian populis, yaitu
penghormatan terhadap hak rakyat. Pemenuhan atas hak asasi manusia
berkonotasi pada pembebasan terhadap penderitaan rakyat. Misalnya
pernyataan seorang anggota dewan, “demi penghormatan terhadap
hak-hak asasi rakyat jelata, hak-hak asasi rakyat kecil bahkan yang
tidak berdosa, tetapi hingga kini masih tetap menderita, bahkan terus-
menerus bertambah menderita® (Risalah Perundingan Konstituante,
1959, Jilid 11, h. 487).

Dalam rangkaian sidang-sidangnya mulai 28 Januari 1958 hingga
11 September 1958, Dewan Konstituante berhasil menyidangkan
materi-materi HAM yang dimasukkan ke dalam rancangan UUD.
Sidang-sidang tersebut melibatkan 113 anggota Dewan Konstituante
yang berbicara dalam 30 kali sidang. Dalam lampiran keputusan
pleno Konstituante yang tertuang dalam Risalah Perundingan
Konstituante, terdapat 19 materi hak asasi manusia yang disepakati
anggota Konstituante. Di luar itu, dalam kesepakatan perundingan

75



76

Ketegangan Kebebasan dan Kerukunan Beragama di Indonesia

Konstituante di Bandung pada 9 September 1958, hanya disebut 18
Pokok Materi Hak-hak Asasi Warga Negara. Sebelumnya, keputusan
sidang pada 13 Januari 1958 menulis kesepakatan 24 macam hak asasi
manusia. Berikut ini adalah 19 materi hak asasi manusia yang oleh para
ahli disebut mencerminkan kesepakatan akhir Konstituante.

1.

Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan kemerdekaan
dan keselamatan pribadinya.

Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum yang sungguh
dari hakim yang ditentukan untuk itu buat melawan segala
perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak dan kebebasan-
kebebasan yang diperkenankan baginya menurut hukum.

Tiada seorang jua pun akan disiksa, diperlakukan, atau dihukum
secara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.

Tiada seorang jua pun boleh ditangkap atau ditahan selain atas
perintah untuk itu oleh penguasa yang berhak untuk itu oleh
kekuasaan yang sah menurut Undang-undang dan aturan-aturan
yang berdasarkan Undang-undang dalam hal-hal dan menurut
cara yang diterangkan di dalamnya.

Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya,
memperoleh perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang
tidak memihak, dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah sesuatu tuntutan
hukuman yang diajukan terhadapnya beralasan atau tidak.

Bertentangan dengan kemauannya, tidak seorang jua pun dapat
dipisahkan daripada hakim, yang diberikan kepadanya oleh
aturan-aturan/peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Setiap orang yang dituntut karena tersangka melakukan sesuatu
peristiwa/tindakan pidana berhak dianggap tidak bersalah,
sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan,
menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang
itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu
untuk pembelaannya.

Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi
hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan
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yang berlaku terhadapnya.

Apabila ada perubahan dalam aturan-aturan sesuatu hukum, maka
dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi si tersangka.

Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan boleh diancamkan
hukuman berupa rampasan semua barang kepunyaan yang
bersalah.

Tiada seorang dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam
urusan perseorangannya, keluarganya, juga tidak diperkenankan
pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang
berhak memperoleh perlindungan oleh hukum terhadap gangguan-
gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.

Tempat kediaman setiap orang tidak boleh diganggu-gugat.

Menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki
suatu rumah atau tempat diam bertentangan dengan kehendak
orang yang mendiaminya, hanyalah boleh dilakukan dalam hal-hal
yang ditetapkan dalam aturan hukum yang berlaku baginya.

Hak istirahat dan libur bagi pegawai sipil dan militer, buruh/
pekerja, diakui dan diatur dengan Undang-undang.

(1) Pencabutan hak milik perseorangan untuk kepentingan umum
atas sesuatu benda atau hak, tidak dibolehkan, kecuali dengan
mengganti kerugian dan menurut aturan Undang-undang.
(2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan
umum, ataupun baik untuk selama-lamanya maupun beberapa
lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi oleh kekuasaan
umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan
menurut aturan-aturan Undang-undang, kecuali jika ditentukan
yang sebaliknya oleh aturan-aturan itu.

(1) Setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama, berhak dengan bebas mengajukan pengaduan kepada
penguasa baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
(2) Setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
berhak mengajukan permohonan pada penguasa baik dengan lisan
maupun dengan tulisan.
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17. Semua hubungan Pos, kawat, dan telepon akan dirahasiakan
dan tidak akan mengalami sensor atau penahanan kecuali dalam
keadaan-keadaan yang diatur dengan Undang-undang.

18. Hak menuntut ganti kerugian karena akibat penangkapan atau
penahanan yang tidak sah diakui dan diatur dengan Undang-
undang.

19. Hak untuk mencari dan memperoleh perlindungan terhadap
pengajaran politik diakui dan diatur dengan Undang-undang.

Dalam 19 materi hak asasi manusia di Konstituante tersebut, tidak
diatur mengenai kebebasan beragama. Jika di situ tidak disebut tentang
kebebasan beragama, tidak demikian dalam 24 materi hak asasi
manusia. Yang disebut terakhir mengatur dua poin materi kebebasan
beragama.

o Tidak seorang pun yang memasuki badan pendidikan akan dipinta
turut serta melakukan sesuatu perintah agama atau mengikuti
sesuatu peribadatan suatu agama, selain dari pada agama atau
aliran agamanya sendiri (Materi hak asasi manusia Poin 17 b).

o Hak menyatakan dan mempropaganda agama (Materi hak asasi
manusia Poin 22).

Perundingan-perundingan Konstituante tampaknya tidak banyak
menyinggung persoalan kebebasan beragama pada 1958, tetapi
perundingan-perundingan Konstituante setelahnya mulai banyak
memperdebatkan kebebasan beragama yang akan menjadi perhatian
utama bagian berikutnya di bawah ini.

C. Kebebasan Beragama

Mulai 1959, Dewan Konstituante banyak membicarakan persoalan
kebebasan beragama. Meminjam istilah dari Isaiah Berlin (Bruce Baum
dan Robert Nichols, 2013), kebanyakan diskursus dalam Konstituante
cenderung dominan aspek “kebebasan untuk” (freedom to), meskipun
ada juga polemik tentang “kebebasan dari” (freedom from) yang
cukup sengit. Istilah lain yang terkenal dari konsep “kebebasan untuk”
(freedom to) adalah “kebebasan positif”, sementara “kebebasan dari”
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(freedom from) adalah “kebebasan negatif”.

Di sini, kebebasan positif menyangkut bagaimana anggota Dewan
mengadvokasi gagasan agar negara memenuhi hak-hak keagamaan
umat beragama tertentu, biasanya dari golongannya. Lebih lanjut,
kebebasan positifjugaberartinegara menjadikekuatan yang mendorong
warganya. Dalam polemik di Dewan Konstituante, kadang negara
didorong menggunakan kekuatan memaksa agar melakukan sesuatu
berdasarkan nilai-nilai keagamaan tertentu. Sebaliknya, kebebasan
negatif berusaha agar warga negara cenderung tidak dipaksa untuk
melakukan sesuatu apa pun, termasuk nilai-nilai yang telah menjadi
kesepakatan pemimpin agamanya.

Gagasan kebebasan positif banyak disebut dalam perundingan-
perundingan di dalam sidang-sidang Konstituante. Di antara dasar yang
mengemuka adalah melindungi agama dari kerusakan-kerusakan yang
mungkin muncul akibat kemajuan bidang-bidang lainnya. Menarik
menyimak sebuah pernyataan atau sebuah aspirasi yang muncul,
misalnya gagasan agar usaha untuk memajukan gerakan kebudayaan
tidak bertentangan dengan, salah satunya, hukum agama:

“Gerakan kebudayaan harus disalurkan dan dibimbing oleh
Penguasa ke arah budi dan watak yang luhur. Oleh karena itu,
dalam memajukan dan memperkembangkan kebudayaan,
kesenian, dan ilmu pengetahuan, haruslah sesuai (tidak
bertentangan) dengan hukum-hukum agama dan/atau
kepercayaan dari masing-masing golongan penduduk ..”
(Risalah Perundingan Konstituante, 1959, Jilid II, h. 459-460).

Salah satu faksi besar di dalam Konstituante adalah faksi Islam.
Suara-suara dari faksi Islam banyak menyatakan tentang gagasan
kebebasan positif (freedom to). Di dalam faksi Islam sendiri tidak ada
suara tunggal, melainkan terdapat keragaman, termasuk dari pihak-
pihak yang mengedepankan sosialisme Islam. Ketika berbicara tentang
kesejahteraan rakyat, faksi Islam mengajukan aturan kewajiban zakat
untuk umat Islam (Risalah Perundingan Konstituante, 1958, Jilid 11, h.
2576):

79



80

Ketegangan Kebebasan dan Kerukunan Beragama di Indonesia

Untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, maka
Negara menjalankan:

a. Peraturan keuangan,
b. Peraturan zakat,

c. Peraturan wakaf,
d

Usaha-usaha amal lainnya dan diatur oleh Undang-undang.

Pendapat tersebut tampaknya berbeda dengan pandangan yang
mengedepankan pentingnya negara menjaga jarak atau memisahkan
diri dari agama yang biasanya menjadi rekomendasi pembela
HAM. Usulan agar negara memenuhi hak beragama warganya dan
memanfaatkan nilai serta ajaran agama untuk menyokong apa yang
dianggap ideal tidak hanya diperuntukkan bagi Islam. Banyak gagasan
sejenis juga muncul menyangkut agama lain, terutama Kristen (Risalah
Perundingan Konstituante, 1958, Jilid V, h. 2692).

Rumusan yang kedua berbunyi sebagai berikut, Negara berusaha
untuk:

a. mewujudkan bagi umat Islam dan para pemeluk agama lainnya
satu kehidupan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama masing-
masing, baik secara perseorangan maupun secara kolektif;

b. memungkinkan umat Islam dan para pemeluk agama lainnya
untuk memahami arti hidup sebagai yang dilukiskan kitab suci
masing-masing;

c. menghidupkan akhlak keagamaan untuk kebahagiaan rakyat dan
negara, dan;

d. mengatur dan menyusun organisasi dan administrasi zakat, wakaf,
mesjid-mesjid, gereja-gereja dan lain-lain rumah peribadatan
untuk kepentingan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama
yang bersangkutan.

<«

Pernyataan .. umat Islam dan para pemeluk agama lainnya
... pada poin pertama dan kedua di atas menegaskan pandangan
kebebasan positif untuk agama-agama secara umum, Islam, dan
lainnya. Poin keempat, menyatakan gagasan ketidakcanggungan untuk
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mendorong negara melakukan “intervensi” kepada lembaga-lembaga
keagamaan.

Dalam sebuah sidang pada 1958, terdapat pernyataan menarik yang
mungkin biasa dibandingkan dengan pemikiran tentang kebebasan
beragama yang biasa digunakan dalam pemahaman hak universal.
Meskipun bunyi pernyataannya, yaitu “supaya penguasa menjamin
dan memelihara/melindungi hak asasi kebebasan memeluk agama
dengan tidak dikurang-kurangi sedikit pun” (Risalah Perundingan
Konstituante, 1958, Jilid V, h. 2257), mirip dengan tuntutan kebebasan
beragama universal, tetapi konteks larangan untuk tidak mengurangi
kebebasan menganut agama itu adalah dalam pengertian kebebasan
positif. Pernyataan tersebut dilontarkan untuk mendorong pentingnya
memasukkan gagasan kebebasan positif ke dalam UUD yang sedang
diperbincangkan. H. Mansur Dt. Nagari Basa, anggota dewan
dari Fraksi Pergerakan Tarbiyah Indonesia (PERTI), melontarkan
pernyataan sebagai berikut:

“Penguasa harus menjamin serta melindungi Hak-hak Asasi
Manusia terutama dalam kebebasan memeluk agama yang sah
dan mempunyai serta mengembangkan paham yang bersifat
tidak merugikan”

“Penguasa harus menjamin serta melindungi Hak-hak
Asasi Manusia terutama dalam kebebasan memeluk agama
yang sah serta menjamin berlaku segala syariatnya dan
mempunyai serta mengembangkan pikiran dan paham
yang tidak menyalahi agama. Sebabnya saya mengusulkan
demikian Saudara Ketua, ialah karena menjamin kebebasan
memeluk agama saja dengan tidak menjamin syariatnya
adalah seperti membawa seseorang naik mobil, kepalanya
saja, sedang sebagian besar badannya tinggal di luar” (Risalah
Perundingan Konstituante, 1958, Jilid V, h. 2258).

Sampai di sini, meskipun istilah yang digunakan di teks itu “hak-
hak asasi manusia” dan “kebebasan memeluk agama,” tetapi maksudnya
adalah dorongan agar negara menjamin kebebasan umat beragama
agar dapat memenubhi “syariat” agama. Analogi yang digunakan sangat
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menarik, konsep kebebasan beragama diibaratkan dengan “kepala”
sementara syariat agama adalah “badan.” Artinya, kebebasan beragama
dan pelaksanaan syariat agama adalah satu paket, tak boleh terpisah.

Kuatnya perspektif kebebasan positif mungkin dilatari oleh tafsir
politik Islam konservatif yang sangat kuat di kalangan sebagian besar
anggota Dewan Konstituante, utamanya dari faksi dan partai Islam
seperti Masyumi dan NU. Mengenai hal ini, pada saat itu belum
berkembang gagasan Islam kebangsaan sebagaimana yang muncul
belakangan, terutama setelah era Reformasi 1998. Gagasan dari tokoh-
tokoh dua partai Islam tersebut pada umumnya berpandangan bahwa
perjuangan ulama pada masa kolonial adalah mengusir penjajah,
sementara setelah kemerdekaan, tugas ulama adalah memperjuangkan
Islam sebagai dasar dan ideologi negara. Pernyataan Isa Anshary
(Masyumi) sangat tegas soal itu, “Kalau Saudara-saudara mengaku
Islam, sembahyang secara Islam, puasa secara Islam, kawin secara
Islam, mau mati secara Islam, Saudara-saudara terimalah Islam sebagai
Dasar Negara ...” (Risalah Perundingan Konstituante, 1957, Jilid IV,
h. 385). Perspektif yang dikedepankan merupakan sudut pandang
Islam dalam membangun negara, lebih spesifik lagi perspektif teks
Al-Quran dan Hadis. Dalam mengungkapkan pandangannya,
para tokoh dari partai-partai Islam banyak melontarkan teks-teks
keislaman tersebut. Mengenai kebebasan beragama, misalnya, Kasman
Singodimedjo (Muhammadiyah, partai Masyumi) dan Ahmad Zaini
(NU) menggunakan dalil Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 256, dalam
pernyataannya di Dewan Konstituante:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam),
sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang
benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada
Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah
berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan
putus” (Nasution, 2009).

Ayat yang terkenal dengan frasa Arab-nya, la ikraha fi al-din (ti-
dak ada paksaan dalam agama) tersebut bagi perwakilan faksi Islam
bukan dalam pengertian kebebasan beragama seperti maksud dari
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HAM universal yang melampaui definisi agama-agama dunia (world
religions). Pengertian kajian kontemporer agama dan HAM berusaha
melampaui pengertian lama bahwa yang dapat disebut agama hanyalah
agama-agama besar dunia seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha,
Khonghucu, Yahudi, dan seterusnya, tetapi berupaya mencakup juga
penghayat kepercayaan, berbagai keyakinan lokal, agnostisisme, dan
lainnya.

Bagi Singodimedjo, kebebasan beragama terbatas pada konsep
agama-agama dunia saja: “kebebasan beragama tidak berarti kebebasan
untuk menyatakan diri sebagai ateis” Lebih lanjut, menurutnya,
meskipun yang benar itu Islam, karena adanya ayat itu, Tuhan memberi
kebebasan atau kemerdekaan kepada manusia untuk memilih salah
satu dari agama lain yang ada. Selain itu, walaupun seseorang boleh
memilih agama apa pun, tetapi jika mengaku Islam, maka wajib
sepenuhnya melaksanakan ajaran agama atau syariat Islam (Nasution,
2009, h. 114).

Sementara itu menurut Ahmad Zaini (NU), perjuangan umat
Islam puluhan bahkan ratusan tahun sebelumnya pada ujungnya adalah
“bertujuan membentuk pemerintahan yang sesuai dengan keyakinan
dan ideologi Islam” dan “hanya negara yang berdasarkan Islam yang
dapat diterima oleh NU” Al-Quran surat Al-Baqarah yang disebut
di atas dimaknai memberikan dasar toleransi bagi penganut agama-
agama lain. Mereka akan dilindungi sebagaimana tradisi dzimmah
di dalam Islam, termasuk dicontohkan pada masa Nabi Muhammad
sendiri, sebagaimana hadis Nabi, “Barang siapa yang menyakiti atau
mengganggu zimmi, maka aku menjadi musuhnya di hari kiamat”
(Risalah Perundingan Konstituante, 1957, Jilid V, h. 432).

Bagaimana dengan gagasan kebebasan negatif (freedom from) yang
berkembang dalam perundingan Dewan Konstituante? Gagasan tentang
kebebasan negatif pada umumnya menyangkut perbincangan tentang
kebebasan untuk berpindah agama atau kebebasan untuk bertukar
agama. Istilah yang digunakan pun secara eksplisit menggunakan term
“kebebasan.” Di antara pernyataan tentang kebebasan negatif ini adalah
apa yang termuat di dalam pidato Mr J.C.T. Simorangkir dari Fraksi
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Partai Kristen Indonesia mengenai pokok pikiran/pendirian partainya
soal dasar negara (Risalah Perundingan Konstituante, 1959, Jilid II, h.
465-466) dan terutama sambungan pernyataan berikutnya:

Dasar Negara itu seharusnya:
1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia;
2. Dijiwai semangat Revolusi 17 Agustus 1945;

3. Musyawarah hendaknya menjadi dasar penyelesaian mengenai
segala persoalan Negara;

4. Terjamin adanya kebebasan beragama dan;

5. Berisikan jaminan sendi-sendi perikemanusiaan kebangsaan yang
luas dan keadilan sosial.

Selain mengangkat pernyataan tentang “dasar negara’ yang
memuat pentingnya jaminan kebebasan beragama, Fraksi Partai Kristen
Indonesia juga secara rinci mengemukakan prinsip-prinsip pendirian
kebebasan beragama yang mereka maksudkan. Masih diwakili oleh
Mr J.C.T. Simorangkir, Fraksi ini menyatakan sebagai berikut (Risalah
Perundingan Konstituante, 1959, Jilid II, h. 470):

Tentang Kebebasan Agama:

1. Kebebasan Agama adalah dasar dari segala hak kebebasan lainnya
dan merupakan suatu tantangan terhadap anarki dan diktatur
negara.

2. Kebebasan Agama itu haruslah diakui dan dijamin oleh Pemerintah
dan bukan dianugerahkan.

3. Kebebasan tiap individu dalam hal agama dan keinsafan batin
adalah suatu kodrat alam yang oleh tiap individu itu tidak akan
diserahkannya kepada Negara.

4. Negara terpanggil untuk memperlakukan dan melayani semua
agama atas dasar yang sama. Negara menjamin kebebasan agama
an sich dan menjamin setiap orang beragama.

5. Hak atas kebebasan agama dan keinsafan batin yang diakui
dan dijamin oleh Negara itu, menurut paham kami, meliputi
pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula
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kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum
maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan,
mengamalkan, beribadat, menaati perintah dan aturan-aturan
agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan
keyakinan orang tua mereka.

Poin kelima dari usulan Fraksi Partai Kristen Indonesia mirip
dengan bunyi Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
PBB tahun 1948, yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran,
hati nurani, dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti
agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama
atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya,
beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain, di muka umum maupun sendiri” Di situ sama-sama disebut
secara eksplisit hak untuk berganti agama atau kepercayaan/keyakinan.
Hal demikian ini agak berbeda dengan Pasal 18 Ayat 1 Kovenan Hak-
Hak Sipil dan Politik PBB tahun 1966 yang diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2005. Di situ, pernyataan mengenai hak untuk berganti
agama atau kepercayaan/keyakinan tidak disebut secara eksplisit lagi,
namun lebih memilih menggunakan istilah, “Setiap orang berhak atas
kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup
kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya
sendiri...”

Perbincangan mengenai “bertukar agama” di persidangan
Konstituante saat itu tidak menggunakan istilah berpindah agama. Salah
satu contoh lain dari pernyataan mengenai kebebasan bertukar agama
dikemukakan oleh Hamara Effendy dari Fraksi Ikatan Pendukung
Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Saat itu, Hamara sedang menjelaskan
tentang Sila pertama Pancasila. Dalam penjelasannya, dia sangat tegas
memasukkan bertukar agama menjadi bagian dari “sebagai jalan yang
harus ditempuh” dalam menafsirkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Ke-Tuhanan Yang Maha Esa; dengan membawa
pengertian pengakuan terhadap ke-Tuhanan Yang Maha
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Esa, menunjukkan kepada kita, bahwa Republik Indonesia
percaya kepada pengaruh rohani yang dapat mengatasi
tenaga penyusun lain-lainnya; bahwa negara mengakui tiap-
tiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing secara
bebas. Tiap-tiap orang dapat memeluk agamanya dan dengan
bebas pula untuk bertukar agamanya atau keyakinannya,
baik di muka umum ataupun di lingkungannya sendiri
dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, menaati
perintah dan aturan-aturan agamanya. Negara menjamin,
bahwa tidak akan dilakukan pemaksaan terhadap keyakinan
kebatinan seseorang” (Risalah Perundingan Konstituante,
1957, Jilid VII, h. 461)

Dalam kutipan itu, pernyataan Hamara sangat tajam, bahwa “tiap-
tiap orang dapat memeluk agamanya dan dengan bebas pula untuk
bertukar agamanya atau keyakinannya.” Mengenai penafsiran terhadap
Sila pertama Pancasila, tekanan yang berbeda diberikan oleh Karkono
Partokusumo dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Dalam pidatonya
di Konstituante pada 1957, dia menekankan pentingnya untuk tetap
menafsirkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bingkai monoteisme
dan non-ateisme. (Risalah Perundingan Konstituante, 1957, Jilid V, h.
345-346):

“Maka ajaran Panca Sila itu memberi ketegasan bahwa yang
dianutnya ijalah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, ke-Tuhanan
Yang Satu, yaitu menganut ketentuan Monoteisme. Ajaran ini
tidak menerima pikiran-pikiran politeisme (ber-Tuhan yang
banyak) dan tidak pula menerima ateisme (tidak ber-Tuhan).

Mungkin sekali, kemudian di dalam pembahasan hak-hak
asasi manusia, soal itu akan muncul kembali dan menghendaki
ditegaskannya soal itu lagi, mungkin dengan kata-kata ‘ke-
bebasan beragama dan beribadat, mungkin pula dengan
kata-kata, ‘kebebasan pikiran keinsafan batin dan agama’
seperti termuat di dalam Undang-undang Dasar Sementara
tahun 1949 pasal 18, atau kata-kata ‘menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan
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untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu, sebagai yang tersebut di dalam Undang-undang Dasar
Sementara, tahun 1950 pasal 29. Pasal-pasal yang berbunyi
demikian tidak ada keberatannya, tetapi kata-kata itu
tidaklah dapat dan kuat-kuasa menghilangkan ketentuan
pendirian ‘monoteisme’ sepanjang ajaran Panca Sila sebagai
Dasar Negara. Kata-kata apa pun di dalam hal ini, tidak
boleh menimbulkan interpretasi lain daripada ‘monoteisme’
Pasal-pasal di dalam Undang-undang Dasar tidak dapat
diinterpretasikan lain daripada apa yang terkandung di dalam
Dasar Negara”

Sampai di sini, tergambar jelas perbedaan penafsiran di antara
anggota dewan dalam sidang-sidang Konstituante tentang maksud
dari kebebasan beragama—baik kebebasan positif maupun kebebasan
negatif—dan juga penafsiran terhadap Sila pertama Pancasila.

D. Gagasan Sistem Bikameral dalam Urusan Agama

Keberadaan gagasan sistem bikameral bertautan dengan polemik
tentang Piagam Jakarta. Ide dasarnya adalah bahwa umat Islam
memperoleh jaminan (kewajiban) untuk menjalankan Syariat Islam
sebagaimana bunyi Sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta. Syariat
itu diasumsikan berlaku eksklusif bagi warga muslim dan tidak bagi
warga non-muslim. Sementara itu warga non-muslim memperoleh
jaminan untuk menjalankan agamanya sesuai hak asasinya. Sebuah
pernyataan di sebuah perundingan Konstituante pada 1959 yang
mencerminkan gagasan umum mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

“Marilah kita lengkapi Undang-undang dasar 1945 itu dengan
segala yang baik dan yang paling cocok untuk pakaian
keindahannya mengingat akan bangsa kita yang terdiri dan
berbagai-bagai suku bangsa dan berbagai golongan agama,
maka Undang-undang Dasar 1945 itu wajib dilengkapi dengan
unsur-unsur federal yang baik dan sistim bikameral alias dua
kamar dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya, ditambah dengan jaminan terhadap
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Hak-hak Asasi Manusia sebagai sokogurunya Undang-
undang Dasar yang berjiwa perikemanusiaan dan karena
jawaban-jawaban demikian tidak dapat menjadi dokumen
historis dalam sejarah Konstituante Bandung ini” (Risalah
Perundingan Konstituante, 1959, Jilid I, h. 169).

Pernyataan di atas berasal dari pidato Sjafiuddin, perwakilan dari
Penjaluran, yang menyebut dalam pidatonya dari “blok Islam.” Baginya
mengenai Syariat Islam, solusinya “tidak hanya memberi dua alternatif
saja yaitu menolak atau menerima,” tetapi mengusulkan “sistem
bikameral”

Dari berbagai pernyataan perwakilan blok Islam, sebagian dari
mereka seperti mengasumsikan kekhasan agama Islam terkait Syariat
dibanding agama-agama lain. Asumsi ini mendorong mereka untuk
memperjuangkan agar negara bertanggung-jawab mewajibkan warga
negara yang beragama Islam untuk menjalankan Syariat. Pernyataan
panjang di bawah ini, dari Prof. Kahar Muzakkir (Masyumi), mungkin
dapat memberikan gambaran semangat dari blok Islam. Dalam
pidatonya, Kahar Muzakkir merujuk pada pandangan Partai NU:

“Nahdlatul Ulama dengan terang-terangan telah mendesak,
agar supaya Piagam Jakarta itu diterima, bukan saja sebagai
dokumen yang bersejarah, akan tetapi hendaknya berlaku
sebagai sumber pengambilan hukum untuk Umat Islam
warga-negara Republik Indonesia. Dalam pada ini, memang
hanyalah tiap orang Islam saja yang dapat merasakan hajat
dan kebutuhan kepada sumber perundang-undangan dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang
berdasar daripada Syariah Islamiyah. Banyaklah orang-orang
yang mengaku beragama Islam, akan tetapi tidak merasa
hajat kepada hukum-hukum Islam. Yang sedemikian itu
sebenarnya adalah suatu kepincangan, sebab tidak bertaat
kepada hukum-hukum agama yang dipeluknya sendiri.
Berpandangan dan keyakinan, bahwa agama itu hanyalah
iman dan ibadah saja tidaklah dapat dibenarkan sama sekali.
Sebab Islam berlainan dengan lain-lain agama, adalah meliputi
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iman, ibadah, akhlak, ajaran-ajaran, ideologi, negara, dan
hukum. Saya mengharapkan bahwa Saudara-saudara yang
berkuasa dewasa ini dalam Negara dan Pemerintah, mereka
yang memeluk agama Islam, kiranya dapat pula mengikuti
paham Islam yang sebenar-benarnya” (Risalah Perundingan
Konstituante, 1959, Jilid II, h. 506-507).

Blok Islam dalam Konstituante menekankan urgensi mengajukan
kepentingan Islam karena, menurut mereka, pada kenyataannya
aspirasi Islam tidak banyak diakomodasi dalam UUD 1945. Padahal
rancangan UUD 1945 banyak mencantumkan kepentingan Islam.
Artinya, setelah menjadi UUD 1945 versi yang disahkan pada 18
Agustus 1945, akomodasi terhadap Islam banyak yang hilang. Seorang
anggota Konstituante, Atmodarminto dari Partai Gerakan Pembela
Panca Sila (GPPS), menyatakan hal itu dalam sebuah pernyataan
(Risalah Perundingan Konstituante, 1957, Jilid V, h. 314):

Pada akhir pendudukan tentara Jepang itu, berturut-turut muncul
3 macam rancangan Undang-undang dasar, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang Dasar dengan Islam sebagai dasarnya;

2. Rancangan Undang-Undang Dasar Panca Sila yang diakui sebagai
Piagam Jakarta, dan;

3. Rancangan Undang-Undang Dasar Panca Sila dengan memberi
prioritas kepada golongan Islam, karena di dalamnya disebutkan,
bahwa Presiden Kepala Negara harus dipegang oleh seorang Islam.

Penghapusan syariat Islam dalam Sila Pertama Pancasila dan
konstitusi serta tidak terakomodasinya gagasan tentang kewajiban
pendidikan agama dalam konstitusi bagi warga mengundang ke-
tidakpercayaan blok Islam pada UUD 1945 versi yang disahkan pada
18 Agustus 1945. Ketidakpercayaan tersebut, misalnya, tergambar
sangat kuat dalam pernyataan M. Rusjad Nurdin dari Fraksi Masyumi
pada saat sidang Konstituante tahun 1957 sebagai berikut:

“Kalau memang Panca Sila itu merupakan satu hasil perjanjian
antara pihak Kebangsaan dengan pihak Islam, maka mari
kita lihat apakah pihak Kebangsaan menepati janjinya. Salah

89



90

Ketegangan Kebebasan dan Kerukunan Beragama di Indonesia

satu contoh yang menggambarkan bahwa pihak Kebangsaan
tidak memegang janjinya ialah waktu ditolaknya usul umat
Islam untuk menjadikan pelajaran agama menjadi mata
pelajaran yang diwajibkan, padahal Ke-Tuhanan Yang Maha
Esa menjadi sila yang pertama dalam Panca Sila, di mana
dalam piagam Jakarta disebutkan, bahwa kepada umat
Islam diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam” (Risalah
Perundingan Konstituante, 1957, Jilid VI, h. 88-89).

Dari sudut pandang blok Islam, tujuan bikameral adalah untuk
tidak mengintervensi kebebasan beragama orang-orang non-muslim.
Sebuah pernyataan dalam sidang Konstituante menyuarakan,
“Konstitusi hendaklah menjamin berlakunya hukum yang bersumber
kepada Kitabullah dan Sunah Rasulullah dan kemerdekaan beragama
sepenuhnya” Dari berbagai pernyataan mungkin dapat disimpulkan
bahwa kehendak blok Islam adalah memberikan hak sepenuhnya
kepada agama lain untuk menggunakan kebebasan beragama mereka.
Sementara itu kebebasan beragama bagi umat Islam adalah kebebasan
untuk menjalankan Syariat Islam.

Meskipun dominan atau tidaknya gagasan tentang sistem
bikameral di sidang-sidang Konstituante membutuhkan kajian yang
lebih teliti lagi, tetapi di sini dapat disimpulkan bahwa sistem bikameral
dalam hak asasi manusia menyangkut agama tampak cukup kuat
dalam sidang-sidang tersebut. Tanpa menyebut persetujuannya kepada
ide pengembalian frasa Syariat Islam dari Piagam Jakarta yang saat itu
sedang dibahas, Partai Katolik menyatakan “... piagam Jakarta sebagai
salah satu dokumen historis, dengan pengertian hendaknya Piagam
tersebut tidak akan merupakan sumber diskriminasi terhadap agama-
agama dan tidak akan mengurangi kebebasan beragama” (Risalah
Perundingan Konstituante, 1959, Jilid I, h. 297). Dalam berbagai
pidatonya di akhir proses Sidang Konstituante, sebelum kemudian
prosesnya dihentikan melalui Dekrit Presiden, Soekarno juga menyebut
pentingnya mendudukkan Piagam Jakarta sebagai “dokumen historis”
dalam konstitusi Indonesia.
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E. Penutup

Ketika Dewan Konstituante mulai bekerja pada 1956, kemerdekaan
Indonesia baru saja berusia sebelas tahun. Meski demikian, kita
menyaksikan kematangan berpolemik di tingkat Dewan Konstituante
mengenai konstitusi. Faksi-faksi, perwakilan partai, dan perwakilan
golongan terlihat jujur, cukup terbuka, sengit, dan produktif dalam
mengemukakan gagasan-gagasannya, termasuk mengenai dasar
negara dan cita-cita masa depan pembangunan negara-bangsa
Indonesia. Sayangnya kemajuan di Dewan tersebut tidak diimbangi
oleh pemerintahan, politik, dan ekonomi yang mendukung.

Memang pihak Angkatan Darat tidak vulgar, tetapi sejak awal
sangat jelas menjaga jarak dan tidak setuju dengan proses demokrasi
yang terjadi di Dewan Konstituante. Angkatan Darat, setelah
membentuk banyak paramiliter, pada 1956 mulai lebih agresif mem-
persiapkan pembebasan Irian Barat, terutama setelah pemerintah
Indonesia membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar dengan pe-
merintah Belanda. Mengenai konstitusi, pada waktu itu aspirasi
Angkatan Darat sudah eksplisit, yakni kembali kepada UUD 1945.
Meskipun awalnya Soekarno tidak tertarik untuk kembali kepada
UUD 1945, pada akhirnya situasi politik darurat setelah kegagalan
berbagai percobaan kabinet pasca-Pemilu 1955 membuat Soekarno
pada akhirnya membubarkan Dewan Konstituante melalui Dekrit
Presiden pada 5 Juli 1959.

Konteks sosial politik pembubaran Dewan Konstituante setidaknya
ada dua. Pertama, situasi kemerosotan ekonomi akibat pendudukan
Jepang yang sangat merusak, perpecahan antar kelompok di lapangan,
dan pemerintahan yang mulai goyang. Kedua, kabinet yang dibentuk
pasca-Pemilu 1955, Kabinet Ali Sastroamidjojo yang Kedua, hanya
berumur satu tahun. Ali Sastroamidjojo sendiri sebelum mundur
merekomendasikan agar pemerintah menetapkan keadaan darurat
sebagai respons atas pergolakan di beberapa daerah. Tampaknya
ini mendorong imajinasi mengenai pentingnya pemerintahan yang
kuat untuk keluar dari krisis dan mengabaikan dulu demokrasi.
Sejak 1956, Soekarno sudah mulai menyerang sistem multipartai
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dengan berdalih sistem tersebut merupakah model demokrasi liberal
dan Barat. Sementara itu, menurutnya yang dibutuhkan Indonesia
adalah Demokrasi Terpimpin (Nasution, 2009, h. 417-418). Setelah
mengumumkan Dekrit 1959 dan membubarkan Konstituante,
Soekarno mengumumkan dengan lebih tegas tawaran Demokrasi Ter-
pimpinnya.

Seperti disebut di awal, kajian ini memfokuskan pada dinamika
diskursus hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang berkembang
dalam persidangan-persidangan di Dewan Konstituante pada 1956
sampai 1959. Soal HAM, tampak sangat jelas kesimpulannya. Semua
faksi politik yangada memiliki kata sepakat soal pentingnya menjunjung
tinggi HAM dalam konstitusi yang mereka rancang. Menurut mereka,
UUD 1945 yang ada saat itu tidak memuat secara memadai pasal-
pasal HAM. Tampaknya terdapat perspektif pascakolonial yang kuat di
kalangan anggota Dewan saat itu. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip
HAM identik dengan upaya melanggengkan penindasan rakyat oleh
penjajah dan negara.

Meskipun ada kata sepakat soal HAM, namun menyangkut
kebebasan beragama ada perbedaan di antara anggota Dewan dalam
memaknai hak dan kebebasan. Sebelum menyimpulkan hal itu,
menarik bila kita menyimak rumusan pasal agama dan kebebasan
beragama di dalam tiga konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS
1949, dan UUDS 1950 menjadi latar polemik di Dewan Konstituante.
Pencapaian yang tinggi soal rumusan kebebasan beragama di dalam
Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 penting dicermati. Pasal 18
dan Pasal 41 dalam Konstitusi RIS 1949 serta Pasal 18 dan Pasal 43
UUDS 1950 mencerminkan capaian rumusan kebebasan beragama
yang dekat dengan rumusan kebebasan beragama dalam prinsip-
prinsip HAM universal. Meski demikian, tampak jelas juga ada
semangat mendorong negara untuk melakukan pemenuhan (to fulfil)
hak (dalam istilah Pasal 43 UUDS 1950 “sokongan”) dalam soal hak
beragama dan berkeyakinan. Sementara itu, sebagian pejuang HAM
pada umumnya hanya menekankan pentingnya aspek penghormatan
(to respect) dan perlindungan (to protect), bukan aspek pemenuhan
(to fulfil) hak warga oleh negara dalam beragama atau berkeyakinan.
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Kecenderungan pengalaman Indonesia dalam mendorong negara
untuk melakukan pemenuhan hak beragama ini mungkin terlihat kuat
di era-era berikutnya yang akan dibahas buku ini.

Secara umum, suara Konstituante cenderung dominan memaknai
kebebasan beragama dalam pengertian “kebebasan untuk” (freedom
to/kebebasan positif), meskipun juga terdapat suara “kebebasan dari”
(freedom from/kebebasan negatif). Sementara secara umum kebebasan
beragama atau berkeyakinan universal mengedepankan kedua-
duanya. Dalam berbagai lontaran gagasannya dalam persidangan,
anggota Dewan mengadvokasi gagasan agar negara memenuhi hak-
hak keagamaan umat beragama tertentu, biasanya dari golongannya.
Lebih dari itu, negara menjadi kekuatan untuk mendorong warganya
agar melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai keagamaan tertentu.
Sebaliknya, kebebasan negatif berusaha agar warga negara cenderung
tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu apa pun, termasuk nilai-nilai
yang telah menjadi kesepakatan pemimpin agamanya. Di tengah
kuatnya ekspresi gagasan kebebasan positif, muncul suara kebebasan
negatif seperti hak untuk berganti agama atau keyakinan. Terlepas dari
polemik yang ada, terdapat suara kuat di kalangan anggota Dewan
Konstituante mengenai pentingnya negara bersikap adil dan menjamin
penghormatan serta perlindungan yang sama terhadap agama dan
keyakinan warga negara yang beragam di negeri ini.
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Mambang Agama: Mendedah Politik
Perukunan Rezim Orde Baru

Trisno S. Sutanto

Setiap perbincangan tentang “kebebasan” maupun “kerukunan” di
Indonesia, agaknya, tidak mungkin melewatkan masa rezim Orde
Baru. Bukan saja karena ini merupakan rezim pemerintahan paling
panjang yang pernah dilalui Indonesia, paling tidak sampai sekarang,
dan membentuk hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa, berma-
syarakat, maupun bernegara, tetapi juga karena kosakata “kerukunan”
itu sendiri nyaris terasa seperti langgam bahasa khas Orba.

Boleh dibilang, pada rezim inilah kita menemukan bagaimana
“kerukunan” menjadi semacam obsesi. Kita masih ingat, misalnya,
beberapa kosakata khas rezim Orba yang diwariskan sampai sekarang:
akronim SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang dianggap
sebagai potensi bahaya. Atau “Trilogi Kerukunan” yang terus digembar-
gemborkan, yakni kerukunan antarumat beragama, kerukunan antara
umat beragama dengan pemimpin agama, dan kerukunan antara
umat beragama dengan pemerintah. Atau mantra yang hampir selalu
menghiasi pidato para pejabat: “Mempertahankan stabilitas demi
pembangunan nasional menuju lepas landas,” dan seterusnya.

Sebagian dari kosakata itu memang hilan